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Interpretasi

Bidang Urusan Dan Indikator Belum Tercapai FaktorNo Kinerja Penyelenggaraan 9 Permasalahan
PenentuPemerintah Daerah Sesuai (-) Keberhasilan

Melampaui (2)

G1) (2) (3) (4) (5)
perlindungan anak

14 Persentase jumlah tenaga kerja - Belum optirnalnya
dibawah umur pengarusutaman gender dan

11.5. Partisipasi angkatan kerja Belum tercapai
anak

perempuan Masih terbatasnya pendataan
tentang perempuan dan11.6 Penyelesaian pengaduan -
perlindungabn anak

perlindungan perempuan dan
anak dari tindakan kekerasan Belum adanya regulasi tentang

tenaga kerja usia dibawah umur

12. Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera

121. Rata-rata jumlah anak per Sesuai Masih rendahnya kesadaran
keluarga masyarakat ber KB dan

122. Rasio akseptor KB Belum tercapai perbatasnya
tenaga pelayanan

12.3. Cakupan peserta KB aktif Sesuai

12.4. Keluarga Pra Sejahtera dan Melampaui
Keluarga Sejahtera I

13. Sosial

131. PMKS yg memperoleh bantuan Melampaui Masih belum adanya data base
sosial PMKS

13.2. Penanganan penyandang Melampaui Belum adanya regulasi dan SPM
masalah kesejahteraan sosial bidang kesejahteraan social

14. Ketenagakerjaan
14A. Angka partisipasi angkatan kerja Melampaui Masih belum adanya Grand

143. Tingkat partisipasi angkatan Melampaui Design
tentang Man Power

kerja anning
Tn . . Masih rendahnya kompentensi144. Pencari kerja yang ditempatkan Melampaui pencari kerja terhadap kualifikasi

14.5. | Tingkat pengangguran terbuka Melampaui lapanagan kerja yang dibutuhkan

Belum optimalnya opreasional
BLK
Masih belum adanya sinkronisasi
antara bidang ketenagaan kerja
dan bidang pendidikan

14.6. Keselamatan dan perlindungan Belum adanya penerapan
pengawasan terhadap tenaga
kerja

15. Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah

13.4. Persentase koperasi aktif Melampaui Masih belum optimalnya
pembinaan dan pengendalian
koperasi

15.2. Jurnlah UKM non BPR/LKM Sesuai Masih terbatasnya SDM dan
UKM sarana rendahnya mobilisasi

15.3. | Jumlah BPR/LKM Sesuai
petugas/penyuluh koperasi

15.4. Usaha Mikro dan Kecil Belum Tercapai Masih belum optimalnya
dukungan permodalan dari
BPR/LKM

16. Penanaman Moda!
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Interpretasi

Bidang Urusan DanIndikator | Belum Tercapai Faktor-
FaktorNo Kinerja Penyelenggaraan (g Permasalahan PenentuPemerintah Daerah Sesuai (-J Keberhasilan

Melampaui (2)

(1) (2) (3j (4) (5)
16.1. Jumlah investor berskala Sesuai Masih lemahnya koordinasi

nasional (PMDN/PMA) dalam peningkatan investasi

16.2. | Jumlah nilsi investasi berskala Melampaui
antar sektor

nasional f(PMDN/PMA) Masih belum tersusunnya data
base PMDN dan PMA

16.3. Rasio daya serap tenaga kerja

16.4. Kenaikan / penurunan Nilai Melampaui
Realisasi PMDN (milyar rupiah)

17. Kebudayaan

174. Penyelenggaraan festival seni Belum tercapai Berkurangnya minat generasi
dan budaya muda terhadap kesenian

17.2. Sarana penyelenggaraan seni Belum tercapai tradisional
dan budaya

17.3. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Sesuai Masih belum adanya kawasan
Budaya yang dilestarikan cagar budaya

18. Kepemudaan dan Olahraga
181. Jumlah organisasi pemuda Sesuai Masih kurang optimalnya
18.2. Jumlah organisasi olahraga Sesuai seb mbuNss

pemuda di

Sesuai18.3. Jumlah kegiatan kepemudaan Masih terbatasnya sarana dan
18.4. | Jumlah kegiatan olahraga Sesuai prasarana penunjang kegiatan

7 olahraga oleh
isasi

185. Gelanggang / balai remaja Sesuai daa Organisasi

(selain milik swasta)
18.6. Lapangan olahraga Sesuai

19. Kesatuan Bangsadan Politik
Dalam Negeri

191. Kegiatan pembinaan terhadap Sesuai Masih belum optimalnya
LSM, Ormas dan OKP monitoring kegiatan LSM

192. Kegiatan pembinaan politik Sesuai Masih rendahnya pemahaman
daerah politik masyarakat

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian

20.1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja Belum tercapai Masih terbatasnya jumlah satpo!
per 10.000 penduduk PP dan Linmas dalam penegakan

PERDA

20.2. Jumlah Linmas per Jumlah -

10.000 Penduduk

20.3. Rasio Pos Siskamling per jumlah - Masih kurangnya partisipasi
desa/kelurahan masyarakat

204. Pertumbuhan ekonomi Melampaui Masih rendahnya kontribusi
sektor lapangan usaha terhadap
PDRB

20.5. Kemiskinan Melampaui Masih adanya kesenjanagan
antara pertumbuhan ekonomi
dengan pendapatan riil

masyarakat

20.6. Sistem informasi Pelayanan - Masih belum optimalnya
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Interpretasi

Bidang Urusan Dan Indikator Belum Tercapai Faktor-
No Kinerja Penyelengga Ig Pe lah Faktorgaraan rmasalahan PenentuPemerintah Daerah Sesuai (s5) Keberhasilan

Melampaui (2)

(1) (2) (3) (4) (5)
Perijinan dan adiministrasi penerapan SIMDA
pemerintah

20.7 Penegakan PERDA - Masih kurangnya partisipasi
msyarakat dan terbatasnya
jumkah petugas

20.8 Tingkat penyelesaian -

pelanggaran K3 (ketertiban,
ketentraman, keindahan) di
Kabupaten

20.9 Cakupan pelayanan bencana - Belum memadainya jumlah
kebakaran kabupaten layanan dalam penanganan

bencana
2010 | Cakupan sarana prasarana - Belum dapatnya digunakan dana

perkantoran pemerintahan desa daerah serta belum tuntasnya
yang baik masalah TPTGR (Tim

Penyelesian Tuntutan Ganti rugi)
20.11 | Sistim Informasi Manajemen - Masih adanya kerancuan dalam

Pemda struktur organisasi
Masih belum terintegrasinya
system pengelolaan keuangan
dan system audit

2012 | Indeks Kepuasan Layanan Belum Tercapai Belum optimalnya penerapan
Masyarakat SPM

Belum optimalnya penempatan
pegawai berdasarkan standar
kompetensi

21 Ketahanan Pangan
211 Regulasi ketahanan pangan Sesuai Masih belum jelasnya

peruntukan kawasan untuk lahan
pertanian
Belum optimalnya fungsi
kelembagaan pangan dan belum
adanya regulasi mutu dan
keamanan pangan

212 Ketersediaan pangan utama Belum tercapai Masih adanya konversi lahan
pertanian, persiangan
peruntukan dengan sector non
pertanian,
Masih terbatasnya infrastruktur
pertanian dan pengairan
Masih terbatasnya prasarana
dan belum optimalnya system
distribusi hasil pertanian

22. Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

221 Rata-rata jumlah kelompok Melampaui Masih belum optimalnya
binaan PKK pengelolaan dan pemanfaatan

ADD
220 Jumlah LSM Masih belum teradministrasikan

dengan baik data-data desa dan
belum optimalnya peran LSM

Rancangan RKPD Tahun 2014 8
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Interpretasi
Bidang Urusan Dan Indikator Belum Tercapai

Fa
ktor—

€ aktorNo Kinerja Penyelenggaraan (9 Permasalahan PenentuPemerintah Daerah Sesuai (-) Keberhasilan
Melampaui (2)

(1) te) (3) (4) (5)
dalam pembangunan desa

203 PKK aktif Melampaui Berkurangnya partsisipasi
226 Posyandu aktif Melampaui

masyarakat

23. Statistik
23.1 Buku "kabupaten dalam angka" Sesuai Masih terbatasnya jumlah SDM

. » aparatur Statistik dan kurangnya232 Buku "PDRB kabupaten Sesuai
kemampuan dalam pengolahan
data

Belum adanya data statistik
sektoral yang akurat

20. Kearsipan
241 Pengelolaan arsip secara baku Sesuai Belum optimalnya unit kerja dan

penataan arisp daerah
242 Peningkatan SDM pengelola Sesuai Masih terbatasnya tenaga

kearsipan arsiparis
25. Komunikasi dan Informatika
251 Jumlah surat kabar Sesuai Masih rendahnya kualitas

nasional/lokal pemberitaan dan visualisasi
. . Sesuai melalui media cetak dan252 Jumlah penyiaran radio/TV local

elektronik
253 | Web site milik pemerintah Sesuai Masih rendahnya pemanfaatan

daerah data elektronik pada instansi
pemerintah

254 Pameran/expo
26. Perpustakaan
261 Jumlah perpustakaan : Masih minimnya infrastruktur

bangunan perpustakaan dan
tenaga pustakawan

26.2 Jumlah pengunjung - Masih minimnya minat baca
perpustakaan per tahun masyarakat dan minimnya

sosialisasi
263 Koleksi buku yang tersedia di - Masih terbatasnya koleksi buku

perpustakaan daerah dan kurangnya kerjasama
dengan pihak-pihak terkait
Belum terpasangnya jaringan
web dan perpustakaan digital

Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pertanian
14. Produktivitas padi atau bahan Belum tercapai Ketersediaan dan penyebaran

pangan utama lokal lainnya per teknologi spesifik lokasi belum
hektar mampu menjangkau seluruh tipe

lahan

Belum adanya sarana pendukung
pertanian (UPT, laboraturium)

12. Kontribusi sektor Belum tercapai Adanya konversi lahan uutuk
pertanian/perkebunan terhadap pembangunan sector lain
PDRB

Belum optimalnya pengolahan13. Kontribusi sektor pertanian Belum tercapai dan pemasaran hasil produksi
(palawija) terhadap PDRB pertanian/perkebunan

Rancangan RKPD Tahun 2014
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Interpretasi

Bidang Urusan Dan Indikator Belum Tercapai
FaktorNo Kinerja Penyelenggaraan Ig Permasalahan a

Pemerintah Daerah ifz PenentuSesuai (z) Keberhasilan
Melampaui (»)

(1) (2) (3) (4) (5)
14. Kontribusi sektor perkebunan - Masih kurangnya regulasi

(tanaman keras) terhadap PDRB peruntukan lahan pertanian
berkelanjutan

1.5. Cakupan bina kelompok petani Belum tercapai Masih belum optimalnya
kelembagaan penyuluh pada
pembinaan kelompok tani

Kahutanan

21. Rehabilitasi hutan dan lahan Belum tercapai Jumlah lahan kritis yang masih
kritis sangat luas

2.2. Kerusakan Kawasan Hutan Belum tercapai Maraknya perambahan hutan
dan lahan serta terbatasnya
personil dan sarana operasional

. JAGAWANA
23. Kontribusi sektor kehutanan - Menurunnya produktivitas hasil

terhadap PDRB hutan karena perambahan hutan
dan penurunan jumlah HPH

3. Energi dan Sumber Daya
|

Mineral
3.1. Pertambangan tanpa ijin - Masih belum optinalanya

monitoring dan pengendalian
bidang energi dan minerai

3.2. Kontribusi sektor pertambangan Melampaui Masih belurn baiknya data base
terhadap PURB pertambangan

4. Pariwisata
41. Kunjungan wisata Melampaui Masih kurangnya upaya promosi
42. Kontribusi sektor pariwisata - Bidang pariwisata masih belum

terhadap PDRB dikelola dan dikembangkan
secara profesional

5. Kelautan dan Perikanan
54. Produksi perikanan - Manajemen pengelolaan hasil

kelautan dan perikanan yang
masih kurang

5.2. Konsurnsi ikan -

5.3. Cakupan bina kelompok nelayan - Masih terbatasnya petugas dan
sarana operasional penyuluh

5.4. Produksi perikanan kelompok - Masih terbatas sarana
nelayan prasarana tangkap dan budidaya

kelompok nelayan

6. Perdagangan
6. Kontribusi sektor Perdagangan - Masih kurang memadainya

terhadap PDRB infrastruktur sektor
perdagangan dan pasar (desa
dan kecamatan)

6.2. Ekspor Bersih Perdagangan - Menurunnya nilai eksport bersih
perdagangan

7. Perindustrian

741. Kontribusi sektor Industri Produksi IKM masih berorientasi
terhadap PDRB pada pesanan dan belum

7.2. Pertumbuhan Industri, perluasan pasar

Rancangan RKPD Tahun 2014
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No

Bidang Urusan Dan Indikator
Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Interpretasi
Belum Tercapaig

Sesuai (5)
Melampaui (2)

Permasalahan
Faktor-
Faktor
Penentu

Keberhasilan

Ul 2) (3) (4) I51

Belum optimalnya promosi dan
pembinaan IKM

Rancangan RKPD Tahun 2014 $
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BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah menggambarkan kondisi dan

analisis statistik Perekonomian Daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi

perekonomian Kutai Timur tahun 2013 beserta karakteristiknya serta prospek
perekonomian tahun 2014-2015. Kerangka ekonomi makro dan kebijakan keuangan
daerah memberi gambaran tentang perkembangan ekonomi makro hingga
semester satu tahun 2014, dan estimasi tahun 2015, arah kebijakan ekonomi dan

keuangan daerah, sasaran-sasaran yang akan dicapai pada tahun 2015, serta
kebutuhan pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Sasaran-sasaran yang
dimaksud tersebut akan dicapai melalui berbagai kebijakan dan program
pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah digariskan.

Secara umum sumbangsih sektor ekonomi khususnya pembangunan
ekonomi daerah menjadi salah satu pemicu sekaligus pemacu bagi sektor-sektor

lainnya. Keberhasilan pembangunan bidang lainnya di suatu wilayah sangat
tergantung pada keberhasilan pembangunan bidang ekonorni. Untuk melihat sejauh
mana keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dapat dilihat dari berbagai
indikator. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah

pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau lebih dikenal dengan
pertumbuhan ekonomi. Indikator ini digunakan untuk mengetahui keberhasilan

pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah

pembangunannya di masa yang akan datang.

31 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Kutai Timur dipengaruhi situasi dan kondisi

ekonomi nasional maupun global. Situasi perekonomian dunia pada tahun 2014
diperkirakan akan tumbuh lebih baik dibanding tahun 2013, dengan asumsi

perekonomian eropa yang mulai membaik dan ekonomi AS yang telah berangsur
pulih. Namun demikian masih terdapat risiko global yang perlu diwaspadai yang dapat
mempengaruhi perekonomian nasional. Resiko tersebut diantaranya adalah: (i) krisis

utang Eropa terus berlanjut dan pemulihan ekonomi AS berlangsung lambat: Ci) krisis

Rancangan RKPD Tahun 2015
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politik di Afrika Utara dan Timur Tengah tidak membaik, serta (ii) meningkatnya
perubahan iklim global.

Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, kondisi perekonomian dunia
diliputi ketidakpastian. Krisis keuangan Eropa yang masih berlanjut dengan tidak
adanya kepastian penyelesaian utang, pemulihan ekonomi AS yang masih lambat,
serta mulai menurunnnya kemampuan negara-negara Asia untuk menjadi penopang
perekonomian dunia, meningkatkan resiko ekonomi dunia. Ketidakpastian kondisi
ekonorni dunia yang berdampak pada pelemahan perdagangan dunia mendorong
penurunan harga komoditi dunia. Namun demikian, permasalahan ketegangan politik
terutama di kawasan Timur Tengah menyebabkan tetap tingginya harga komoditi
energi pada tahun 2011 dan sedikit menurun pada tahun 2012. (RKP 2014).

Sementara itu, kekuatan ekonomi dunia lainnya yakni China terus melambat di
kuartal ketiga (tahun ke tahun), walau masih tumbuh sebesar 7,4 persen tahun ke
tahun, dan terdapat beberapa perkembangan positif, seperti dari output industri
yang menunjukkan sejumlah percepatan dalam pertumbuhan sedang berlangsung.
Sementara faktor yang kurang positif, Zona Eropa masih terus berjuang untuk keluar
dari resesinya yang berkepanjangan, dan dengan PDB di kuartal ketiga relatif datar
sebesar 02 persen (saar) ditengah kekhawatiran melambatnya pertumbuhan baik
di Jerman sebagai mesin pertumbuhan wilayah itu dan Prancis. Ekonomi Jepang juga
mengalami kontraksi sebesar 3,5 persen (saar) di kuartal ketiga 2012 (Bank Dunia,
2012).

Adapun pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan proyeksi Bank Dunia
tumbuh sebesar 6,5 persen untuk tahun 2013, sedikit meningkat di tahun 2014
menjadi 6,3 persen. Situasi ini karena terdapat pengaruh dari konsumsi domestik
dan pertumbuhan investasi masih bertahan kuat, dengan membaiknya pertumbuhan
mitra dagang utama Indonesia secara bertahap yang juga sedikit mendorong
pemulihan ekspor. Secara riil, pertumbuhan permintaan dalam negeri mengalami
pelemahan di kuartal ketiga menjadi 6,1 persen tahun ke tahun, turun dari 7,4
persen tahun ke tahun pada kuartal kedua. Konsumsi swasta dan investasi terus
menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang mantap. Sementara konsumsi
pemerintah mencatat penurunan yang mengejutkan, turun sebesar 3,2 persen dari
tahun ke tahun, disebabkan oleh rendahnya realisasi belanja barang pemerintah.

Ketika terjadinya perlambatan ekonomi dunia yang semakin serius dan
pemulihan ekonomi dunia yang tidak sekuat tahun 2010 dan 201 1, maka sasaran
pertumbuhan ekonomi Indonesia kemungkinan perlu disesuaikan terutama pada sisi

Rancangan RKPD Tahun 2015
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ekspor, yang pada tahun 2012 tingkat ekspor Indonesia sebesar 1,8 persen.
Diharapkan pada tahun 2013 ditingkatkan menjadi 8,5 persen lalu pada tahun 2014
ditargetkan menjadi 12 persen. Dengan penyesuaian ini, basis pertumbuhan ekonomi
Indonesia tahun 2012 menjadi 6,3 persen, tahun 2013 menjadi 6,6 persen dan
tahun 2014 menjadi 6,9 persen.

Target peningkatan pertumbuhan ekonomi ini diharapkan dapat tercapai
dengan menargetkan penurunan tingkat pengangguran menjadi 5-6 persen dan

tingkat kemiskinan menjadi minimal 8-10 persen pada tahun 2014. Sampai dengan
triwulan Il tahun 2012, tingkat pengangguran 6,7-7,0 persen dan tingkat
kemiskinannya di kisaran 10,5-11,5 persen. Tingkat kemiskinan nasional diharapkan
dapat diturunkan lagi pada kisaran 6-7 persen pada tahun 2014.

Situasi pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu menurunkan tingkat
pengangguran terbuka hingga di sekitar 5-6 persen pada akhir tahun 2014, dan
rasio penduduk yang bekerja sebesar 77-79X. Untuk memenuhi sasaran

percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah akan terus melanjutkan
kebijakan makroekonomi yang terukur dan berhati hati, sehingga inflasi dapat
dikendalikan pada tingkat rendah yang sebanding dengan negara-negara setaraf
dengan Indonesia yaitu sekitar 4-54 per tahun. Inflasi yang terkendali memungkinkan
nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga mendorong sektor riil bergerak
dan berkembang dengan sehat.

Sedangkan kondisi perekonomian Kalimantan Timur, walaupun pertumbuhan
ekonominya mengalami perlambatan pertumbuhan namun indikator makro ekonomi
Kalimantan Timur lainnya dapat dikatakan masih berada pada jalur yang diharapkan.
Hal ini dapat dilihat dari Indikator Makro ekonomi daerah yang ada seperti pada
indikator penduduk miskin tercatat tahun 2012 sebesar 246,11 ribu jiwa, angka ini

menunjukkan penurunan sebesar 7,2 ribu orang dibanding tahun 2011. Jumlah
penganggur pada Agustus 2012 mengalami penurunan sebanyak 15.430 orang
dibandingkan dengan keadaan Agustus 2011 yang tercatat sebanyak 173.693
orang dan pada Agustus 2012 menjadi 158.263 orang. indikator makro ekonomi
daerah lainnya yaitu inflasi tercatat pada bulan Desember tahun 2012 Kalimantan
Timur mengalami inflasi sebesar 0,73 persen, sehingga sampai dengan bulan
Desember 2012 inflasi Kalimantan Timur sudah mencapai 5,60 persen. Sedangkan
pada periode yang sama inflasi tahun 2011 dan tahun 2010 masing-masing
sebesar 6,35 persen dan 7,28 persen.

3

2
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Memperhatikan data di atas, maka pada tahun 2014 dengan target
pertumbuhan ekonomi .... 4 maka perlu diterapkan kebijakan-kebijakan pemerintah
daerah agar target tersebut dapat dicapai. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan
ekonomi tersebut diperlukan peningkatan pertumbuhan yang sangat tinggi pada
sektor-sektor ekonomi yang prospektif seperti sektor pertanian yang selama ini

tingkat pertumbuhannya maupun kontribusinya dalam PDRB Kalimantan Timur
masih relatif sangat kecil. Dengan demikian diharapkan struktur ekonomi ke depan
akan terjadi keseimbangan antara sektor ekonomi yang padat modal dan sektor
ekonomi yang padat tenaga kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan
pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ekonomi daerah
Kalimantan Timur yang terkait langsung dengan pengembangan sektor ekonomi
(Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014)

Berdasarkan kondisi di atas maka, arah kebijakan ekonomi Provinsi
Kalimantan Timur adalah :

a. Melaksanakan revitalisasi pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan
dan peternakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat petani, nelayan
dan peternak:

b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif, melakukan regulasi yang menjamin
kemudahan berusaha dan berinvestasi dan meningkatkan pemberdayaan
ekonomi masyarakat:

c. Perbaikan insentif untuk kewirausahaan dan akses bagi usaha-usaha
menengah, kecil dan mikro serta sektor riil lainnya.

RPJMD Kabupaten Kutai Timur mensinkronkan RPJMD Provinsi Kalimantan
Timur, dimana Visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2011-2015 adalah
“Pembangunan Daerah Bertumpu Pada Agribisnis Menuju Kutai Timur Mandiri”.

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:
I.. Semua gerak pembangunan daerah di berbagai bidang ditujukan dalam rangka

mendukung pembangunan agribisnis.

I. Pembangunan agribisnis diharapkan dapat memberikan multiplier effect
terhadap perkembangan ekonomi daerah khususnya ekonomi masyarakat yang
berdaya saing, baik ditingkata regional, nasional maupun global dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi daerah
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Il. Kemandirian daerah ditandai oleh kemandirian keuangan daerah dalam
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat serta adanya kemampuan ekonomi masyarakat
untuk meningkatkan taraf hidup menuju sejahtera.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, rumusan misi pembangunan Kabupaten
Kutai Timur Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:5

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan seni budaya daerah.
2. Memantapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang serasi dan

berwawasan lingkungan.
3. Memantapkan kemandirian pangan dan pengembangan komoditi unggulan

daerah.

Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan energi.
Pemberdayaan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.

6. Penegakan hukum dan mengoptimalkan peran aparatur pemerintahan daerah
yang dinamis dan efisien.

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat
8. Meningkatkan kualitas pendidikan secara berjenjang.
9. Mendorong peran lembaga keuangan dan perbankkan untuk menjamin

kemudahan berusaha dan berinvestasi guna membuka kesempatan kerja yang

4
5.

7.

seluas-luasnya.

Berdasarkan capaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi maka strategi
utama pembangunan Kabupaten Kutai Timur dikembangkan pertumbuhan inklusif
mempertahankan tingkat pertumbuhan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi
daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi tersebut dilakukan
dengan menetapkan 12 prioritas pembangunan yang meliputi penurunan angka
kemiskinan dan pengangguran, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan,
peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan. peningkatan infrastruktur dasar
kawasan pemukiman, peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan,
peningkatan pembangunan pedesaan, peningkatan investasi dan ekonomi
masyarakat, peningkatan kapasitas pemerintahan (capacity building), peningkatan
sarana dan prasarana perhubungan, pemantapan, pemanfaatan, penggunaan dan
pengelolaan lahan serta lingkungan hidup, peningkatan dan pengembangan
pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan kawasan perbatasan(hinterland).
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3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 20143

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator
pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang
dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai
barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar
harga berlaku menggambarkan bilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan
menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan
menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada
Satu tahun tertentu sebagai tahun dasar penghitungannya. PDRB atas dasar harga
berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan
atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi
dari tahun ke tahun. Dengan demikian, PDRB merupakan indikator untuk mengatur
sampai sejauhmana keberhasilan pemerintah/pemerintah daerah dalam
memanfaatkan sumber daya yang ada, dan dapat digunakan sebagai perencanaan
dan pengambilan keputusan.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Timur tidak terlepas dari
kontribusi sektor-sektor ekonomi yang mendukungnya. Sektor pertambangan dan
penggalian terutama subsektor pertambangan nonmigas (batubara) masih
merupakan pendukung utama perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Dominasi
subsektor ini ditandai dengan masih tingginya peranan pertambangan batubara
tahun 2008-2012 antara 85,894, sampai 87,874 dari total PDRB Kabupaten
Kutai Timur dengan Migas.

Nilai PDRB Kabupaten Kutai Timur atas dasar harga berlaku dengan migas
pada tahun 2008-2012 cenderung meningkat dari Rp 24.391.455,20 juta di tahun
2008 menjadi Rp 50.173.447,91 juta pada tahun 2012. PDRB atas dasar harga
berlaku dengan migas dan batu bara pada periode tersebut secara berturut-turut
mulai tahun 2008 hingga tahun 2012 yaitu sebesar Rp 24.391.455,20 juta, Rp
27.380.004,69 juta, Rp 34.179.895,99 juta, Rp 41.206.892,31 juta, dan Rp
50.173.447,91. PDRB Kabupaten Kutai Timur atas dasar harga berlaku tanpa
migas dan batu bara, pada periode 2008- 2012 berturut-turut sebesar Rp
3.630.633,06 juta, Rp 4.101.43975 juta, Rp 4.70110310 juta, Rp
9.452.869,43 juta, dan Rp 6.379.800,84 juta.

Berdasarkan data perekonomian Kabupaten Kutai Timur yang telah
ditunjukkan dalam Tabel 3.2, memberikan gambaran bahwa komposisi pembentukan
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PDRB masih didominasi oleh batubara. Sama halnya dengan tahun sebelumnya,
batubara memberikan sumbangan paling besar dalam pembentukan PDRB
Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 3.1
Nilai Sektor dalam PDRB ADHB

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013
“) Angka Forecast dengan regresi linear

Pada tahun 2008 sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi
sektor unggulan pada perekonomian Kabupaten Kutai Timur, begitu pula hingga
sampai tahun 2012. Sektor pertambangan dan penggalian masih berperan sebagai
tonggak utama perekonomian Kabupaten Kutai Timur, Sedangkan sektor
pendukungnya masih pada sektor pertanian: karena dua sektor teratas tersebut
mempunyai gap yang cukup jauh dengan sektor-sektor yang lain. Tahun 2011 hingga
beberapa tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur masih
berada pada jalur peningkatan pertumbuhan ekonomi, dengan sektor unggulan
masih pada dua sektor tersebut. Sehingga pada beberapa tahun ke depan dua
sektor tersebut masih akan mendominasi. Karena pada saat ini dua sektor tersebut
merupakan sektor unggulan dari Kabupaten Kutai Timur saat ini.

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008 s.d 2012 (dalam juta rupiah)

Dan Batu Bara

TahunSektor Ekonomi
2008 2009 2010 2011 2012”

(1) (2) (3) (4 (3) (5)Pertanian 1.068.564,71 11065.838,44 1.404.220.77 1.490.8285,57 1.752.385,65
Pertambangan 20.948.875,48 23.492820,36 | 28.230.037.71 36.013.593,16 44.089.901,15dan Penggalian
Industri 271.141.183 86.433,78 90721.20 104.037,21 112.805,68Pengolahan
Listrik. Gas. Dan 2759011 30.068,20 32.682.40 36.317,90 40.490,51Air Bersih
Konstruksi 561.392.224 654.900,38 763.983.687 776.214,54 869.461.02
Perdagangan 859.215,92 955.940,39 1.128.459.483 1.442.338,05 1.727.152,66
Angkutan dan 46143507 542.403,46 65156748 712059,20 B49551,41Komunikasi
Keuangan dan 237.950,62 216.713,83 274.303.48 288.514,55 321176,36Jasa
Perusahaan
Jasa-jasa 157.137,86 173.852,70 183.589.65 34299113 410.523,76
Total PDRB 24.391.455,20 | 27.380.004,69 : 34.179.895.99 : 41.206.892,30 | 50.173.447,91Dengan Migas
Total PDRB 23.521.639,69 j 26.430.182,46 | 33.427.758.31 | 40.353.574,95 | 49.212.005,10Tanpa Migas
Total PDRB 3.630.633,06 4101.439,75 4.701.103.10 5.452.869,43 6.372.800,64Tanpa Migas

Rancangan RKPD Tahun 2015
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur



Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
Dan Kebijakan Keuangan Daerah

Secara keseluruhan perubahan nilai PDRB tersebut terangkum dalam
pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur selama
periode 2008 hingga 2012 mengalami peningkatan, diawali pada tahun 2008
pertumbuhan ekonomi dengan atau tanpa memperhitungkan migas mengalami
penurunan hingga minus (0,8696) dan (1,03). Merosotnya pertumbuhan ekonomi ini

merupakan dampak dari krisis ekonomi yang mengguncang negara Amerika Serikat
pada tahun 2007. Namun setelah tahun 2009 pertumbuhan ekonomi mengalami
pertumbuhan yang stabil bahkan meningkat tajam hingga tahun 2012.

Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur

Tahun 2003-2012 (Ye)2
35
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E 25

2 20

Io 15

£ 10 “5 P4 “5 53
0 —-
5

2008 2009 2010 2011 2012
sifi-Dengan Migas | -0.86 5.6 9.28 11.39 | 12.28
mefee Tanpa Migas 1.03 5.57 9.76 11.53 12.41te Tanpa Migas &

Batubara 5.16 415 6.11 6.932 7.61

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur dan BPS Provinsi Kaltim 2013 (diolah)13

Adapun pertumbuhan ekonomi tanpa memperhitungkan sektor migas dan
batubara tampak lebih stabil. Artinya perekonomian Kabupaten Kutai Timur tidak
jauh berbeda dengan pola pertumbuhan ekonomi nasional, yakni di sekitar angka 5
hingga 7 persen. Namun bila memperhitungkan sektor migas dan batubara maka
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur tumbuh melampaui di atas rata-rata
nasional yakni hingga 9 hingga 1126. Bahkan pada tahun 2012 menembus angka
12,28Y6 (data sementara BPS). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur lebih dibanyak ditopang oleh sektor
migas dan pertambangan (batubara). Lihat Tabel 3.2

Demikian juga pada tahun 2013 diperkirakan pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Kutai Timur masih melampaui target yang telah ditetapkan dalam
RPJMD sebesar minimal 740. Perkembangan pertumbuhan ekonomi baik dengan
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migas maupun tanpa migas dan batu bara diperkirakan terus mengalami
peningkatan seiring dengan proyeksi peningkatan produktivitas batubara serta
pertumbuhan di sektor-sektor lain seperti pertanian dengan program MPSEI melalui
food estate yang ada di Kabupaten Kutai Timur serta sektor perdagangan dan
transportasi yang mengalami peningkatan.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan 2015
3.1.2.1 Tantangan Perekonomian Daerah tahun 2014 dan tahun 2015

Berbagai tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Kutai Timur pada tahun
2014 dan tahun 2015, diantaranya adalah:

- Pengangguran dan Kemiskinan. Tingkat pengangguran dan kemiskinan
masih perlu mendapatkan perhatian yang serius. Sasaran program
pengentasan kemiskinan hampir sebagian besar rumah tangga di kecamatan-
kecamatan pedesaan yang kehidupannya bersandar pada sektor pertanian.
Meskipun capaian penurunan angka pengangguran dan kemiskinan selama
tiga tahun terakhir on track, namun masih memerlukan perhatian yang serius
mengingat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kutai Timur mengalami
pertumbuhan yang cukup cepat sehingga sangat memungkinkan terjadinya
problem pengangguran dan kemiskinan. Pada tahun 2008-2011 pendekatan
kriteria rumah tangga miskin lebih pada variabel fisik walaupun juga terdapat
variabel non fisiknya yaitu berupa makanan. Sasaran rumah tangga miskin
yang perlu mendapatkan perhatian dengan komponen karakteristik
diantaranya rumah tangga yang memiliki anak balita, anak usia sekolah,
kemampuan mendapat pengobatan, keluarga berencana, peningkatan usaha
dengan bantuan kredit, serta peningkatan kondisi bangunan tempat tinggal
yang layak huni.

Pertumbuhan penduduk yang bekerja sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan
penduduk usia kerja. Tingkat pertumbuhan penduduk usia kerja yang hampir
sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang bekerja memberikan
gambaran bahwa jumlah penduduk yang terserap ke dalam lapangan
pekerjaan yang ada relatif sedikit daripada penambahan jumlah penduduk
yang siap kerja. Artinya bahwa setiap tahun akan memungkinkan terjadi
penambahan pengangguran baik itu terbuka atau setengah terbuka.

- Pendidikan dan Kesehatan. Capaian tingkat pendidikan dan kesehatan
khususnya dalam rangka pencapaian MDGs 2015 masih memerlukan
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komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan. Sektor pendidikan
dan kesehatan menjadi sangat penting karena kedua sektor ini menentukan
kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia pada akhirnya
dapat dikaitkan dengan pembangunan manusia (sekaligus mendongkrak IPM)
yang pada gilirannya dapat meningkatkan pembangunan ekonomi di
Kabupaten Kutai Timur.

- Tersedianya Infrastruktur yang memadai. Penyediaan infrastruktur yang
cukup dan berkualitas terutama bagi akses wilayah yang sulit terjangkau
diantaranya adalah akses jalan, akses air bersih dan listrik. Keberadaan
infrastruktur merupakan prasyarat agar suatu wilayah dapat
mempertahankan dan meratakan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan
berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur mutlak diperlukan bagi wilayah yang
sedang melakukan pembangunan fisik khususnya. Hal ini dikarenakan
infrastruktur fisik akan memudahkan kelancaran maupun mobilitas bagi
proses masuknya penanaman modal di Kabupaten Kutai Timur.

- Terwujudnya peningkatan partisipasi swasta atau dunia usaha melalui
kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sebagai satu
kesatuan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan di Kabupaten
Kutai Timur. Tantangan ini menjadi sangat penting karena pembangunan
memerlukan dana yang cukup besar, sedangkan ketersediaan pendanaan
pada pemerintah relatif terbatas. Partisipasi dunia usaha dalam
pembangunan fisik khususnya merupakan wujud kepedulian sekaligus
partisipasi aktif terhadap pelaksanaan pembangunan.

- Kualitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah. Kualitas aparatur pemerintah
tampak dalam potensi dan permasalahan aparatur pemerintah itu sendiri.
Potensi dan permasalahan aparatur pemerintah merupakan kondisi riil yang
dimiliki oleh suatu pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu. Kondisi
SDM aparatur menyangkut jumlah pegawai yang dipetakan berdasarkan jenis
kelamin, tingkat pendidikan, umur, pengalaman kerja, jenjang kepangkatan,
bidang keahlian, dan termasuk pula persebarannya. Hal ini penting untuk
memetakan potensi SDM aparatur dengan potensi wilayah untuk menilai
derajat kesesuaian persebaran antara potensi SUM dengan potensi wilayah
yang ada. Diantara yang diperlukan dalam peningkatan kualitas SDM adalah
diperlukan pengembangan/pengkaderan sumberdaya manusia dalam

Tan

organisasi (SKPD) khususnya tenaga perencana, sebagai salah satu unsur

Rancangan RKPD Tahun 2015
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur



Bab III Rancangan Kerangka EkonomiDaerah
Dan Kebijakan Keuangan Daerah

yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian kinerja dan kualitas
pelayanan publik. Pengembangan aparatur perencana ini pula yang akan
diharapkan dapat menunjang dan menentukan keberhasilan perubahan,
kapasitas, dan perkembangan SKPD yang bersangkutan dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya, khususnya dalam kaitannya dengan penetapan
indikator kinerja baik di tingkat Rencana Strategis maupun Rencana Kerja
SKPD.

Adapun permasalahan aparatur pemerintah sangat bervariasi. Salah satu
diantaranya adalah persoalan budaya kerja. Budaya kerja merupakan aspek
penting yang menentukan sikap kerja aparatur pemerita baik itu kinerja,
kepuasan kerja, maupun tingkat kemangkirannya (Luthans 1989). Salah satu
aspek yang bisa dipergunakan untuk melihat budaya kerja aparat pemerintah
daerah adalah disiplin kerja. Disiplin kerja merupakan ketaatan pada
peraturan-peraturan yang berlaku di dalam proses pelaksanaan pekerjaan.
Selaku aparatur pemerintah, disiplin kerja juga telah diatur oleh pemerintah
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang memuat semua kewajiban, larangan, dan
sanksi jika melanggar larangan dan tidak melaksanakan kewajiban.
Persoalannya adalah bagaimana mengukur disiplin kerja tersebut. Laitener &
Levine (dalam Riwukaho 1987) mengindikasikan gejala disiplin itu dengan
gambaran sebagai berikut : umumnya disiplin sejati terdapat apabila para
pegawai datang di kantor dengan teratur dan tepat pada waktunya, apabila
mereka berpakaian serba baik pada tempat kerjanya, apabila mereka
mempergunakan bahan-bahan dan perlengkapan dengan hati-hati sesuai
prosedur yang ditetapkan, apabila mereka menghasilkan kuantitas dan
kualitas pekerjaan yang memuaskan dan mengikuti cara bekerja yang
ditentukan.

Indikator disiplin kerja aparat pemerintah dapat meliputi : pertama, frekuensi
kehadiran pegawai di kantor pada hari kerja serta ketepatan jam masuk dan
pulang kerja: kedua, tingkat kewaspadaan pegawai dalam menggunakan
bahan-bahan dan alat-alat kantor: ketiga, kualitas dan kuantitas hasil kerja:
Keempat, ketaatan pegawai dalam mengikuti cara kerja yang ditentukan:
Kelima, Semangat pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya.
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3.1.2.2 Prospek Perekonomian Daerah tahun 2014 dan Tahun 2015

Secara umum kondisi perekonomian bergantung pada kondisi internal dan
kondisi eksternal dari daerah atau wilayah tersebut. Kondisi internal adalah kondisi
yang mempengaruhi kondisi perekonomian wilayah tersebut yang penyebabnya
berasal dari dalam wilayah yang bersangkutan. Sehingga kondisi internal terbentuk
karena kejadian di dalam wilayah itu sendiri. Dengan kata lain kondisi ini terbentuk
dari dalam wilayah itu sendiri.

Kondisi internal yang mempengaruhi perekonomian Kabupaten Kutai Timur
adalah sebagai berikut:

Pertama hasil pertambangan dan penggalian Kabupaten Kutai Timur yang
cukup baik. Pertambangan dan penggalian masih menjadi tulang punggung bagi
perekonomian Kabupaten Kutai Timur dan bahkan dari tahun ke tahun meningkat
persentase kontribusi terhadap PDRB. Sektor pertanian menduduki urutan kedua
namun persentasenya masih kecil terhadap PDRB di Kabupaten Kutai Timur. Hal ini
mengindikasikan bahwa sektor pertanian fagribisnis) dapat diupayakan secara
berkesinambungan agar menjadi tumpuan setelah sektor pertambangan dan
penggalian di Kabupaten Kutai Timur. Hasil pertanian pangan diprioritaskan untuk
penguatan ketahanan pangan sedangkan hasil pertanian non pangan (perkebunan)
tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal namun juga untuk kebutuhan
nasional dan internasional. Hasil komoditi berupa kelapa sawit, karet dan coklat
menjadi kamoditi unggulan. Hal ini mengindikasikan bahwa agribisnis menjadi
harapan di masa mendatang mengingat sumber daya alam bersifat tidak
terbarukan.

Kedua SDA yang melimpah dan luasnya wilayah baik daratan maupun
perairan, jika dikelola dengan baik dan berkelanjutan (pro ekologi) maka hal tersebut
dapat memberikan kontribusi positif pada perekonomian Kabupaten Kutai Timur.

Sedangkan kondisi eksternal yang akan mempengaruhi perekonomian
Kabupaten Kutai Timur adalah perkembangan perekonomian regional Provinsi
Kalimantan Timur dan perekonomian nasional, mengingat bahwa 70 kekuatan
fiskal Kabupaten Kutai Timur bertumpu kepada alokasi transfer pusat ke daerah
melalui penerimaan dana perimbangan, hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi
kebijakan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015
seperti asumsi dasar ekonomi makro yang mempengaruhinya yaitu meliputi
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pertumbuhan ekonomi nasional, nilai tukar rupiah, harga minyak, produksi minyak
nasional, inflasi dan kebijakan energi nasional seperti pembatasan penggunaan BBM
bersubsidi .

Potret ekonomi Kabupaten Kabupaten Kutai Timur 2014 dan tahun 2015
tidak akan terlepas dari pengaruh perkembangan perekonomian nasional dan
internasional. Setelah terjadi resesi global sejak pertengahan tahun 2008, tanda-
tanda pemulihan ekonomi dunia termasuk Negara Indonesia telah mulai terlihat sejak
akhir 2009 hingga akhir 2010. Pemulihan ini terutama disebabkan oleh berhasilnya
intervensi pemerintah yang telah mendorong sisi permintaan dan mengurangi
ketidakpastian serta terjadinya resiko sistemik pada pasar keuangan.

Kondisi perekonomian daerah masih sangat rentan terhadap pertumbuhan
dan kondisi makro ekonomi nasional. Bila perkonomian nasional menunjukkan
kecenderungan pertumbuhan positif, maka akan memberi stimulan bagi
pertumbuhan ekonomi daerah, dan sebaliknya. Dengan pemulihan ekonomi nasional
tersebut maka turut berpengaruh terhadap perekonomian daerah termasuk
Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan publikasi Bank Indonesia pada “Outlook
Ekonomi Indonesia 2009-2014”, pada tahun 2014 proyeksi pertumbuhan ekonomi
nasional adalah 6,594-6,9965. Asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti oleh
asumsi pertumbuhan konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, investasi, ekspor
dan impor barang dan jasa. Angka perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional
tersebut tentunya telah memperhitungkan dampak diberlakukannya beberapa pakta
perdagangan regional seperti ACFTA, sehingga pada tahun 2014 perekonomian
Kabupaten Kutai Timur diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang positif.

Kondisi internal Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh pertambangan batu
bara. Sedangkan kondisi eksternal dipengaruhi oleh: pertama kondisi perekonomian
nasional, seperti fluktuasi nilai tukar mata uang, melambatnya laju perekonomian
negara-negara maju dan berkembang, naik-turunnya harga minyak, serta hal-hal lain
yang berdampak pada perekonomian global. Sebab seperti yang kita ketahui,
perekonomian Indonesia sangat terkait dengan negara-negara luar. Kedua melihat
perkembangan integrasi dunia atau yang lebih dikenal dengan globalisasi, maka hal
ini secara tidak langsung akan mempengaruhi persaingan pasar di dalam negeri
maupun persaingan pangsa pasar di luar negeri atas produk Indonesia. Ketiga,
pemberlakuan AC-FTA (Asean-Lhina Free Trade Area) merupakan awal pasar bebas
dalam lingkup yang lebih luas. Oleh karena itu AC-FTA ini harus direspon dengan
mempersiapkan produk yang didukung sumber daya manusia (SDM) yang berdaya
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saing tinggi. Hal ini dikarenakan bukan hanya pasar barang saja yang bersaing, tetapi
juga persaingan akan perekrutan tenaga kerja atau tenaga ahli.

Salah satu aspek yang turut mempengaruhi prospek perekonomian lokal
diantaranya adalah dunia usaha swasta yang turut memberikan kontribusi yang tidak
kecil adalah PT. Kaltim Prima Coal (KPC). Diperkirakan pada tahun 2013 ini
menargetkan kapasitas produksi batubara hingga mencapai 70 juta matrik ton.
Kondisi produksi KPC tahun lalu telah mencapai 43 juta matrik ton. Peningkatan
kapasitas ini diharapkan akan berbanding lurus dengan peningkatan royalti 13,5
persen yang diperoleh pemerintah provinsi dan wilayah produksi batu bara yakni
Kabupaten Kutai Timur,

Prospek Kabupaten Kutai Timur untuk percepatan pembangunan salah
satunya terletak di kawasan industri Maloy. Pengembangan kawasan industri Maloy
direncanakan sebagai pelabuhan berskala internasional dengan status zona ekonomi
nasional. Kawasan ini diharapkan menjadi klaster industri untuk mengerakkan sektor
riil. Percepatan pembangunan ini sesuai dengan Master Plan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang telah dicanangkan pada
tahun 2011. Dengan dikembangkan kawasan Maloy ini diharapkan kesenjangan
pembangunan antar kawasan Indonesia Barat dan Timur umumnya dan kesenjangan
antar wilayah dalam koridor Kalimantan akan dapat teratasi.

Sejumlah pembangunan fisik yang terkait dengan infrastruktur perhubungan
diharapkan akan dapat membuka prospek pembangunan dan mengurangi
keterbelakangan akses. Sejumlah proyek yang masuk MP3EI di Kabupaten Kutai
Timur dan sekitarnya antara lain pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan
Internasional (KIPI) Maloy di Kutai Timur, PLTU Mulut Tambang 2 X 100 MW di

Sangatta, termasuk pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB), pembangunan
rel kereta api dari Muara Wahau hingga Lubuk Tutung (130 km), kemudian
dilanjutkan dari Lubuk Tutung - Maloy sepanjang 8 km.

Tabel 3.2
Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

(MP3EI) di Kabu paten Kutai Timur
NILAI

NAMA PROYEK/LOKUS INVESTASI SUMBER DANA KETERANGAN
(Milyar Rp)

TRANSPORTASI
A | PRASARANA JALAN DAN JEMBATAN

Free Way Bontang - Sangatta 40 Km APBN/APBDProv
FreeWay Sangatta - Maloy 130 Km APBN/ APBD

Prov
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Seiring dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terhitung sejak 1 Januari 2011, Pajak
Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah

NILAI
NAMA PROYEK/LOKUS INVESTASI SUMBER DANA | KETERANGAN

(Milyar Rp)
Pembangunan Jalan Ery Suparjan - 144,2 APBD Prev Jalan aksesKenyamukan (Bankeu) menuju

Pelabuhan
SangattaPernbangunan Jalan Simpang ADM - Rantau 163,5 APBD Prov

Pulung (Bankeu)
Peningkatan Jalan Yos Sudarso HHIHV 180,0 APBN Ruas Jatan

Nasional yang
melintasi dalam
Kota Sangatta

B | PRASARANA PERHUBUNGAN
PRASARANA PERHUBUNGAN LAUT
Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta
(Kenyamukan)
Pembangunan Causeway 15 APBN TA. 2011
Pembangunan 7restile 213 APBN TA. 2011
Pekerjaan Reklamasi dan Causeway 271,3 APBN TA. 2012.“
Pekerjaan Dermaga 2822 APBD Kab. dan j TA. 2012-2014

Prov.
Pekerjaan Bangunan Penunjang Wilayah 120,4 APBN TA. 2012-2014.Darat
PRASARANA PERHUBUNGAN UDARA
Pembangunan//perluasan Bandara 350 APBN UntukSangkima di Kabupaten Kutim mendukung

akselerasi
ekonomi daerah
dan keg.TNIPembangunan Bandara Wahau Di 350 APBN

Kabupaten Kutim
C | PENGENDALIAN BANJIR

Peningkatan Drainase dan pembangunan 541 APBN/APBD TA. 2012-2014Folder sepanjang 42,5 Km di kota Sangatta Prov.
D | IRIGASI

Pembangunan Saluran Irigasi Tersier di 3 36 APBN/ APBD Untuk
Bendung sepanjang 58.2 Km

Prov. mendukung
program Food
Estate

KEGIATAN EKONOGMI LAINNYA
A | FOOD ESTATE

Percetakan lahan sawah seluas 4000 Ha 69,3 APBN/APBD
Prov

JUMLAH USULAN 2.844 (tidak termasuk Free Way)
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pusat akan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Pelimpahan
pengelolaan PBB P2 kepada pemerintah daerah menurut UU Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah tersebut akan dilaksanakan selambat-ambatnya pada 1 Januari
2014. Kontribusi BPHTB terhitung 1 Januari 2011 dan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2Jtahun 2014, diharapkan mampu
meningkatkan sumber PAD yang sangat diperlukan pemerintah Kabupaten Kutai
Timur guna menunjang pembangunan fisik dan non fisik. Dengan pelimpahan ini,

diharapkan pembangunan di daerah akan terbantu dan masyarakat juga akan
merasakan manfaatnya. Namun, konsekuensinya, pemerintah kabupaten harus
menyediakan (1) sarana dan prasarana, (2) sumberdaya manusia, dan (3) payung
hukum berupa Perda yang menjadi landasan hukum bagi pemungutan pajak.

Dilain pihak dengan adanya pelimpahan pengelolaan PBB P2 ke pemerintah
daerah tentunya akan menimbulkan dampak, diantaranya:
1. Akurasi data objek dan subjek PBB P2 akan semakin meningkat karena

pemerintah daerah tentunya lebih menguasai wilayahnya dibandingkan dengan
aparat pemerintah pusat:

2. Pemda diharapkan lebih memiliki keberanian dalam melakukan penyesuaian
NJOP karena penentuan NJOP yang dilakukan pemerintah pusat selama ini dinilai
masih banyak yang under value:

3. Pemberdayaan local taxing power melalui kewenangan penuh daerah dalam
penentuan tarif dan pengelolaan administrasi pemungutan untuk mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas.

Namun demikian perlu juga dicermati bahwa dengan PBBP2 yang akan
dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah maka otomatis pemerintah daerah harus
mengeluarkan biaya baik biaya untuk investasi awal maupun biaya operasional per
tahun sehingga perlu dilakukan kajian cost and benefityang optimal.d|

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kerangka otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan dimensi yang
lebih jelas bagi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan serta
pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, dan
akuntabilitas. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pembangunan
nasional yang bersifat inklusif mengedepankan pembangunan berdimensi
kewilayahan dengan daerah sebagai pusat pertumbuhan. Dengan dimensi yang jelas
tersebut, maka urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
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didanai dari APBN, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi urusan
pemerintah daerah didanai dari APBD. Dengan demikian sistem pendanaan
penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lebih efisien, efektif dan tidak
menimbulkan tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu
bidang pemerintahan.

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah telah mengubah pola pengelolaan
administrasi pemerintahan dan fiskal di Indonesia yang semula bersifat sentralisasi
menjadi desentralisasi. Implikasi langsung dari kebijakan tersebut adalah kepada
daerah diberikan diskresi untuk mengelola belanjanya sesuai dengan kebutuhan dan
prioritas daerah masing-masing. Sumber dana dalam APBD dapat dialokasikan untuk
mendanai pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan dalam bentuk program dan
kegiatan yang terkait dengan peningkatan pelayanan publik, penciptaan lapangan
kerja, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas lingkungan, dan pertumbuhan
ekonomi daerah.

Sebagai konsekuensi atas kebijakan tersebut, kebutuhan terhadap dana untuk
membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi yang telah menjadi kewenangan daerah juga
meningkat. Untuk itu, pemerintah pusat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal
melalui perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sesuai dengan asas money
follows function sebagai upaya untuk mendukung pembiayaan berbagai urusan dan
kewenangan yang telah dilimpahkan kepada daerah. Tujuan utama dari perimbangan
keuangan tersebut adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah
pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan kemampuan fiskal antardaerah.
Selain itu, kebijakan pendanaan kepada daerah dalam rangka menjalankan urusan
dan kewenangan yang telah dilimpahkan tersebut diikuti dengan pemberian
kewenangan dalam hal perpajakan daerah.

Kebijakan desentralisasi fiskal erat kaitannya dengan pelayanan publik
mengingat fungsinya sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk menyediakan dan
memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Desentralisasi fiskal akan
terlaksana dengan baik bila didukung oleh pemerintah yang mampu melakukan
pengawasan dan /aw enfarcement, adanya sumber daya manusia yang kuat pada
jajaran aparatur pemerintah daerah, serta adanya keseimbangan dan kejelasan
dalam hal pembagian kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pungutan
pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan PAD. Karenanya, peranan
pemerintah daerah dalam fungsi alokasi menjadi semakin besar terutama untuk
merencanakan dan melaksanakan kebijakan di daerah, sehingga tujuan otonomi
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daerah dan desentralisasi fiskal dapat tercapai. Dalam kaitan inilah, maka upaya
untuk membangun kebijakan yang lebih mempertimbangkan kepentingan publik
dirasakan semakin penting. Dengan demikian, penciptaan lingkungan yang kondusif
perlu dibangun, antara lain melalui kepastian peraturan, transparansi pelaksanaan
aturan, kecepatan pemberian layanan, kemudahan dan kesederhanaan proses
memperoleh layanan publik tersebut, serta sinergi pembangunan serta kebijakan
antara pusat dan daerah, serta antar daerah.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam rangka memberikan kewenangan yang lebih besar kepada
Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat melakukan perubahan pajak dan retribusi
daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut telah diatur beberapa ketentuan
baru diantaranya:
1. Perjuasan basis pajak dan retribusi yang dapat dikelola oleh daerah

Perluasan basis pajak dan retribusi yang dapat dikelola oleh daerah melalui
perluasan terhadap objek pengenaan pajak dan retribusi, pengalihan sebagian
pajak pusat menjadi pajak daerah, dan penambahan jenis pajak baru. Perluasan
objek pengenaan pajak dilakukan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor yang diperluas hingga mencakup kendaraan
Pemerintah, Pajak Hotel diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di hotel,
Pajak Restoran diperluas hingga mencakup pelayanan katering. Sementara itu,
perluasan objek retribusi dilakukan terhadap Retribusi Izin Gangguan yang
pengenaannya diperluas hingga mencakup pengawasan dan pengendalian
kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan
ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban
lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Pajak pusat
yang dialihkan menjadi pajak daerah meliputi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB), yang dialihkan pada tahun 2011 dan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang dialihkan paling lambat
tahun 2015. Sementara jenis pajak dan retribusi baru yang dapat dikelola daerah
adalah Pajak Sarang Burung Walet sebagai pajak kabupaten/kota dan Pajak
Rokok sebagai pajak baru bagi provinsi, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang,

Rancangan RKPD Tahun 2015 B
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Wu



Bab III Rancangan Kerangka Ekpnomi Daerah
Dan Kebijakan Keuangan Daerah

Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi,
dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2. Ketentuan batas maksimum dan minimum dalam pengenaan tarif pajak daerah.
Maksud penentuan batas maksimum adalah guna menghindari penetapan tarif
pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara
berlebihan. Sementara itu, penentuan tarif minimum dimaksudkan untuk
menghindari perang tarif pajak antardaerah untuk objek pajak yang mudah
bergerak, seperti kendaraan bermotor. Khusus Pajak Kendaraan Bermotor,
kebijakan penetapan tarifnya diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di
daerah perkotaan dengan memberikan kewenangan Daerah menerapkan tarif
pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.

3. Penambahan jenis Retribusi selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
Daerah diberikan peluang untuk menambah jenis Retribusi selain yang ditetapkan
dalam undang-undang sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Penambahan jenis retribusi tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi
penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah Pusat kepada
Daerah yang akan diatur dengan peraturan pemerintah.

4. Kebijakan earmarking untuk jenis pajak daerah tertentu
Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan, sebagian hasil
pendapatan pajak daerah tertentu dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang
dapat dirasakan secara langsung oleh pembayar pajak tersebut. Pajak
Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk membiayai penerangan jalan,
Pajak Kendaraan Bermotor sebagian dialokasikan untuk pembangunan dan/atau
pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, dan
Pajak Rokok sebagian dialokasikan untuk membiayai pelayanan kesehatan
masyarakat dan penegakan hukum.

5. Perubahan mekanisme pengawasan terhadap pungutan daerah dari sistem
represif menjadi sistem preventif dan korektif.

Setiap Rancangan Perda tentang pajak dan retribusi, sebelum ditetapkan menjadi
Perda harus dievaluasi terlebih dahulu oleh Pemerintah. Perda yang sudah
ditetapkan dapat dibatalkan oleh Pemerintah apabila bertentangan dengan
kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Kewenangan pembatalan Perda yang semula berada pada Menteri Dalam Negeri
dialihkan kepada Presiden untuk memperkuat dasar hukum pembatalan. Selain
itu, daerah yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-
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undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah dapat dikenakan sanksi
berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana
bagi hasil atau restitusi,

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 merupakan perkiraan
yang terukur dan rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum diarahkan
kepada upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak daerah dan
retribusi daerah. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan
asli daerah diantaranya adalah:

a. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah, ditujukan untuk meningkatkan
kepatuhan dan memperkuat basis pajak/ retribusi yang ada, meliputi :1
1.

2.
Penyempurnaan perda tentang pajak dan retribusi daerah.
Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat
mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah.

Penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah tahun 2015.
Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan
pendapatan daerah dengan pendekatan sistem.

Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit satuan kerja

3.

4.

5.

terkait peningkatan kualitas aparat pajak/ retribusi daerah.
b. Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, ditujukan untuk memperluas basis

pajak dan retribusi yang memberikan peluang untuk penerimaan daerah yang
lain, melalui :

1. Pembaharuan data dasar (database) pajak dan retribusi daerah serta
optimalisasi pemanfaatan data yang bersangkutan

2. Pengkajian penerapan jenis retribusi baru sesuai dengan potensi yang
ada dan ketentuan perundangan yang berlaku.

3. Penerapan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk
pengembangan sumber penerimaan lain.

4. Peningkatan kompetensi SDM yang terkait dengan pajak dan retribusi
daerah.

5. Pengembangan sistem yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah.

Selain itu perlu menciptakan pendapatan daerah yang bersifat efisien dengan
meminimalisir terjadinya efek distortif dari pengenaan pajak atau retribusi daerah
terhadap investasi dan perekonomian keseluruhan melalui :
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a. Penyusunan naskah akademik yang memadai sebelum dilakukan
penyempurnaan terhadap perda tentang pajak dan retribusi daerah.

b. Evaluasi berkala atas dampak ekonomi dari setiap pungutan yang ada.
c. Reformulasi sistem tarif maupun administratif dari beberapa pungutan

sehingga lebih efisien secara ekonomi dan efektif yang tertuang dalam
penyempurnaan perda tentang pajak dan retribusi daerah.

3.2.1.2 Dana Perimbangan
Berdasarkan Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa Dana
Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sejak tahun 2008 dana desentralisasi yang dialokasikan dalam APBN
dengan nomenklatur anggaran yang dialokasikan ke daerah telah mengalami
perubahan dari yang semula “Anggaran Belanja Daerah” menjadi “Anggaran
Transfer ke Daerah”. Perubahan tersebut dilakukan sesuai dengan filosofi dasar dari
otonomi daerah yaitu bahwa dana desentralisasi yang dialokasikan ke daerah
dilakukan berdasarkan prinsip money follows function Hakikatnya yang mempunyai
kewenangan membelanjakan dan mempertanggungjawabkan anggaran adalah
pemerintahan daerah. Selain itu perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk
memperluas cakupan dana yang dialokasikan ke daerah, sesuai dengan kebutuhan
untuk mendanai beberapa urusan pemerintahan yang kewenangannya telah
diserahkan kepada daerah. Transfer ke Daerah terdiri dari Dana Perimbangan
berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAUJ, dan Dana Alokasi Khusus
(DAK), serta Dana Penyesuaian.

Kebijakan alokasi dana perimbangan selain diarahkan dengan maksud
untuk membantu daerah dalam membiayai berbagai urusan dan kewenangan
pemerintahan yang telah dilimpahkan, diserahkan dan/atau ditugaskan kepada
daerah, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan
antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan
pendanaan pemerintahan antardaerah. Dalam rangka memperbaiki vertical fiscal
Imbalance dan horizontal fiscal imbalance pemerintah melakukan reformulasi
Dana Perimbangan.
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DAU adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Alokasi DAU secara
nasional setiap tahun meningkat, peningkatan DAU per daerah tidak signifikan
karena jumlah daerah terus bertambah, Proporsi Alokasi Dasar dalam formula DAU
diperkecil setiap tahun agar formula DAU berdasarkan celah fiskal lebih berperan
dalam rangka pemerataan keuangan antardaerah, Proporsi celah fiskal dalam
formula DAU harus diperbesar peranannya untuk mengoptimalkan peran formula
murni atau celah fiskal sehingga memberikan manfaat lebih besar kepada daerah-
daerah yang kemampuan fiskalnya rendah. DAU yang diluncurkan dari pemerintah ke
daerah bertujuan untuk menghindari kesenjangan fiskal (fisca/ gap) antar daerah
yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek
pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang formula dan perhitungannya ditetapkan sesuai undang-undang,
berdasarkan formula dan perhitungan tersebut sesuai tujuannya diharapkan apabila
dari tahun ke tahun suatu daerah alokasi DAU-nya menurun, maka daerah
tersebut dianggap atau dikategorikan sudah mandiri dalam kemampuan fiskalnya,
namun diharapkan Pemerintah dalam melakukan operasi formula DAU sesuai
undang-undang bersifat transparan.

Sementara itu, reformulasi DAU antara lain dilakukan melalui: (i) penetapan
Pendapatan Dalam Negeri (PDNJ neto dengan memperhitungkan beban
subsidi BBM dan subsidi pupuk sebagai bentuk sharing the pain antara
Pemerintah dengan pemerintah daerah: (il) penerapan formula DAU secara
murni tanpa pengecualian, sehingga tidak perlu penyediaan dana penyeimbang
DAU. dan Siji) peninjauan kembali terhadap bobot masing-masing variabel
kebutuhan fiskal dan pengaturan kembali perhitungan kapasitas fiskal dalam
formula DAU.

Dari Perkembangan tahun 2011 hingga tahun 2013 realisasi DAU
Kabupaten Kutai Timur senantiasa mengalami peningkatan. Pada tahun 2011
Kabupaten Kutai Timur mendapatkan realisasi alokasi anggaran DAU sebesar
Rp311,466,164,000.00 dan meningkat pada tahun 2012 sebesar
Rp452.003.282.000,00. Pada tahun 2013 DAU sebesar Rp 506.528.289.000,00
menunjukkan konsistensi peningkatan DAU .
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Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan
prioritas nasional. Reformulasi DAK dilakukan dengan: (i) penajaman dan
perluasan kriteria DAK agar dapat mewujudkan tujuan DAK, yaitu untuk membantu
daerah dalam upaya perbaikan dan penyediaan infrastruktur dasar, serta ii)
mendorong pengalihan secara bertahap anggaran Kementerian/ Lembaga (dana
dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan), yang digunakan untuk melaksanakan

L

urusan daerah ke DAK.

Penerimaan Dana Alokasi Khusus yang diperoleh Kabupaten Kutai Timur,
diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di
daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Untuk itu
DAK diarahkan dengan mempertajam indikator yang diperlukan dalam
penyusunan kriteria dan penggunaan DAK. Alokasi DAK diarahkan untuk
mendanai bidang-bidang yang menunjang pelayanan dasar masyarakat, seperti
peningkatan kualitas infrastruktur, aksesibilitas kualitas pendidikan, dan kesehatan.

Selanjutnya Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi
hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber
dari pajak terdiri dari: a). Pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak
orang pribadi dalam negeri dan b). PPh pasal 21. Sedangkan dana bagi hasil yang
bersumber dari sumber daya alam berasal dari: a). kehutanan: b). pertambangan
umum: C). perikanan, dj. pertambangan minyak bumi: el.pertambangan gas bumi: fl.
pertambangan panas bumi.

Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Daerah Tahun 2011-2015 dapat di lihat
pada Tabel 3.3 di bawah ini:
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Tabel 3.3
Realisasi Dan Target/ Proyeksi Pendapatan Daerah

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 (dalam rupiah)
NO Uraian Realisasi" Target/Proyeksi

|

Hi Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014" “ Tahun 20154(1) 2) (41 (3) (8) (21 (8)1 PENDAPATAN DAERAH
:

11 Pendapatan Asli Daerah 53,188,370,526.32 65,879,104,032.03 80.033.601.248,33 65.371.900.0009,00 77.854.208.625,001 Pajak Daerah 22,904,548,111.25 26,395,611,314.60 36.776.099.319,12 23.420.000.060,00 41.780.630.000,00112 Retribusi Daerah 5,454,706,227.74 8,640,080,843.00 7.509.174.846,00 3.131.000.000,00 7.517.578.625,00113 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 3,151,317,483.96 2,919,390,893.65 5.358.832.331,07 3.300.000.000,00 7.26D.000.000,00Yang Dipisahkan

11.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang 20,677,798,703.37 27.924.020.980,78 30.389.494.752,64 35.520.900.009,00 21.296.00D0.000,00Sah
12 Dana Perimbangan 1,907,784,136,345.00 | 2,164,334,691,439.00 | 2.475.641 :236.380,00 | 2.167.455.797.000,00 | 1.918.418.052.625.00121 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil 1582,346,072,345.00 | 1.698.0417794390017 1 257.045,657.380,00 | 1.660.927.508.00000 | 1.4521254 40.625,00Bukan Pajak
12.2 Dana Alokasi Umum 311,466, 164,000.00 452,003,282,000.60 506.528.289.000,00 506.528.289.000,00 452.003.282.000,00123 Dana Alokasi Khusus 13,971.900,000.00 14,289,630,000.00 12.067.290.000,00 0,00 14.289.630.000,0013 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang 272,555,914,600.00 424.132,923.720,00 493.312,796,800,00 272.596.000.000,00 442.869.033.000,00Sah
1.34 Hibah -

20.748.057.0D0,00
1.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 226,475,017,000.00 278,371,483,000.00 332.200.404.300,00 272.596.000.000,00 356.170.276.000,0D13.4 Dana Penyesuaian 465,080,897,600.00 33.284.458.000,00 37.964.392.000,00
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi / 58,383,500,000.00 - - 65.950.700.0D0,00Pemerintah daerah lainnya
1.3.6 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 112.476.982.720,00 123.148.000.000,00 - -JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 2,233,528,421,471,32 | 2,654.346.719,191.03 | 2.937.418.930.321 00 | 2.505.423.697.000,00 | 2.439.141.294.250.900

@

Sumber : - RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015
- Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014
#JLRA Tahun 2011, 2012 dan Tahun 2013
““) Target APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014
“““) Proyeksi RPJMD Tahun 2015
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5.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib,
urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat
dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar
pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa
akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang
selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan
potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran
selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan
efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan
penghematan sesuai dengan skala prioritas. Belanja Daerah diprioritaskan
untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam
upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan
pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum
yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja Daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.
1. Belanja Tidak Langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan. Di Kabupaten Kutai Timur pada Tahun
2015 Belanja Tidak Langsung meliputi: belanja pegawai, belanja hibah, belanja
bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa, serta
belanja tidak terduga.

a) Belanja Pegawai

Anggaran tersebut dialokasikan untuk Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil
(PNS), tambahan penghasilan untuk PNS, uang representasi DPRD, Gaji
bupati dan wakil bupati dan sebagainya. Besarnya alokasi untuk gaji dan
tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan
belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2014
dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD
serta pemberian gaji ketiga belas. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kutai
Timur juga mengalokasikan anggaran untuk belanja tambahan penghasilan
kepada pegawai negeri sipil yang diberikan dalam rangka peningkatan
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kesejahteraan pegawai. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP)
berdasarkan beban kerja dengan mempertimbangkan kondisi keuangan
daerah.

b) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk penganggaran subsidi yang diberikan
kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor atau
mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak
sedemikian rupa sehingga harga jual dapat dijangkau oleh masyarakat.

Arah kebijakan pada belanja subsidi ditujukan untuk mengurangi harga jual
barang/jasa yang dihasilkan perusahaan/lembaga tertentu agar dapat
terjangkau oleh masyarakat. Perusahaan yang menerima belanja subsidi adalah
PDAM Kutai Timur sebagai kompensasi pengurangan harga jual yang
diwujudkannya dalam belanja bahan baku pengolahan air. Selain itu, juga
diarahkan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA).
c) Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam
bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah
daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik.
Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar
dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta dibatasi dan
diperjelas format pertanggungjawabannya yang tata cara dan mekanismenya
diatur dalam Peraturan Bupati yang telah disesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan di bidang hibah.

d) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian
bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang
bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan
fungsi Pemerintah Daerah di bidang kemasyarakatan, dan guna memelihara
kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu, Pemerintah Daerah dapat
memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat, yang
dilakukan secara selektif. Pemberian bantuan langsung harus didasarkan
kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas keadilan, transparan dan

memprioritaskan kepentingan masyarakat luas.Format pertanggungjawabannya
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yang tata cara dan mekanisme pemberian bantuan sosial diatur dalam
Peraturan Bupati yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-
undangan di bidang bantuan sosial.

e) Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa
Pemerintah kabupaten dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada

pemerintah daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada
pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai
kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus.
Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi
kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel:
pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah
yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang
bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas
pemerintah daerah/desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan
bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi
bantuan.

Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja
bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan
rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran
penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan
kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan di

bidang bantuan keuangan kepada partai politik.
Pemerintah kabupaten menganggarkan bantuan keuangan kepada

pemerintah desa paling sedikit 10 46 dari dana perimbangan yang diterimanya
kecuali DAK. Pembagian untuk setiap desa ditetapkan secara proporsional
dengan keputusan kepala daerah. Bantuan keuangan ini merupakan Alokasi
Dana Desa (ADD) sesuai Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005 tentang Desa. Selain itu, pemerintah kabupaten dapat memberikan
bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dalam rangka percepatan
pembangunan desa sesuai kemampuan keuangan daerah.
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f Belanja Tidak Terduga
Dalam penetapan anggaran belanja tidak terduga, dilakukan secara rasional

dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2013 dan estimasi
kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan
pengaruh terhadap pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat,
yang mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan
pada Tahun Anggaran 2015.

2. Belanja Langsung
Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan

pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai,
belanja barang dan jasa serta belanja rnodal.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi
pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah
ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi
tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga
pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi,
transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus diarahkan untuk mendukung
kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara
masukan dan keluaran (efisiensi). Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat
dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektifitas). Selanjutnya alokasi anggaran perlu
dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan
(transparansi), selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan dan
dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
(akuntabilitas).

Oleh karena itu pada tahun 2015 diharapkan proporsi belanja langsung dan
belanja tidak langsung ideal, sehingga capaian dua belas (12) prioritas
pembangunan yang telah ditetapkan bisa tercapai, sehingga proporsi belanja
langsung dapat terus ditingkatkan sebagaimana amanat Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur. Selain itu
langkah yang bisa ditempuh adalah dengan terus mengupayakan peningkatan
Pendapatan Daerah sehingga alokasi anggaran yang digunakan untuk belanja
program dan kegiatan dapat semakin besar.

Realisasi dan Proyeksi/ Target Belanja Daerah Tahun 2011-2015 dapat dilihat
pada Tabel 3.4 berikut ini:
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Tabel 3.4
Realiasi dan Target/Proyeksi Belanja Daerah

Sumber : - RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015
- Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2014
#JURA Tahun 2011, 2012 dan Tahun 2013
“&) Target RAPBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014“ xx) Proyeksi RPJMD Tahun 2015

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 (dalam rupiah)
No Urai Realisasi" Target/Proyeksiratan

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014" Tahun 2015” #«
(17 R2) 19) (5) 16) (2) (8)2 BELANJA DAERAH

21 Be anja Tidak Langsung 738,578,126,326.00 680,248,037,191.00 760.553.242.960,00 j 1.002.272.538.211,00 | 1.020.040.528.841,002AA Be anja Pegawsi 4241,253,464,107.00 460,655,568,802.00 492.371.309.990,00 739.057.538.211,00 825.531.303.976,0021.2 Be anja Bunga -
- -

21.3 Be anja Subsidi 3,059,362,000.00 6,437,564,000.00 13.938.180.000,00 8.750.000.000,00 4.300.000.000,00214 Be anja Hibah 92,612,236,200.00 62,931.600,000.00 93.413.430.000,00 86.965.000.000,00 37.584.450.000,00215 Be anja Bantuan Sosial 121,085,050,000.00 3,708.900.000.00 6.048.680.000.00 8.500.000.009,00 40.345.6500.000,0021.7 Be anja Bantuan Keuangan kepada 95,569,954,839.00 144,020,723,889.00 152.856.312.770,00 156.000.000.000,60 109.238.674.965Kabupaten dan Pemerintahan Desa
218 Be anja Tidak Terduga 1,543,967,780.00 2,493,6B0,500.00 1.925.330.200,00 3.000.000.0009,00 2.500.000.000,00219 Bantuan Keuangan Kepada Partai 454,091,400.00 490.500.00,00Politik

22 Be anja Langsung 1,418,753,827,898.10 | 1,912,803,949,815.00 | 2.237.947.6865.859,00 | 1.772.824.149.081,66 1.829.162.995.163221 Be anja Pegawai 151,950,769,634.00 181,640,602,247.00 183.026.026.371,00 -222 Be anja Barang dan Jasa 510,821.541,790.00 571,881,921,049.00 635.615.367.020,00 -
223 Be anja Modal 755,9B1,516,474,10 1,159,301,426,519.00 | 1.419.306.293.468,00 -224 Be anja Program Untuk SKPD - -

-| 1.289.154.046.022,656 1.529.489.594. 104,002.25 Be anja Multi Years - - - 483.670.103.059,00 299.673.231.753,00JUMLAH BELANJA DAERAH 2157,331,954,22410 | 2,593,051,987,006.00 | 2.998.500.929.819,00 | 2.775.096.687.292,66 | 2.849.203.526.003,00

2
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5.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi
selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut
bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana
cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman
daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.
Pemerintah Pusat membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi
persyaratan untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan
pembangunan daerah, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah
dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus
dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran
pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, dengan mengedepankan prinsip kehati-
hatian, profesional, dan tepat guna agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi
keuangan daerah. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk
menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat
sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sampai saat ini, Pemerintah
Daerah Kabupaten Kutai Timur belum memanfaatkan sumber-sumber
penerimaan pembiayaan yang lain kecuali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya
(ISILPA) dan Penyertaan Kembali Pemberian Penyertaan Modal. APBD Kabupaten Kutai
Timur setiap tahun mengalami defisit anggaran namun dapat ditutup dengan pos
pembiayaan.

Realisasi dan Target/Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.5 di bawah ini :

5
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Tabel 3.5
Realisasi Dan Target/Proyeksi Pembiayaan Daerah

Sumber : - RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015
- Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2014
#)LRA Tahun 2011, 2012 dan Tahun 2013“
#) Target APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014xx) Proyeksi RPJMD Tahun 2015

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 (dalam rupiah)
Realisasi “ Target/ProyeksiND Uraian

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2D13 Tahun 2014" Tahun 2015“
(U 2) (4 13) 18) (77 (8)3 PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 Penerimaan Pembiayaan 267,987,442,425.35 | 370,077,454,672.57 | 374.959.710.856,00 j 299172.990.292,00 | 415.062.231.753,D0311 Sisa Lebih Perhitungan 267,987,442,425,35 | 370077,454,672.57 | 374.959.710.856.00 | 299.172.990.292,00 415.062.231.753,00Anggaran Tahun Sebelumnya
(SILPA)

312 SiLPA Pelampauan Pendapatan - - -

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 32,500,000,000.00 56,403,429,046.00 24.135.000.000,00 29.500.000.000,00 5.000.000.000,00321 Penyertaan Modal (Investasi) 32,500,000,000.00 39,5D0,000.000.00 23.500.000.000,00 29.500.000.000,00 5.000.900.900.00Daerah
323 Pembayaran Pokok Utang - - -

324 Pembayaran Bunga Pinjaman - 16,909,429,046.00
yang Jatuh Tempo dan
Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Dana Perimbangan

3.2.5 Pemberian Pinjaman Daerah 635.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 225,487,442,425.35 | 313,668.025.626.57 | 350.824.710.856,00 | 269.672.990.292,56 410.N62.231.753,00
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BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

41 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 20112015 adalah
"PEMBANGUNAN DAERAH BERTUMPU PADA AGRIBISNIS MENUJU KUTAI
TIMUR MANDIRI”

Visi pembangunan 2011-2015 yang telah ditetapkan memiliki makna sebagai
berikut:
Pembangunan LA. Semua gerak pembangunan daerah di berbagai bidang—

daerah bertumpu ditujukan dalam rangka mendukung pembangunan :

| pada agribisnis agribisnis.
1

2. Pembangunan agribisnis diharapkan dapat memberikan
|

multiplier effect terhadap perkembangan ekonomi |

daerah khususnya ekonomi masyarakat yang berdaya |

saing, baik ditingkat regional, nasional mapun global |
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat '

dan ketahanan ekonomi daerah.

:

Mandiri : 3. Kemandirian daerah ditandai oleh kemandirian keuangan
|

na daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat serta adanya kemampuan ekonomi

|

rnasyarakat untuk meningkatkan taraf hidup menuju
sejahtera.

Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 diwujudkan
dengan ditetapkan 9 (sembilan) misi pembangunan daerah lima tahun kedepan
sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan seni budaya daerah.
2. Memantapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang serasi dan

berwawasan lingkungan.
3. Memantapkan kemandirian pangan dan pengembangan komoditi ungulan daerah.

Rancangan RKPD Tahun 2015 #
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4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan energi.
5. Pemberdayaan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.
6. Penegakan hukum dan mengoptimalkan peran aparatur pemerintahan daerah

yang dinamis dan efisien.

7. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat
8. Meningkatkan kualitas pendidikan secara berjenjang.
9. Mendorong peran lembaga keuangan dan perbankkan untuk menjamin

kemudahan berusaha dan berinvestasi guna membuka kesempatan kerja yang
seluas-luasnya.
Guna mewujudkan Visi dan menjalankan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

2011-2015, maka ditetapkan tujuan serta sasaran pembangunan, sebagaimana
berikut:

MISI 1: Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan seni budaya daerah

Tujuan Meningkatan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan yang
layak dan bermartabat dengan mempertimbangkan budaya lokal serta
lebih meningkatkan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa

Sasaran e Terwujudnya kerukunan hidup beragama,
e Tercapainya peningkatan peran dan fungsi lembaga-lembaga

keagamaan dalam pembangunan morai dan spiritual:
» Tercapainya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap seni

budaya lokal
e Terlindunginya benda, bangunan dan cagar budaya
» Tercapainya peningkatan tujuan dan kunjungan wisata di Kutai Timur
» Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana

pariwisata serta fasilitas pendukungnya

L. Tercapainya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pariwisata
e Terbinanya dan berkembangnya olah raga serta kelengkapan sarana

dan prasarana olah raga
s Tercapainya peningkatan pemuda yang berperan dalam

penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, Kenakalan Remaja,
Pergaulan Bebas dan Miras

Rancangan RKPD Tahun 2015
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MISI 2: Memantapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang serasi dan
berwawasan lingkungan

Tujuan Meningkatkan pemanfaatan tata ruang dan pembangunan
infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan
kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan konsep
pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Sasaran e Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas RTH Kawasan
Perkotaan

Tercapainya peningkatan pengelolaan dan penataan lahan kritis

Terlaksananya pengamanan kawasan konservasi

Terbitnya Perda RTRW

Tercapainya peningkatan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi
kawasan melalui penataan kawasan yang telah ditetapkan dalam
Perda RTRW

Tersusunnya pedoman pengaturan kawasan (Zoning Begulation)

Terwujudnya tertib penggunaan/penguasaan lahan dan lingkungan

hidup

Terwujudnya batas wilayah administrasi kabupaten, kecamatan, dan
desa

Terwujudnya penataan wilayah berorientasi pemanfaatan SDA

Terjaminnya dan terlindunginya hak atas tanah milik pemerintah

Tercapainya peningkatan persentase penerbitan sertifikasi lahan

masyarakat

Terdistribusinya lahan bagi kepala keluarga pelaku usaha pertanian

Terlaksananya pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan

Terlaksananya pengendalian pencemaran lingkungan

Terciptanya penegakan hukum lingkungan

Terpenuhinya standar mutu Lingkungan Hidup

Terlaksananya rehabilitasi hutan, lahan dan konservasi sumber daya
hutan

Terwujudnya perlindungan dan pengamanan hutan

Terwujudnya pengelolaan hutan lestari untuk meningkatkan ekonomi

kerakyatan, pendidikan dan penelitian

Rancangan RKPD Tahun 2015
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur



Bab IV Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah 8
MISI 3 : Memantapkan kemandirian pangan dan pengembangan komoditi unggulan

daerah

|
Tujuan Meningkatan kemampuan perekonomian daerah sehingga terbentuk

|

struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan

kompetitif yang berbasis pada potensi unggulan daerah, berorientasi
ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi yang mempunyai daya saing
baik ditingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Sasaran . Terselenggaranya tata kerja dan kelembagaan penyuluhan yang
berorientasi kepada Satuan Wilayah Kerja Penyuluhan dan

Kebutuhan Petani setempat
e Tercapainya peningkatan produksi pangan lokal

se Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian

(dalam arti luas)
»# Terciptanya stabilisasi luasan lahan pertanian produktif
» Tercapainya peningkatan tingkat kesejahteraan petani
# Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan utama

» Tersedianya beberapa desa mandiri pangan
e Tercapainya peningkatan keragaman konsumsi pangan untuk

mencapai gizi seimbang

Menguatnya kelembagaan ketahanan pangan dan gizi di pedesaan
Prevalensi penduduk sangat rawan pangan (defisit konsumsi energi
tingkat berat)

e Tercapainya peningkatan keamanan, mutu dan higiene pangan yang
dikonsumsi

e Tercapainya peningkatan kualitas dan akuntabilitas pelayanan dalam

mendukung ketahanan pangan
e Tercapainya peningkatan kualitas bahan pangan yang memenuhi

standar mutu pangan
e Terimplementasikannya dengan baik Sistem Kewaspadaan Pangan

dan Gizi pada setiap kecamatan
se Terwujudnya kemantapan regulasi di bidang pertanian dalam arti

luas
s Tersedianya cadangan pangan daerah untuk kondisi tertentu

e Terciptanya stabilitas harga komoditas pangan strategis
e Tersedianya sarana distribusi hasil produksi pertanian

Rancangan RKPD Tahun 2015
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| e# Tersedianya potensi pasar dan jaringan pemasaran
e Tercapainya peningkatan cadangan pangan hewani (ternak)
e Tercapainya peningkatan pengembangan komoditi perkebunan
e# Tersedianya sarana distribusi hasil produksi perkebunan rakyat
» Terlaksananya pengembangan industri yang berbasis hasil

|

perkebunan
|

e Tercapainya peningkatan sumber daya manusia (SDM) perkebunan
e Terciptanya Iklim usaha perikanan dan kelautan yang kondusif

|

e# Tercapainya peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, sistem

tangkap dan ikan olahan
|

e Tercapainya peningkatan cakupan Bina Kelompok Pelaku Perikanan
dan Kelautan

e Terpenuhinya kebutuhan produksi ikan untuk konsumsi

» . Tersedianya sentra-sentra penjualan hasil perikanan
» Terlaksananya pengembangan usaha perikanan yang ramah

lingkungan
e# Tewujudnya sistem kelembagaan ekonomi masyarakat pedesaan/

pesisir atas dasar kemitraan dan kewirausahaan

# Terciptanya pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan secara

optimal

# Terlaksananya identifikasi dan monitoringpotensi terumbu karang

Kabupaten Kutai Timur

e Teridentifikasi dan monitoring serta penamaan pulau-pulau kecil

Kabupaten Kutai Timur

» Terciptanya keamanan dan ketertiban perairan
» Termanfaatkannya potensi sumber daya lahan dan lingkungan

dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan
e Tercapainya peningkatan jumlah, kompetensi dan penyebaran

penyuluh sesuai standar

e Terbentuknya sentra produksi komoditas unggulan dengan mutu

dan kemasan terjamin serta berorientasi pasar
e Terciptanya stabilisasi kawasan hutan produktif

Rancangan RKPD Tahun 2015 $
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MISI 4: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan

energi

Tujuan Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar dan meningkatkan
kualitas pelayanannya, serta berupaya lebih memeratakan pemenuhan

energi bagi masyarakat

Sasaran e Tercapainya peningkatan persentase kualitas dan kuantitas sarana

prasarana jaringan jalan

se Terwujudnya pemerataan perkembanganaksesibilitas darat untuk

mendukung mobilitas barang dan jasa untuk peningkatan ekonomi

daerah

e Tercapainya peningkatan persentase sarana prasarana estetika

perkotaan
e Tercapainya peningkatan kualitas sarana dan prasarana

penerangan jalan umum

e Tercapainya peningkatan sarana prasarana pola pergerakan
angkutan barang

e# Tercapainya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana

dan prasarana perhubungan darat

» Tercapainya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana

dan prasarana perhubungan laut, sungai dan danau

s» Tercapainya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana

dan prasarana perhubungan udara

# Terwujudnya keterpaduan telekomunikasi dan informasi dengan
sektor pembangunan lainnya yang merata ke segenap wilayah

e Tercapainya peningkatan pengendalian banjir diperkotaan
(Menurunnya persentase luasan genangan banjir)

se Tercapainya peningkatan persentase kualitas dan kuantitas sarana

prasarana penanganan jaringan drainase

e Tercapainya peningkatan ketersediaan air baku baik secara kualitas

maupun kuantitas

e Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan aman bagi masyarakat
e Tercapainya peningkatan persentase kualitas dan kuantitas

infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi daerah

e Tercapainya peningkatan sarana prasarana tempat ibadah dan

Rancangan RKPD Tahun 2015
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|

fasilitas kegiatan sosialkemasyarakatan
e Tersedianya listrik pedesaan dan daerah terpencil
e Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pemantauan

pengoperasian kelistrikan

e Terkendalinya pemanfaatan SDA yang mengutamakan kelestarian

fungsi dankeseimbangan !ingkungan hidup

e Terwujudnya pembangunan perumahan dan permukiman
berwawasan lingkungan

e Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas

pemerintahan kecamatan

e Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas SKPD

MISI 5 :Pemberdayaan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan

Tujuan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan

yang layak dan bermartabat serta terpenuhinya kebutuhan dasar
manusia dengan titik berat pada peningkatan ekonomi kerakyatan,

penanggulangan kemiskinan, penanganan penyandang masalah

kesejahteraan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak

serta mitigasi bencana

Sasaran e Tercapainya peningkatan peran masyarakat miskin dalam

pembangunan pertanian dalam arti luas

# Tercapainya peningkatan keterampilan masyarakat miskin

e# Tercapainya peningkatan usaha keluarga miskin berbasis agribisnis
e# Tercapainya peningkatan kemudahan pelayanan bidang pendidikan

e Tercapainya peningkatan kemudahan pelayanan bidang kesehatan

e Tercapainya peningkatan kemudahan dalam memperoleh lapangan

pekerjaan dan usaha

e Tercapainya peningkatan kualitas perumahan bagi rumah tangga
sasaran

e Tercapainya peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan bagi rumah

tangga sasaran (RTS)
e Tercapainya peningkatan tingkat kesejahteraan Nelayan

Rancangan RKPD Tahun 2015
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Tercapainya peningkatan peran perempuan dalam perencanaan

pembangunan
» Tercapainya peningkatan kontribusi program KB dalam

kesejahteraan keluarga
e Terbinanya perempuan dan berkembangnya partisipasi dalam

pembangunanTerlaksananya pemberian bantuan bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKSJuntuk pemenuhan kebutuhan

dasar dan atau Sarana Usaha

e Pemberdayaan PMKS dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

(PSKS)
»# Pelayanan dan Rehabilitasi PMKS melalui sistem dalam dan luar

panti sosial

e Pelayanan PMKS melalui Sistem Dalam Panti Sosial

e Pelayanan Sosial melalui Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis
Masyarakat (WKSBM)

e Bantuan sosial Korban Bencana pada masa tanggap darurat

e Penanganan korban bencana dengan sarana prasarana tanggap
darurat

e Terlaksananya pembukaan, pengembangan dan pemberdayaan
kawasan transmigrasi

e Terwujudnya pengelolaan SDA sudah mendukung peningkatan

kesejahteraan masyarakat

MISI 6: Penegakan hukum dan mengoptimalkan peran aparatur pemerintahan
daerah yang dinamis dan efisien

Tujuan Meningkatan kepatuhan/ketaatan masyarakat terhadap hukum,

adanya pengembangan sistem keamanan lingkungan swakarsaj

terlaksananya penegakan hukum, terlaksananya pembinaan SDM

aparat penegak hukum: meningkatan peran aparat dalam

meminimalisir berbagai konflik kepentingan melalui pendekatan

persuasif dan membuka ruang dialog: serta meningkatan pembinaan

politik bagi masyarakat

Sasaran » Terselenggaranya restrukturisasi organisasi perangkat daerah

secara lebih memadai, efektif dengan struktur yang lebih profesional,

Rancangan RKPD Tahun 2015
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: ramping, luwes dan responsif
| |

s Tercapainya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah

e Tersusunnya Standar kinerja dan Uraian tugasSKPD
e Terwujudnya tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan

tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

e Terwujudnya keterpaduan pelaksanaan pembangunan lintas sektor

e Terlaksananya Sistem Pengelolaan Kepegawaian Daerah yang

Menjamin Peningkatan Profesionalisme Aparatur
e Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
» Terwujudnya pembinaan terhadap Parpol, Ormas, LSM, Paguyuban
» Tercapainya peningkatan kewaspadaan dan Kesiapsiagaan

masyarakat terhadap bencana

e Tercapainya peningkatan pemahaman masyarakat berperan serta
dalam pembangunan politik

» Terselenggaranya Sistem Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi

Hasil Pembangunan yang Efektif

e Terwujudnya kemantapan penataan sarana dan Prasarana Kerja

Aparatur pada instansi Pemerintah

e Terwujudnya peningkatan administrasi kas daerah

e Tercapainya peningkatan kerjasama pengelolaan aset dengan
investor

e Terwujudnya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang wajar
e Tersedianya penunjang pembangunan yang berbasis aspirasi dan

permintaan masyarakat
e Terwujudnya kemantapan dan pembinaan mental/ spiritual
e Terselenggaranya dukungan terhadap beberapa kegiatan khusus

dilingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

e Terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan prinsip Good

Governance

» Terlaksananya kegiatan pengendalian pelaksanaan pembangunan
e Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi

pemerintahan daerah melalui penataan kembali fungsi-fungsi

Us

Rancangan RKPD Tahun 2015
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kelembagaan pemerintah daerah sehingga dapat berfungsi secara

lebih memadai, efektif dengan struktur yang lebih profesional,

ramping, luwesdan responsif
e# Terpenuhinya pelayanan kegiatan kerja anggota DPRD
e Terwujudnya aparatur perencanaan pembangunan yang profesional

dalam menyusun produk-produk perencanaan pembangunan
e Terwujudnya pengembangan sistem danmekanisme pengumpulan

dan pengolahan data dan lengkap dan akurat sebagai bahan

perencanaan pembangunan
e Terwujudnya pengembangan dan pemantapan sistem koordinasi

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

kabupaten yang dinamis dan responsive
e# Terbentuknya kebijakan Pemerintah Daerah/produk hukum daerah

yang sudah berkekuatan Hukum

e Terciptanya Akuntabilitas kinerja SKPD
e Tertanganinya kasus pengaduan dilingkungan Pemda

e Terwujudnya pengelolaan Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih

e Terwujudnya kerjasama dan komunikasi dengan daerah lain

e Terselenggaranya pelayanan prima bagi para calon pengusaha dan

para pengusaha
e Terwujudnya kepastian hukum yang memberikan perlindungan dalam

pemberianijin dan operasi pasar
e Terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui deregulasi dan

debirokratisasi perijinan
# Tercapainya peningkatan koordinasi dalam peningkatan dan

pengembangan pendapatan daerah

e Terciptanya peningkatan dan optimalisasi penerimaan daerah

» Tersedianya Sumber Daya Aparatur Pemungut dan Pengelola

Pendapatan Daerah yang Profesional

» Tersedianya Data Objek Pajak dan Subjek Pajak dan Retribusi Daerah

yang Akurat

e Terwujudnya pengembangan sumber penerimaan daerah

Rancangan RKPD Tahun 2015
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MISI 7 : Meningatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan

masyarakat

|

Tujuan Meningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki derajat
:

kesehatan yang tinggi, serta mewujudkan adanya pelayanan prima

|

pada pelaksana teknis penyelenggara kesehatan secara
berjenjang.|

Sasaran |“ Tercapainya peningkatan pelayanankesehatan didasar
Nan

» Tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi/anak,
remaja dan lansia

e Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
e# Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan
e Tercapainya peningkatan ketersediaan obat-obatan dan perbekalan

kesehatan

e Tercapainya peningkatan pembiayaan kesehatan sesuai kebutuhan
»# Tercapainya peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi

penduduk miskin

e Tercapainya peningkatan sistem manajemen pelayanan kesehatan
e Terwujudnya peningkatan angka cakupan dan mutu pelayanan

rumah sakit serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dengan
pembangunan RSU yang refresentatif, serta mengembangkan
jaringan pelayanan kesehatan yang terintegrasi

# Tercapainya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat

e Tercapainya peningkatan penyelidikan epidemologis dan

penanggulangan KLB

MISI 8: Meningkatkan kualitas pendidikan secara berjenjang

n

Tujuan Peningkatan pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah,
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar dan

menengah

Sasaran # Tercapainya peningkatan jumlah Angka Melek Huruf
» Tercapainya peningkatan jumlah Angka Partisipasi Murni

e Tercapainya peningkatan sebaran saranapendidikan

Tercapainya peningkatan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah

Rancangan RKPD Tahun 2015 8
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(PLS)
# Tercapainya peningkatan sistem manajemen pengelolaan sekolah

# Tercapainya peningkatan akses program akselerasi, sekolah unggulan
dan Tercapainya peningkatan jumlah sekolah inklusif

e Terwujudnya penurunan jumlah Angka Putus Sekolah

e Tercapainya peningkatan Angka Pendidikan Tamatan/ Angka
kelulusan

se Tercapainya peningkatan partisipasi penduduk dalam program

pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 tahun

e Tercapainya peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan penunjang

pendidikan

MISI9: Mendorong peran lembaga keuangan dan perbankkan untuk menjamin
kemudahan berusaha dan berinvestasi guna membuka kesempatan kerja
yang seluas-luasnya

Tujuan Meningkatan peran lintas sektor terutama swasta dalam upaya

meningkatan kesejahteraan masyarakat dan intervensi langsung
pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Serta upaya-upaya

langsung dalam meningkatan perekonomian daerah dengan bentuk

intervensi keuangan pada lembaga pemodalan

Tercapainya peningkatan koperasi aktif
Tercapainya peningkatan koperasi sehat
Tercapainya peningkatan jumlah UMKM dan BPR
Tercapainya peningkatan akses permodalan KUMKM
Terwujudnya peningkatan pola kewirausahaan dan sistem pendukung
bagi koperasi dan UMKM

e Terlaksananya pemberian insentif kemudahan dan keamanan
investasi sektor perbankkan

es Tercapainya peningkatan akses modal sektor formal dan informal
yang ditandai berdirinya lembaga keuangan non bank dan bank di
kecamatan

»# Tercapainya peningkatan iklim investasi yang kondusif di Kutai Timur
e Tercapainya peningkatan kesadaran pengusaha dalam peningkatan

kapasitas tenaga kerja
» Terbukanya peluang kerja dan mengembangkan sistem informasi

ketenagakerjaan
# Tercapainya peningkatan kesiapan calon tenaga kerja menyesuaikan

dengan bursa tenaga kerja

Sasaran

Rancangan RKPD Tahun 2015
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42 Prioritas dan Pembangunan Daerah

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 2011-2015, yang telah

dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas

sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya.

421 Prioritas dan Pembangunan Daerah

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 2011-2015, perlu
dirumuskan dan dijabarkan yang lebih operasional ke dalam sejumlah program

prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya.
Korelasi program prioritas RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2011-2015

dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2015 dapat dilihat pada
Tabel 4.1 berikut:

5

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah

No RPJMD 2011-2015 RKPD 2015

(1) (2) (3)
1 Peningkatan kapasitas pemerintahan Peningkatan aksesibilitas dan kualitas

pelayanan kesehatan
2 Peningkatan aksesibilitas dan kualitas | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas

pendidikan pendidikan
3 Peningkatan aksesibilitas dan kualitas. | Peningkatan ketahanan pangan dan

pelayanan kesehatan kemandirian pangan
4 Penanggulangan kemiskinan dan | Peningkatan infrastruktur dasar kawasan

pengangguran pemukiman
5 Peningkatan investasi dan ekonomi | Peningkatan investasi dan ekonomi

masyarakat masyarakat
6 Peningkatan ketahanan pangan dan | Penurunan angka kemiskinan dan

kemandirian pangan pengangguran
7 Peningkatan sarana dan prasarana | Peningkatan pembangunan pedesaan

perhubungan
8 Pemantapan, pemanfaatan, | Peningkatan kapasitas pemerintahan

penggunaan dan pengelolaan lahan | (capacity building)
serta lingkungan hidup

9 Peningkatan infrastruktur dasar | Peningkatan sarana dan prasarana
kawasan pemukiman perhubungan

10 Peningkatan pembangunan perdesaan j Pemantapan, pemanfaatan, penggunaan
dan pengelolaan lahan serta lingkungan
hidup

11 Pengelolaan kawasan perbatasan Peningkatan dan pengembangan
pemanfaatan teknologi informasi

12 Peningkatan dan pengembangan | Pengelolaan kawasan perbatasan
pemanfaatan teknologi informasi (hinterland

Penentuan prioritas (top priarity) pembangunan dilakukan dengan cara

pembobotan untuk menentukan skor terhadap kriteria-kriteria yang ditetapkan,
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meliputi: 1) Besaran pengaruh terhadap pencapaian pembangunan nasional: 2)
Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah: 3) Besaran dampak yang
ditimbulkan terhadap publik: 4) Besaran daya ungkit untuk pembangunan daerah, 5)
Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dan 6) Prioritas janji politik Kepala
Daerah yang perlu diwujudkan.

Hasil penentuan top priority, diperoleh 6 program pembangungan dengan

dengan skor tertinggi yaitu 1) Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran: 2)
Peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan, 3) Peningkatan aksesibilitas dan

kualitas pendidikan: 4) Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan: 5)

Peningkatan infrastruktur dasar kawasan pemukiman: dan 6) Peningkatan investasi

dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil top priority dapat dipilih tema pada

program pembangunan RKPD tahun 2015 Kabupaten Kutai Timur yaitu “Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan dan Pencapaian Millenium Development Goals

(MDG's) Melalui Gerbang Taman Makmur”. Kesepakatan Millenium Development
Goal's (MDGs) tersebut mengikat negara-negara di dunia, termasuk Indonesia untuk

pencapaian target bersama pembangunan yang terkait dengan pendidikan, kesehatan,

perekonomian dan kemiskinan, sosial budaya dan pelestarian lingkungan.
Tahun 2015 sebagai akhir tahun pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2015

merupakan momentum yang sangat penting bagi Kabupaten Kutai Timur untuk

mewujudkan komitmen terhadap kesepakatan global MDGs, mengingat pada tahun

2015 akan dilakukan evaluasi pencapaian Kabupaten Kutai Timur akan bekerja lebih

keras dan dukungan alokasi anggaran untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan

kualitas hidup rakyat sehingga dengan sendirinya sasaran MDGs dapat dicapai pada

waktunya. Untuk itu, Kabupaten Kutai Timur menyusun strategi "Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan dan Pencapaian Millenium Development Goals

(MDG's) Melalui Gerbang Taman Makmur”.

Komitmen Kabupaten Kutai Timur untuk mencapai target MDGs adalah

mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan

memberikan kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan

dalam pencapaian MDG's di Kabupaten Kutai Timur tergantung pada pencapaian tata

pemerintahan yang baik, kemitraan yang produktif pada semua tingkat masyarakat
dan penerapan pendekatan yang komprehensif untuk mencapai pertumbuhan yang

pro-masyarakat miskin, meningkatkan pelayanan publik, memperbaiki koordinasi antar

pemangku kepentingan, meningkatkan alokasi sumber daya, pendekatan desentralisasi

Rancangan RKPD Tahun 2015
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untuk mengurangi disparitas serta memberdayakan masyarakat di seluruh wilayah

Kabupaten Kutai Timur.

Selain itu, Kabupaten Kutai Timur yang memiliki potensi sumber daya yang
besar, maka perlu meningkatkan daya saing daerah. Daya saing daerah adalah

kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat
kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan
domestik dan internasional. Sedikitnya terdapat 3 faktor kunci berkaitan dengan pilar

daya saing, diantaranya faktor kunci untuk ekonomi faktor-driven dengan pilar antara
lain: institusi, infrastruktur wilayah, stabilitas makro ekonomi, kesehatan dan

pendidikan dasar, Pilar daya saing seperti tersebut di atas, khususnya faktor kunci

untuk ekonomi faktor-driven dengan pilar-pilarnya sangat mirip dengan indikator MDGs

(Milenium Development Goals), terutama kemiskinan, kesehatan, pendidikan, Sehingga
pada tahap 3 RPJMN (2015-2019) penekanan pada daya saing ekonomi, selain

berbasis pada: sumberdaya alam, juga ilmu dan teknologi, dan sumberdaya manusia

(SDM). Pembangunan sumberdaya manusia mencakup seluruh siklus hidup manusia
dari sejak dalam kandungan hingga akhir hayat. Pembangunan di Indonesia

menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan (people centred developmenii.
Pada dasarnya setiap manusia dan bangsa yang beradab berusaha mencapai

kesejahteraan dengan berbagai upaya dengan potensi diri dan ekologinya. Masalah

kesejahteraan yang rendah atau disebut kemiskinan, kelaparan dan kesakitan, selalu

menjadi masalah aktual dari waktu ke waktu. Ketiga malasalah tersebut selalu menarik

perhatian, apalagi jika dikaitkan dengan komitmen global dan HAM, seperti melalui

MDGs. (Hardisyah, 2007). Studi yang telah dilakukan oleh Lanjouw, dkk (2001)
mengungkapkan bahwa pembangunan manusia (MDGs) sangatlah penting dalam

upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini karena investasi dibidang pendidikan dan

kesehatan yang baik memungkinkan penduduk miskin untuk meningkatkan nilai

asetnya. Sehubungan dengan itulah maka investasi pada pendidikan dan kesehatan

sangat penting artinya bagi pengurangan kemiskinan.

Bukti adanya keterkaitan antara pengeluaran pemerintah pada peningkatan

pembangunan manusia dan berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan

telah diakui oleh Ranis dan Stewart (1998) dan (2005). Studi sejenis telah banyak
dilakukan, misalnya tentang dampak pengeluaran pemerintah pada pertumbuhan
ekonomi, atau dampak pengeluaran pemerintah pada status kesehatan dan hasil

proses pendidikan. Studi yang sama telah dilakukan oleh Brata (2005) dengan

mengambil data panel untuk 31 propinsi di Indonesia dalam periode 1996-2002.
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Berdasarkan studi tersebut telah terungkap bahwa investasi sektor publik dalam

bidang pembangunan manusia sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber

daya manusia serta dapat menekan tingkat kemiskinan.

Pembangunan yang berhasil adalah 1) pertumbuhan ekonomi tinggi dan

berkesinambungan (sustained economic growth) dan 2) Setiap orang mempunyai

kemampuan dan bisa menjadi apa yang mereka inginkan (to expand what people are

able to do and be). Dengan demikian pertumbuhan inklusif (inclusive growth) sebagai
kunci pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi di Kutai Timur sudah tergolong tinggi, namun kemakmuran

belum tentu terbagi secara merata (kesenjangan). Kesenjangan terjadi karena adanya

kesenjangan kesempatan (meguality of oppartunitiss). Oleh karena itu pertumbuhan
ekonomi di Kutai Timur harus memungkinkan setiap penduduk Kutai Timur untuk

berkontribusi dan mendapat manfaat. Pendidikan dasar dan kesehatan untuk semua,

merupakan pra kondisi untuk pertumbuhan inklusif. Namun pertumbuhan inklusif tidak

harus menunggu tuntasnya pemenuhan pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan.

Secara paralel, pendidikan menengah dan tinggi (skil formation developmenig
dibutuhkan untuk memanfaatkan bonus demografi,

Penjelasan tentang masing-masing program menurut prioritas Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
adalah sebagai berikut:
Prioritas 1 : Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Miskin adalah suatu keadaan dimana sesorang tidak sanggup memlihara dirinya
sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya. Kemiskinan perlu mendapat

perhatian serius, bukan semata karena kemiskinan itu, namun karena memiliki korelasi

sangat kuat dengan berbagai masalah sosil, terutama kriminalitas dan penyakit.
Bahkan dalam agamapun disebutkan bahwa “kefakiran menjadi sumber kekafiran”.

Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah utama dan tantangan serius di

berbagai daerah Indonesia, termasuk Kutai Timur.

Dalam kenyataannya, kemiskinan bersifat multidimensional. Kemiskinan bukan

sekedar masalah ekonomi (rendahnya pendapatan), tetapi juga kerentanan dan

kerawanan untuk menjadi miskin dan keterbatasan akses masyarakat miskin dalam

penentuan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka. Pengurangan
kemiskinan tidak sepenuhnya dapat mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga
memerlukan berbagai intervensi yang efektif. Oleh karena itu persoalan kemiskinan

Rancangan RKPD Tahun 2015
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur



Bab IVPrioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

adalah persoalan yang harus ditangani secara lebih substantif dan mendasar. Suatu

proses pembangunan yang mengikutsertakan dan komitmen semua lapisan

masyarakat hanya tercapai bila keberpihakan dalam alokasi anggaran belanja

pemerintah secara sungguh-sungguh, dirancang untuk membantu mereka keluar dari

lingkaran kemiskinan. Selain itu perlindungan sosial, juga harus terus diberikan bukan

hanya karena merupakan kewajiban konstitusional, namun juga karena pertimbangan

strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perbaikan kesejahteraan

rakyat hanya dimungkinkan bila proses checks and ba/ances berjalan dengan baik

Apabila dihubungkan dengan tingkat IPM Kabupaten Kutai Timur, maka tingginya

tingkat kemiskinan (rendahnya pendapatan riil masyarakat) merupakan salah satu
faktor yang berkontribusi besar berpengaruh secara negatif terhadap IPM. IPM

walaupun tidak merefleksikan kualitas integral dari sumberdaya manusia, namun

dalam perhitungan terkait indikator pembangunan sosial lainnya, maka IPM dapat
menjadi proksi kualitas sumberdaya di suatu daerah. Suatu daerah yang memiliki

tingkat IPM yang rendah, maka dapat diartikan mutu atau kualitas SDM-nya juga
rendah. Oleh karena itu dalam agenda pengentasan kemiskinan dan pengangguran

diupayakan dengan peningkatan mutu SDM. Peningkatan mutu SDM dilakukan dengan
cara peningkatan mutu dari pendidikan dan kesehatan yang didukung dengan

peningkatan kemampuan dan kemandirian ekonomi penduduk/keluarga miskin agar
dapat memberdayakan dirinya dengan memanfaatkan potensi diri dan potensi

sumberdaya alam dan buatan yang ada disekitar lingkungannya secara berkelanjutan
dan lestari sehingga secara bertahap dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

Agenda penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dengan kebijakan

pengentasan kemiskinan yang diarahkan untuk peningkatan mutu SDM dan

kemandirian ekonomi keluarga miskin, dengan melalui: 1) Peningkatan akses keluarga
miskin terhadap kebutuhan dasar (pangan, sandang, perumahan, kesehatan), 2)
Pengembangan dan pemanfaatan sistem perlindungan sosial: 3) Peningkatan

kemampuan melalui pendidikan, 4) Kemudahan berinvestasi untuk perluasan penyerap

tenaga kerja penduduk lokal (ber KTP Kutai Timur) yang berorientasi sektor pertanian,

5) Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah di tingkat SKPD untuk membuat

terobosan/ inovasi dalam membuat program-program yang terkait dengan penurunan
kemiskinan maupun pengangguran yang berbasis pada problem-problem bersifat lokal.

Agar agenda-agenda pengetasan kemiskinan tersebut dapat terwujud, diperlukan
komitmen dan kerja sama antar Pemerintah, antar program SKPD dan antar pelaku
baik dari sisi pendanaan, penguatan kapasitas dan pemasaran maupun perlindungan
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usaha. Di samping itu, dalam penanggulangan kemiskinan juga memerlukan dukungan

regulasi yang memihak masyarakat miskin dan kondisi keamanan lingkungan yang
kondusif. Pada sisi lain, masyarakat miskin perlu ditumbuhkan harapan dan

kepercayaan diri bahwa mereka mempunyai potensi diri yang dapat dikembangkan,
etos keras dan disiplin baik dalam mengelola waktu untuk meningkatkan produktivitas,
serta mempunyai tanggungjawab atas apa yang dilakukan.

Prioritas 2: Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang

memungkinkan setiap orang hidup secara sosial dan ekonomi. Upaya peningkatan

cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan di Kutai Timur, dimaksudkan untuk

menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang prima, merata di setiap wilayah,
berkeadilan di setiap strata sosial ekonomi masyarakat, yang dilakukan dengan

pendekatan kuratif, preventif, dan promotif.

Peningkatan aksesibilitas kesehatan dengan kebijakan yang diarahkan untuk: fa)
mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan memadai, terutama bagi

masyarakat miskin, untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas masyarakat, (b)

meningkatkan jumlah, jaringan, dan kualitas pusat kesehatan masyarakat, (c)
mengembangkan pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana, prasarana, dan

tenaga kesehatan: (d) mewujudkan lingkungan perumahan yang sehat dan sanitasi

yang layak, dan fe) terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih.

Agenda peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan lebih difokuskan

pada: 1) Percepatan penurunan AKI dan Gizi kurang dengan pemanfaatan yankes yang
tersedia terutama Gakin, berperilaku PHBS dan sadar gizi serta universa/ access &

coverage untuk pelayanan KIA termasuk KB: 2) Percepatan peningkatan UHH dengan
intervensi pada prioritas untuk mengatasi penyebab utama kematian ibu, bayi dan

balita yang terintegrasi dalam pengentasan kemiskinan: 3) Peningkatan pemerataan
kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan (RS) serta tenaga kesehatan antar wilayah:

4) Peningkatan kinerja administrasi kependudukan untuk mengawal pertumbuhan

penduduk yang tinggi karena kontribusi migrasi. Selain itu perlu dicermati akurasi data

dan under reported untuk perhitungan AKI, AKB, dan Gizi Kurang yang lebih

representatif. Kabupaten Kutai Timur,

Prioritas 3: Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas Pendidikan

Tujuan pembangunan manusia berdasarkan alinea keempat pembukaan UUD

1945 adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa. .Pandangan filosofis bahwa
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pendidikan merupakan hak asasi manusia merupakan dasar bagi penyelenggaraan

program wajib belajar yang harus diikuti oleh semua warga negara Indonesia. UUD

1945 dan UU Sisdiknas menetapkan setiap warganegara Indonesia wajib

menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun dan biayanya ditanggung oleh Pemerintah.

Kebijakan pelaksanaan program wajib belajar minimal untuk tingkat pendidikan dasar,
selain untuk memenuhi tuntutan konstitusi, juga untuk memenuhi komitmen global,
Millennium Development Goals (MDGs) yang menargetkan pada tahun 2015 semua

negara telah mencapai APK pendidikan dasar 100 persen.

Agenda peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dimaksudkan untuk

menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan,

berkesinambungan di tiap jenjang, serta mampu menyiapkan lulusan yang memenuhi

kesempatan kerja yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja.

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dilakukan dengan kebijakan

yang diarahkan pada upaya-upaya: (a) mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah

dan bermutu untuk semua, tanpa diskriminasi, terutama masyarakat miskin: dan (bj)

menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta efisiensi,

efektivitas, dan relevansi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai

tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun global. Agenda peningkatan
lebih difokuskan pada: 1) Percepatan peningkatkan rata-rata lama sekolah melalui

akses pendidikan masyarakat yang miskin, terpencil dan terisolasi, dan terkait

penduduk migrasi: 2) Peningkatan APM SLTA: 3) Peningkatan APS SLTP dan SLTA: 4)
Penurunan angka putus sekolah, 5) Peningkatan akses masyarakat terhadap

pendidikan tinggi dan 6) Regulasi kebijakan pendidikan yang berpihak pada masyarakat
tak mampu.

Prioritas 4: Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan

Pangan memegang peranan penting bagi kebutuhan suatu bangsa, tanpa

pangan negara dapat mengalami kekacauan sosial dan politik Selain kelembagaan
ketahanan pangan, pemenuhan kebutuhan pangan juga tidak lepas dari keberhasilan

produksi pertanian. Permasalahan ketahanan pangan akan berjalan seiring dengan

adanya permasalahan pertanian dan pembangunan ketahanan pangan tidak dapat
dilakukan dengan mengabaikan sektor pertanian (BKP-Deptan, 2005).

Ketahanan pangan di Kutai Timur terwujud apabila seluruh penduduk mempunyai
akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi kecukupan gizi sesuai

kebutuhannya, agar dapat menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.
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Sebagaimana daerah di Indonesia lain pada umumnya, masalah ketahanan pangan

yang di hadapi Kabupaten Kutai Timur, tidak hanya terbatas pada subsistem produksi

(ketersediaan), melainkan juga pada subsistem distribusi dan subsistem konsumsi.

Peningkatan ketahanan pangan di Kutai Timur dimaksudkan untuk menjaga
stabilitas pangan daerah baik ketersediaan maupun kemudahan akses sehingga

terwujud kemandirian pangan. Upaya ini pada dasarnya adalah untuk meningkatkan

kemampuan perekonomian daerah sehingga terbentuk struktur perekonomian yang
kokoh berlandaskan potensi keunggulan kompetetif daerah yang berbasis agrobisnis.

Agenda peningkatan ketahanan pangan, lebih diarahkan untuk meningkatkan
ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan orientasi sektor agribisnis dengan
fokus pada upaya-upaya peningkatan PDRB sektor pertanian dan pendapatan

perkapita petani (Nilai Tukar Petani) melalui : 1) Peningkatan kualitas SDM di sektor

pertanian dengan peningkatan ketrampilan petani, peternak, nelayan dan

pembudidaya, 2) Peningkatan produktivitas hasil pertanian sesuai potensi agroekologi

dengan pemanfaatan teknologi tepat guna: 3) Mengantisipasi adanya penyusutan
lahan tanaman pangan: 4) Mengoptimalkan fungsi lembaga pangan dan gizi serta 5)
Regulasi pangan, 6) Pengembangan kawasan agropolitan Maloy dan 7)
Pengembangan kawasan pertanian (arti luas) dengan One Village One Product (OVOP)
untuk mendorong percepatan food estate. Selain itu perlu: 8) linventarisasi data

lumbung pangan dan daerah rawan pangan dan gizi, 9) Diupayakan terjadi

pengurangan ketergantungan secara bertahap dan berkelanjutan terhadap

sumberdaya alam, khususnya sumberdaya alam batubara. Kondisi ini diarahkan agar
ketercapaian terhadap visi Kabupaten Kutai Timur untuk mencapai pembangunan

yang bertumpu pada agribisnis, secara bertahap akan mampu dicapai.

Prioritas 5: Peningkatan infrastruktur dasar kawasan pemukiman
Investasi infrastrurktur merupakan salah satu strategi pembangunan dengan

tujuan peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Masalah kesehatan

dan lingkungan seperti polusi air, udara dan tanah, atau banjir memiliki keterkaitan

yang kuat dengan ketiadaan infrastruktur yang memadai. Walaupun pengeluaran
dalam bidang infrastruktur telah ditingkatkan, kesenjangan infrastruktur masih terasa,
baik di tingkat kecamatan maupun antar desa. Karena itu, pembangunan infrastruktur

dasar harus menjadi prioritas pembangunan.

Agenda peningkatan sarana dan prasarana dasar wilayah, dimaksudkan untuk

percepatan penyediaan kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar

secara proporsional dan layak di setiap wilayah, yang lebih difokuskan melalui: 1)
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Penyediakan akses air bersih dan listrik, serta 2) Penyediaan prasanana sanitasi,

terutama penanganan sampah dan drainase lingkungan kawasan permukiman. Selain

itu diperlukannya inventarisasi kawasan pemukiman tertata.

Prioritas 6: Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat
Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian

suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama

periode tertentu. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi

keberhasilan pembangunan suatu wialayah. Peningkatan investasi dan ekonomi

masyarakat dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan antar pelaku usaha,

perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha agar memberikan pengaruh

berganda dalam pengembangan wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang tercipta harus dapat memberikan kesempatan kerja

seluas-luasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan yang banyak

menyediakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi melalui investasi, diharapkan

dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Usaha mikro, kecil, dan menengah
berbasis agribisnis, diharapkan juga dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat

agar dapat meningkatkan produktifitas dan daya saing yang lebih baik. Pertumbuhan

ekonomi di Kutai Timur dapat dicapai, jika para pekerja tersebut dilengkapi dengan
keahlian, kompetensi, kemampuan untuk bekerja femployabis) dan disiapkan untuk

menghadapi persaingan pasar kerja.
Struktur ekonomi Kutai Timur yang berdaya saing dan pro kerakyatan dengan

konsep pembangunan berkelanjutan adalah melaksanakan revitalisasi pertanian dalam

arti luas melalui pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan

berkelanjutan. Adanya regulasi pemanfaatan sumber daya alam, rehabilitasi dan

reboisasi lahan kritis: meningkatkan investasi melalui regulasi yang menjamin
kemudahan berusaha dan meningkatkan promosi investasi, melakukan identifikasi

peluang usaha berbasis sumber daya alam: meningkatkan dan pemberdayaan
ekonomi masyarakat, mengelola kekayaan budaya serta potensi pariwisata lainnya

sebagai sumber devisa, dan memantapkan pemanfaatan Rencana Tata Ruang

Wilayah Kutai Timur.

Kondisi ekonomi makro Kabupaten Kutai Timur 2007 hingga 2012 memberikan

modal yang positif, dimana pertumbuhan ekonomi (tanpa migas dan batubara) yang

cukup baik pada kisaran 5,1695, sampai 61145. Sektor yang kontribusinya cukup

besar, setelah sektor pertambangan dan penggalian adalah sektor Pertanian,

meskipun sebagian besar masih bergantung pada sektor pertanian yang sistemnya
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masih tradisional. Hal ini merupakan modal positif untuk pembangunan di masa

mendatang, karena dengan indikator kenaikan di setiap sektor dari PDRB tersebut
berarti bahwa setiap sumber daya yang tersedia sudah mulai bisa dimanfaatkan.

Pada tahun 2015, pembangunan ekonomi masih terpusat pada sektor agribisnis
(pertanian). Hingga saat ini sektor pertanian masih merupakan sektor yang berpotensi

dijadikan sebagai sektor unggulan dibandingkan sektor yang lain di luar sektor

pertambangan dan penggalian. Oleh karena itu pembangunan Kabupaten Kutai Timur

bertumpu dan diarahkan pada sektor pertanian dan bertujuan untuk menjadi daerah

agribisnis. Hasil-hasil pertanian diupayakan dapat diolah menjadi barang setengah jadi

atau barang jadi agar memiliki nilai tambah di pasar. Bentuk konkretnya, agrotechno
park (pertanian integratif) dan produk pertanian diarahkan pada pengembangan
agroindustri. Sebab, masalah pertanian tidak hanya sebatas pada peningkatan

produksi per satuan luas, tapi harus melangkah ke depan, yakni pasca panen. Untuk

mengoptimalkan potensi daerah, pemerintah Kabupaten Kutai Timur menetapkan

pengembangan kawasan Agropolitan Malloy.
Sektor Pertanian tanaman pangan, dikembangkan melalui pengembangan

holtikultura, padi, jagung, dan kedelai sebagai komoditas unggulan. sektor perkebunan

juga dikembangkan komoditas unggulan yakni kelapa sawit, karet, dan kakau. Sektor

peternakan dikembangkan ternak prioritas yaitu sapi dan ternak unggas. Pada sektor
kelautan dan perikanan dikembangkan unggulan perikanan budidaya dan tangkap.

Sedangkan dalam pengembangan sektor pertanian (dalam arti luas) tersebut, perlu

didukung dengan pengembangan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Pendekatan pembangunan pertanian di Kutai Timur perspektif kedepan harus

diarahkan untuk dapat tetap memberi dukungan penuh terhadap upaya

pemberdayaan masyarakat petani, nelayan, peternak, agroindustriawan kecil,

koperasi dan skala usaha kecil menengah di sektor agribisnis. Untuk mewujudkan
sektor agribisnis yang tangguh, maju dan efisien sehingga menjadi /eading sector
dalam pembangunan Kutai Timur, harus ditunjang melalui pengembangan

agroindustri yang maju dan efisien. Pengembangan agroindustri, sekaligus untuk

pengembangan kegiatan budidaya pertanian (on farm agribusiness) dan kegiatan

lainnya dalam sistem agribisnis secara keseluruhan. Oleh karena itu agenda, perlu
lebih difokuskan pada: 1) pengembangan agroindustri, sektor perdagangan, hotel dan

restoran, 2) memperkuat pertumbuhan koperasi dan lembaga keuangan (BPR dan

LKM) serta 3) kemudahan berinvestasi.

Rancangan RKPD Tahun 2015 Bg

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur



Bab IV Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas 7: Peningkatan pembangunan pedesaan

Hubungan antar wilayah pedesaan dan perkotaan yang tidak berimbang telah

menimbulkan berbagai permasalahan, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Padahal

seharusnya antara wilayah pedesaan dan perkotaan terjadi mekanisme pertukaran

sumberdaya yang saling menguntungkan sehingga hubungan yang saling memperkuat
ini akan mampu mewujudkan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang

(Rustiadi dan Dardak, 2005).
Penduduk pedesaan secara spasial bermukim dalam kelompok terpencar

(klastering). Keterpencaran ini seringkali disebabkan persoalan ekonomi seperti
karakteristik usahatani atau infrakstruktur (jalan dan komunikasi). Seiring dengan

berjalannya waktu, penduduk yang bermukim berpencar bertambah, sedangkan lahan

usaha tetap bahkan berkurang dan disisi lain kekurangan infrastruktur menyebabkan

wilayah pedesaan terisolasi. Hal ini berpengaruh pada minat investasi termasuk
investasi dalam prasarana dan sarana jalan, komunikasi, pendidikan maupun

kesehatan, sehingga menghambat diversifikasi usaha dan pengembangan

sumberdaya manusia menjadi lambat. Kesenjangan pembangunan antar wilayah

ternyata berkontribusi besar bagi pemiskinan di pedesaan. Pembangunan kawasan

pedesaan merupakan keniscayaan, kalau kesejahteraan masyarakat yang menjadi
Sasaran akhir setiap upaya pembangunan. Oleh karena itu kawasan pedesaan harus

didorong menjadi kawasan yang tidak hanya menghasilkan bahan primer, melainkan

juga mampu menghasilkan bahan-bahan olahan atau industri hasil pertanian

Agenda peningkatan pembangunan wilayah Perdesaan, dimaksudkan untuk

menghadapi dua kendala utama yaitu: masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia

dan kualitas atau ketersediaan infrastruktur wilayah dalam mewujudkan keseimbangan

pembangunan (SDM serta ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah) antara

wilayah desa dengan wilayah perkotaan, dengan arah kebijakan yang lebih difokuskan

pada upaya- upaya mengurangi kesenjangan akses pembangunan dengan mengatasi
kendala kualitas SOUM dan infrastruktur pedesaan: yaitu 1) Pemerataan pendidikan dan

pelayanan kesehatan, 2) Peningkatan jangkauan telekomunikasi serta 3) Kemudahan

modal usaha kecil (UMKM, koperasi pasar) terutama daerah-daerah tertinggal

(Busang, Muara Ancalong, Muara Wahau dan Teluk pandan).

Prioritas 8. Peningkatan kapasitas pemerintahan (capacitybuilding)

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling

mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik., dimana fungsi utama pemerintah

Rancangan RKPD Tahun 2015
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur



Bab IVPrioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

adalah memberikan layanan masyarakat. Pelayanan masyarakat oleh aparatur

pemerintah hingga saat ini masih banyak dijumpai berbagai kelemahan sehingga
belum dapat memenuhi SPM dan kualitas yang diharapkan, dimana salah satu

indikatornya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Demikian juga opini BPK

terhadap kinerja keuangan daerah yang masih diperlukan pembenahan. Oleh karena

itu Reformasi birokrasi, dimaksudkan untuk melakukan penata kelolaan pemerintahan

yang lebih baik melalui peningkatan kinerja aparatur, penuh dedikasi, integritas, the

rightman on the rightplace, pemenuhan formasi pegawai secara bertahap, akuntabel,

transparan sehingga dapat terselenggara efektif dan efisien.

Agenda peningkatan kapasitas pemerintahan, dimaksudkan untuk meningkatkan

kinerja dan mutu aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang mampu

mengatasi permasalahan dan mengelola potensi secara profesional serta

menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa melalui prinsip good government
dan pelaksanaan egovernment. Dalam rangka meningkatkan kapasitas birokrasi

pemerintahan, kegiatan perlu lebih difokuskan pada: peningkatan kapasitas
pemerintahan, pada upaya-upaya: 1) Menegakan perda: 2) Meningkatkan kualitas

layanan prima: 3) Mengoptimalkan layanan pengadaan sistem elektronik, 4)
Mendorong SKPD melaksanakan SPM, 5) Perbaikan penyusunan laporan keuangan,
dan 6) Optimalisasi pelayanan perijinan satu atap. Selain itu, perlu dilakukan

pengukuran indeks kepuasan dan inventarisasi data Perda.

Disamping itu diperlukan pengembangan/ pengkaderan sumberdaya manusia

dalam organisasi (SKPD) khususnya tenaga perencana, sebagai salah satu unsur yang

sangat menentukan keberhasilan pencapaian kinerja dan kualitas pelayanan publik.

Pengembangan aparatur perencana ini pula yang akan diharapkan dapat menunjang
dan menentukan keberhasilan perubahan, kapasitas, dan perkembangan SKPD yang

bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, khususnya dalam

kaitannya dengan penetapan indikator kinerja baik di tingkat Rencana Strategis
maupun Rencana Kerja SKPD.

Prioritas 9: Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan

Suatu wilayah akan berkembang dengan berhubungan dengan wilayah lain.

Pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi.

Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas dan

perbaikan kualitas infrastruktur. Revitalisasi pertanian tidak mungkin berhasil tanpa
infrastruktur yang memadai, mengingat biaya pemasaran makin dominan dalam
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struktur biaya akhir suatu komoditas pertanian. Keluarga miskin dan penduduk

pedalaman (daerah tertinggal) tidak akan mampu ikut dalam gelombang pertumbuhan
ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan infrastruktur wilayah.

Agenda pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dengan kebijakan

yang lebih diarahkan pada percepatan pembukaan isolasi wilayah dan sarana

kewilayahan melalui: 1) Pemerataan akses transportasi terutama di perdesaan: 2)
Perbaikan jalan akses ekonomi strategis dan pembangunan jalanjalan dalam rangka
membuka akses sosial dan ekonomi masyarakat sehingga mampu menumbuhkan

sentra perekonomian di beberapa wilayah penyangga ibukota kabupaten.
Infrastruktur untuk menunjang kelancaran transportasi juga perlu diperhatikan.

Jalan penghubung untuk mempercepat transportasi, diprioritaskan kepada jalan kota

dan kabupaten, sedangkan untuk sarana transportasi pembangunan pelabuhan dan

terminal serta angkutan pedesaan juga diutamakan agar mempermudah akses

masyarakat, termasuk anak-anak usia sekolah.

Prioritas 10: Pemantapan, pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan lahan serta

lingkungan hidup

Kabupaten Kutai Timur dalam bidang lingkungan hidup memiliki dua wajah yang
berbeda. Di satu sisi kabupaten ini dikenal dengan sumberdaya alamnya, baik yang
bersifat terbarukan maupun tidak, yang sangat melimpah. Sumberdaya tersebut

berada di daratan maupun di perairan (laut, sungai dan danau). Akan tetapi di sisi

lainnya sumberdaya yang kaya tersebut pada umumya merupakan ekosistem yang
relatif rentan (fragile) dengan daya pertahanan (resistance) dan kemampuan lenting

(resilience) yang rendah terhadap segala bentuk pemanfaatan yang tidak sesuai

dengan daya dukungnya (carrying capacit. Terlebih lagi secara klimatis dan

fisiografis juga ada faktor pendorong lainnya, yaitu curah hujan di Kabupaten Kutai

Timur yang relatif tinggi, serta di beberapa tempat topografi bergelombang hingga
curam.

Pemantapan penggunaan dan pengelolaan lahan dimaksudkan untuk

peningkatan pemanfaatan lahan dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif

dan efisien dengan tetap memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan, sedangkan

pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang
telah mengalami penurunan daya dukung maupun daya tampungnya.

Pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup. Kerusakan

Ingkungan hidup akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan.
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Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak tepat akan mengakibatkan
sumber daya menyusut lebih cepat dan dengan mudah mengembalikan krisis pangan
dan energi seperti yang terjadi tahun yang lalu. Kerusakan lingkungan hidup

mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas

hidup.

Pemantapan penataan lahan, dengan kebijakan yang diarahkan fokus untuk 1)

menyegerakan proses legalisasi penataan ruang wilayah: 2) pengaturan zona rencana

pola ruang, 3) pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang secara konsisten

serta: 4) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan

ruang.

Sedangkan peningkatan pengelolaan lingkungan dengan kebijakan yang
diarahkan fokus untuk: (1) menciptakan keseimbangan antara pengelolaan dan

pemanfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan

hidup: (2) mencegah terjadinya atau berlanjutnya pencemaran lingkungan melalui

medium air, udara, maupun tanah: (3) mendorong pengembangan industri dan

pertambangan yang ramah lingkungan: (4) mencegah terjadinya atau berlanjutnya

perusakan hutan akibat kegiatan-kegiatan ilegal, serta mencegah meluasnya areal

lahan kritis: (5) memulihkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang

rusak: (6) mengembangkan manajemen dan mekanisme penanggulangan bencana

alam, terutama di wilayah rawan banjir dan tanah longsor: (7) membangun kesadaran

masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif melakukan

kontrol sosial terhadap kualitas lingkungan hidup :8) mengembangkan hutan kota

serta 9) Kawasan ruang terbuka hijau..

Fokus kebijakan dimaksud terutama pada konservasi sumber-sumber air bersih,

reklamasi dan pemanfaatan lahan bekas tambang. Dalam hal penataan ruang

disamping percepatan penyelesaian revisi perencanaan tata ruang wilayah (RTRW),
perlu pula diiringi dengan upaya yang nyata terkait pengendalian pemanfaatan ruang

seperti peningkatan kinerja perizinan pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian

ketat skala regional.

Prioritas 11 : Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi

Kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang demikian pesat
serta potensi pemanfaatannya secara luas telah membuka peluang bagi pengaksesan,

pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat
dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa pemanfaatan TIK merupakan faktor
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yang sangat penting dalam mendukung kualitas dan pelayanan pemerintah. Namun

disisi lain minimnya jumlah perpustkaan yang dimiliki Pemda menjadi penghambat
dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi.

Terwujudnya pelayanan prima dalam arti pelayanan yang cepat, tepat, adil dan

akuntabel, merupakan tuntutan bagi setiap pemerintah daerah di era otonomi.

Pemerintah juga perlu melakukan penyempurnaan sistem pelayanan publik yang

menyangkut perbaikan metode dan prosedur pelayanan di setiap unit organisasi

pemerintah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan TIK dapat membantu

instansi pemerintah dalam mewujudkan good governance. Oleh sebab itu, instansi

pemerintah perlu melakukan pengelolaan sumberdaya TIK secara baik dan benar.

Namun demikinan berbagai hambatan dan kendala, masih ditemukan, diantaranya .

TIK masih dipandang sebagai cost center dan bukan sebagai /ong term investment

sehingga belum dapat dilihat kemanfaatannya secara jelas. Selain itu, faktor

kelembagaan dan sumberdaya manusia bidang TIK di dalam organisasi pemerintah
daerah juga masih terbatas. Di sisi lain, pemanfaatan TIK di beberapa daerah telah

mampu menghemat anggaran dan juga membuka peluang bagi peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Agenda peningkatan dan pengembangan pemanfaat tekonologi dimaksudkan

untuk meningkatkan pemanfaatan sumberdaya teknologi data dan informasi, dengan
fokus kegiatan melalui: 1) Peningkatan budaya baca dan kesadaran masyarakat
tentang Iptek melalui pemanfaatan dan pembangunan perpustakaan yang merata, 2)
Peningkatan jangkauan akses informasi (berbagai media) ke masyarakat terutama
daerah perdesaan dan tertinggal., dan 3) Penyempurnaan sistem pelayanan publik

Prioritas 12. Pengelolaan kawasan perbatasan (hinterland)

Penguasaan masyarakat di kawasan perbatasan terhadap teknologi yang masih

rendah dan keterbatasan infrastruktur adalah dua faktor utama yang menyebabkan

keteringgalan kawasan tersebut dari kawasan lainnya. Padahal kawasan perbatasan

menjadi beranda depan daerah. Namun disisi lain Hinterland adalah daerah

pedalaman yang menopang kegiatan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur. Keberdaan

daerah #Minterland cukup penting dalam menggerakkan dinamika ekonomi masyarakat
lokal. Percepatan pembangunan diwilayah perbatasan yang sebagian wilayah masih

merupakan daerah pedalaman dan terpencil adalah pembukaan isolasi wilayah dan

pembangunan sarana kewilayahan.

Agenda pengelolaan kawasan perbatasanf 4inter/and), kebijakan diarahkan pada

pJe

pembukaan isolasi wilayah, pembangunan sarana wilayah dan faktor aksesibilitas pada

Rancangan RKPD Tahun 2015
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
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informasi dalam hubungan pengembangan kawasan agropolitan, difokuskan untuk

mendorong pertumbuhan daerah perbatasan (pedesaan dan pedalaman) dengan

meningkatkan penguasaan teknologi dan mengurangi kesenjangan dan keterbatasan

infrastruktur sosial ekonomi melalui: 1) Peningkatan akses-akses pendidikan,
kesehatan dan pelayanan dasar lainnya (air bersih dan jalan), dan 2) Penguatannya
“Integrated Rural Development (RD) yang bertumpu pada aktivitas utama sector

pertanian.

Penjelasan tentang prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.0

Penjelasan Program Prioritas pembangunan Daerah
PRIORITAS INDIKATOR KINERJA SKPDNO PEMBANGUNAN URUSAN/ PROGRAM TARGET

TAHUN 2014 PROGRAM (OUTCOME) PELAKSANA
1 Penurunan Sosial

angka
kemiskinan dan
pengangguran

Program Pemberdayaan Jumlah PMKS yg 50.254 Dinsos
Fakir Miskin, Komunitas memperoleh bantuan sosial
Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKSJ Lainnya
Program Pelayanan dan Penanganan penyandang 81.830 Dinsos
Rehabilitasi masalah kesejahteraan
Kesejahteraan Sosial sosial
Program pembinaan anak | Jumlah anak terlantar yang Meningkat Dinsos
terlantar terbina
Program pembinaan para Jumiah para penyandang Meningkat Dinsos
penyandang cacat dan cacat dan trauma yang
trauma terbina

Program pembinaan panti | Jumlah panti asuhan/ Meningkat Dinsos
asuhan/ panti jampa panti jompo yang terbina

Program pembinaan eks Jumlah eks penyandang Meningkat Dinsos
penyandang penyakit penyakit sosial (eks
sosial (eks narapidana, narapidana, PSK, narkoba
PSK, narkoba dan dan penyakit sosial lainnya)
penyakit sosial tainnya) yang terbina

Program Pemberdayaan Jumlah Kelembagaan Meningkat Dinsos
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang
Kesejahteraan Sosial mandiri

Program Utama Bantuan Jumlah keluarga miskin yang Meningkat Dinsos
dan Jaminan memperoleh bantuan
Kesejahteraan Sosial jaminan kesejahteraan sosial

Program Kesiapsiagaan Peningkatan kecepatan Meningkat Dinsos
dan Kewaspadaan Tanggap darurat :a. Bantuan
Penanggulangan Bencana | Sosial korban bencana

b. Sarana prasarana
penanggulangan bencana

Ketenagakerjaan

Program Peningkatan Tingkat partisipasi angkatan Meningkat Disnakertrans
Kualitas dan Produktivitas | kerja
Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kesempatan kerja Meningkat Disnakertrans
Kesempatan Kerja dan
Pengembangan informasi | Tingkat pengangguran 3.7586

Ketenagakerjaan terbuka
Angka Pengangguran 3.68

Rancangan RKPD Tahun 2015
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PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA SKPDNO PEMBANGUNAN URUSAN/ PROGRAM TARGET

TAHUN 2014 PROGRAM (OUTCOME) PELAKSANA
Rasio penduduk yang 86,07
bekerja

Program Perlindungan Rasio serikat Meningkat Disnakertrans
Pengembangan Lembaga | buruh/perusahaan
Ketenagakerjaan
Program Pembinaan dan Perjanjian kerja dari Meningkat Disnakertrans
Pengawasan perusahaan
Ketenagakerjaan dan
Hubungan Industri dengan
Serikat Pekerja
Program Peningkatan Jumlah peserta BLK Mandiri Meningkat Disnakertrans
Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja (BLK
Mandiri)
Program Pelayanan Rasio ketergantungan 33.45 Disnakertrans
Administrasi Perkantoran
(BLKI Mandiri)

Pemberdayaan
Masyarakat
Program Penanggulangan | Rasio penduduk miskin Menurun Bapemas
Kemiskinan dan terhadap total jumlah
kerentanan penduduk

Jumlah keluarga miskin yang Meningkat
berusaha di agribisnis

Ketransmigrasian

Program Pembukaan, Penempatan transmigrasi Disnakertrans
Pengembangan dan
Pemberdayaan Wilayah
Transmigrasi
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

Program Pembinaan Jumlah Kelompok UPPKS Meningkat BPPKB
Kemitraan dan binaan
Permodalan Bagi
Kelompok UPPKS

Program peningkatan Partisipasi perempuan dalam Meningkat BPPKB
Kualitas Hidup kegiatan ekonomi
Perempuan
Program Pelaksanaan Jumlah Kegiatan Ketahanan Meningkat BPPKB
Model-model Kegiatan dan Pemberdayaan Keluarga
Ketahanan dan
Pemberdayaan Keluarga
Program Penyiapan Jumlah Tenaga Pendamping Meningkat BPPKB
Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
Kelompok Bina Keluarga (IMP)
UMP) / Penyediaan
dukungan operasional
IMP
Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Nilai Tukar Petani BKPP
Kesejahteraan Petani

Rata-rata Pendapatan Petani 10-19 Juta
per Tahun per Kapita

2 Peningkatan Pendidikan
aksesibilitas dan
kualitas
pendidikan

Program Pendidikan Anak | Jumlah PAUD per Meningkat Disdik
Usia Dini kecamatan
Program Pendidikan Non Jumlah lembaga pendidikan Meningkat Disdik
Formal non formal

Program Peningkatan Jumlah pendidik dan tenaga Meningkat Disdik
Mutu Pendidik dan kependidikan yang lulus uji
Tenaga Kependidikan kompetensi
Program Manajemen akreditasi sekolah Meningkat Disdik
Pelayanan Pendidikan

Rancangan RKPD Tahun 2015 :
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Ig
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PRIORITAS

INDIKATOR KINERJA SKPDNO PEMBANGUNAN URUSAN/ PROGRAM TARGET
TAHUN 2014 PROGRAM (OUTCOME) PELAKSANA

Program Wajib Belajar Angka Partisipasi Sekolah Minimal 994 Disdik
12 Tahun Pendidikan (APS) SD/MI/Paket A
Dasar dan Menengah

Angka Partisipasi Sekolah Minimal 9794
(APS) SMP/MTs,Paket B
Angka Partisipasi Kasar 78.634
(APK) MA/SMK/MA/Paket
Cc

Angka Partisipasi Murni minimal
(APM) SD/MI/Paket A 97.308
Angka Partisipasi Murni Minimal 7694
(APM) SMP/MTs/Paket B

Angka Partisipasi Murni 7076
(APM)
SMA/SMK/MA/Paket

Angka Partisipasi Sekolah Minimat
(APS) 16-19 82,566
Angka melek huruf 98.0026

Angka rata-rata larna sekolah 9.02

Rasio ketersediaan 57,9590
sekolah/penduduk usia
sekolah (SD)
Rasio ketersediaan 91,226
sekolah/penduduk usia
sekolah (SMP)
Rasio ketersediaan 52,48K
sekolah/penduduk usia
sekolah (SMA/SMK)
Pendidikan Anak Usia Dini Minimal 9596
(PAUD)
Angka Putus Sekolah SD/MI 00sx
Angka Putus Sekolah 01796
SMP/MTs
Angka Putus Sekolah 0176
SMA/SMK/MA
Angka Kelulusan (AL) SD/MI 1006

Angka Kelulusan (AL) Minimal 995
SMP/MTs
Angka Kelulusan (AL) Minimal 9996
SMA/SMK/MA

Angka Melanjutkan dari Minimal
SD/MI ke SMP/MTs 95,556

Angka Melanjutkan dari Minimal
SMP/MTs ke 97.596
SMA/SMK/MA
Guru Yang Memenuhi 60,794
Kualifikasi SI/DAV

Program Pendidikan Jumlah peserta didik inkusi Disdik
Terhadap Anak
Berkebutuhan Khusus
(inklusi)
Perpustakaan

Program Pengembangan Jumlah perpustakaan Minimal 1/ Kantor arsip
Budaya Baca dan Kecamatan
Pembinaan Perpustakaan | Jumlah pengunjung Meningkat

perpustakaan per tahun

Koleksi buku yang tersedia di Meningkat
perpustakaan daerah
Jumlah perpustakaan keliling Meningkat

Rancangan RKPD Tahun 2015
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
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PRIORITAS INDIKATOR KINERJA SKPDNO PEMBANGUNAN URUSAN/ PROGRAM TARGET
TAHUN 2014 PROGRAM (OUTCOME) PELAKSANA

3 Peningkatan Kesehatan
aksesibilitas dan
kualitas
pelayanan
kesehatan

Program Obat dan Kecukupan obat dan Meningkat Dinkes
Perbekalan Kesehatan perbekalan kesehatan

Program Upaya Rasio puskesmas, poliklinik, Minimal Dinkes
Peningkatan Kesehatan pustu per satuan penduduk 0.45
Masyarakat
Program Pengawasan kasus keracunan Menurun Dinkes
Obat dan Makanan

kasus kadaluarsa obat dan Menurun
makanan

obat dan makanan tidak layak Menurun
edar

Program Promasi PHBS Masyarakat Dinkes, RSUD

Bea dan Angka usia harapan hidup 7241
Masyarakat

Rasio posyandu per satuan 1237
balita

Program Perbaikan Gizi Cakupan Balita Gizi Buruk 10095 Dinkes, RSUD
Masyarakat mendapat perawatan

Program Pengembangan Rumah tangga bersanitasi Meningkat Dinkes
Lingkungan Sehat

Program Pencegahan dan | Cakupan penemuan dan Minimal 7004 Dinkes
Penanggulangan Penyakit | penanganan penderita
Menular penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan Minimal 85&
penanganan penderita
penyakit DBD

Program Pelayanan Cakupan pelayanan 8096 RSUD
Kesehatan Penduduk kesehatan rujukan pasien
Miskin masyarakat miskin

Pragram Pengadaan, Jumiah Puskesmas 24 jam Meningkat Dinkes
Peningkatan dan (rawat inap) dan UGD
Perbaikan Sarana dan Cakupan puskesmas Minimal
Prasarana 105,56 4
Puskesmas/?Puskemas Cakupan puskesmas 781596

. pembantuJaringannya
Prograrn Pengadaan, Jumlah Rumah sakit Meningkat RSUD
Peningkatan Sarana dan terakreditasi dengan 12 jenis
Prasarana Rumah pelayanan minimal
Sakit/ Rumah Sakit
Jiwa/ Rumah Sakit Paru-
Paru/ Rumah Sakit Mata
Program Pemeliharaan Kepuasan masyarakat Meningkat RSUD
Sarana dan Prasarana terhadap layanan kesehatan
Rumah Sakit/ Rumah
Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru-Paru/Rumah Sakit
Mata

Program Kemitraan Meningkatkan layanan nakes Meningkat RSUD
Peningkatan Pelayanan profesional
Kesehatan
Program Peningkatan Cakupan pertolongan Minimal 56 8 Dinkes
Keselamatan Ibu persalinan oleh tenaga
Melahirkan dan Anak kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan
Cakupan komplikasi 10025
kebidanan yang ditangani
Angka kelangsungan hidup 95.67
bayi
Cakupan kunjungan bayi Minimal 65 46

Rancangan RKPD Tahun 2015
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PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA SKPDNO PEMBANGUNAN URUSAN/ PROGRAM TARGET

TAHUN 2014 PROGRAM (OUTCOME) PELAKSANA
Program Upaya Cakupan Desa/kelurahan Minimal 55 Dinkes
Kesehatan Perorangan Universal Child Immunization Ya

UCI)
Program Manajemen dan | Rasio Rumah Sakit per Minimal Dinkes, RSUD
Kebijakan Pembangunan satuan penduduk 0,02
Kesehatan

Program Peningkatan Jaminan pelayanan Meningkat Dinkes
Sistem Jaminan kesehatan bagi seluruh
Pemeliharaan Kesehatan masyarakat
Masyarakat
Program Pengembangan Rasio tenaga medis per Minimal Dinkes
Sumber Daya Manusia Satuan penduduk 1,74
Kesehatan

Rasio dokter per satuan Minimal
penduduk 0,39

Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Program Peran Serta Jumlah KB mandiri Meningkat BPPKB
dalam Pelayanan KB, KS
yang Mandiri

Program Promosi Bina keluarga Balita Meningkat BPPKB
Kesehatan Ibu & Anak

Program PIK - KAR BPPKB

Program Penguatan Persentase partisipasi 1096 BPPKB
Kelembagaan perempuan di lembaga
Pengarusutamaan pemerintah
Gender dan Anak

Partisipasi perempuan di 906
lembaga swasta

Partisipasi angkatan kerja 3544 - 5096
perempuan

Penyelesaian pengaduan 10092
perlindungan perempuan dan
anak dari tindakan kekerasan
Rasio KDRT Menurun

Persentase jumlah tenaga lea
kerja dibawah umur

Program Keluarga Rasio akseptor KB 87.11 BPPKB
Berencana

Cakupan peserta KB aktif 87.1

Rata-rata jumlah anak per 2s/d3
keluarga anak

Program Penguatan KKB Keluarga Pra Sejahtera dan 20.934 BPPKB
Keluarga Sejahtera I

Kependudukan

Program Keluarga Discapil
Berencana

4 Peningkatan Perhubungan
Sarana dan
prasarana
Perhubungan

Program Pembangunan pembangunan Terminal 13 Dishub
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan

jembatan timbang

Rancangan RKPD Tahun 2015
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PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA SKPDNO PEMBANGUNAN URUSAN/ PROGRAM TARGET

TAHUN 2014 PROGRAM (OUTCOME) PELAKSANA
Program Rehabilitasi dan Rasio panjang jalan Dishub
Pemeliharaan Prasarana rusak/ total panjang jalan
dan Fasilitas LLAJ
Program peningkatan Angkutan Umum Darat 96,631 Dishub
pelayanan angkutan

Angkutan Umum Laut/ 624
Udara

Program Pembangunan Angkutan darat 0.79 Dishub
Sarana dan Prasarana
Perhubungan
Program peningkatan dan | Pengadaan marka jalan, Dishub
pengamanan lalu lintas pagar, rambu

Program peningkatan Lama pengujian kelayakan Maksimal 1 Dishub
kelaikan pengoperasian angkutan umum (KIR) hari
kendaraan bermotor

Rasio ijin trayek 013
Jumlah uji kir angkutan 383
UMUM

Kepemilikan KIR angkutan Meningkat
uMmUM

5 Peningkatan Ketahanan Pangan
ketahanan
pangan dan
kemandirian
pangan

Program Pengembangan | Jumlah penerapan TTG Meningkat BKPP
Metode dan Teknologi
Produksi Pangan

Produktivitas hasil pertanian Meningkat
per satuan luas

Program Peningkatan Ketersediaan pangan utama 55,410 BKPP
Ketahanan Pangan

Regulasi ketahanan pangan Ada

Daerah rawan pangan Menurun

Lumbung pangan Meningkat

Desa mandiri pangan Meningkat

Pertanian

Program Peningkatan Peningkatan produksi hasil Meningkat Distan, Disbun
Ketahanan Pangan pertanian dan perkebunan
pertanian/perkebunan

Program Peningkatan produksi padi (ton) 50,372 Distan, Disbun
Pemasaran Hasil
Produksi
Pertanian/ Perkebunan

Program peningkatan Nilai tambah hasil Meningkat Distan, Disbun
penerapan teknologi pertanian/ perkebunan
pertanian/ perkebunan
Program peningkatan Kontribusi sektor 7.396 Distan, Disbun
produksi pertanian/ perkebunan
pertanian/ perkebunan terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian 143Y8
(palawija) terhadap PDRB
Kontribusi sektor 2400
perkebunan (tanaman karet)
terhadap PDRB

Program pemberdayaan Peningkatan kapasitas (TOT) Meningkat Distan, Disbun
penyuluh SDM penyuluh
pertanian/ perkebunan
lapangan

Fasilitas penyuluhan Meningkat

Rancangan RKPD Tahun 2015
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PRIORITAS

INDIKATOR KINERJA SKPDNO PEMBANGUNAN URUSAN/ PROGRAM TARGET
TAHUN 2014 PROGRAM (OUTCOME) PELAKSANA

Program pencegahan dan | kasus penyakit ternak Menurun Distan, Disbun
penanggulangan penyakit
ternak
Program peningkatan Produksi ternak/daging Meningkat Distan, Disbun
produksi hasil peternakan

Program peningkatan Produktivitas padi atau 56 Distan, Disbun
pemasaran hasil produksi | bahan pangan utama lokal kw/ha/ tahun
peternakan lainnya per hektar

Program peningkatan TTG peternakan Meningkat Distan, Disbun
penerapan teknologi
peternakan

Program Pengembangan Perluasan lahan perkebunan Meningkat Distan, Disbun
Agribisnis Perkebunan

Diversivikasi tanaman Meningkat
perkebunan berorientasi
pasar

Program Peningkatan Hama dan penyakit Menurun Distan, Disbun
Perlindungan Tanaman

Program Peningkatan Rasio lahan produktif Meningkat Distan, Disbun
Pemanfaatan Potensi
Lahan

Peningkatan Kapasitas Rasio jumlah SOM Distan, Disbun
Sumber Daya Manusia pertanian/perkebunan per

kecamatan

Cakupan bina kelompok 10092
petani

Pengembangan Informasi | Tersedianya kecukupan Meningkat Distan, Disbun
Data Statistik dan Sistem informasi perkebunan
Pelaporan Perkebunan

6 Peningkatan Pemberdayaan
Pembangunan Masyarakat dan Desa
Perdesaan

Program Peningkatan Jumlah peserta pelatihan Meningkat Bapemas
Keberdayaan Masyarakat | ketrampilan tiap desa
Pedesaan
Program peningkatan Rata-rata jumlah kelompok Minimal Bapemas
partisipasi masyarakat binaan PKK Sesuai dg
dalarn membangun desa Kondisi saat

Im

PKK aktif Minimal
Sesuai dg

Kondisi saat
ini

Posyandu aktif Minimal
Sesuai dg

Kondisi saat
ini

Program Peningkatan Jumlah dan jenis pelatihan Meningkat Bapemas
Kapasitas Kelembagaan Untuk aparatur pemerintah
Pemerintah Desa desa

memiliki APBDes Meningkat

memiliki RPJMDes Meningkat

7 Peningkatan Koperasi dan Usaha
investasi dan Kecil Menengah :

ekonomi
masyarakat

Program Pengembangan Kemudahan pemberian ijin Meningkat Diskop
Sistem Pendukung Usaha | usaha bagi UMKM
Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
Program Peningkatan Persentase koperasi aktif Meningkat Diskop

Rancangan RKPD Tahun 2015
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PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA SKPDNo PEMBANGUNAN URUSAN/ PROGRAM TARGET

TAHUN 2014 PROGRAM (OUTCOME) PELAKSANA
Kualitas Kelembagaan Jumlah Koperasi yang Meningkat
Koperasi menyelenggarakan RAT
Program Peningkatan Jumlah pelatihan bagi SOM Meningkat Diskop
Sumber Daya Manusia UKM
UKM (Usaha Kecil
Menengah)
Program Peningkatan Persentase masyarakat yang Meningkat Diskop
Sumber Daya Manusia menjadi anggota koperasi
Perkoperasian per kecamatan
Program Pengembangan Meningkat Diskop
Jaringan Infrastruktur
Usaha Kecil dan
Menengah
Program Pengembangan Meningkat Diskap
Sumber Daya Usaha Kecil
Menengah (UKM) yang
Mandiri

Jumlah UKM non BPR/LKM Meningkat
UKM
Jumlah BPR/LKM Meningkat

Program Peningkatan Rasio tenaga Meningkat DiskopUsaha dan Daya Saing pendamping/ jumlah usaha
Koperasi kecil dan koperasi

Penanaman Modal
Daerah
Program Peningkatan Jumlah investor berskala Meningkat BPMD
Promosi dan Kerjasama nasional (PMON/PMA)
Investasi
Program Peningkatan Jumlah nilai investasi Meningkat BPMD
Iklim Investasi dan berskala nasional
Realisasi Investasi (PMDN/PMA)

Program Penyiapan Buku panduan investasi Meningkat BPMD
potensi sumberdaya, daerah
Sarana dan prasarana
daerah

Adanya informasi potensi Meningkat
investasi daerah

Pariwisata

Program Pengembangan | Buku dan brosur panduan Meningkat Disparpor
Pemasaran Pariwisata wisata daerah
Program Pengembangan Kontribusi sektor pariwisata Meningkat Disparpor
Destinasi Pariwisata terhadap PDRB

Kunjungan wisatawan Meningkat
Jumlah obyek wisata meningkat

Program Pengembangan Jumlah MOU dengan Meningkat Disparpor
Kemitraan perusahaan pada industri

pariwisata

Kelautan dan Perikanan

Program Peningkatan Jumlah MOU dengan pihak 0.254 Diskanlaut
Kerjasama terkait
Program pemberdayaan pendapatan per kapita 65.644 Diskanlaut
ekonomi masyarakat masyarakat pesisir
pesisir
Program pemberdayaan Jumlah tenaga penyuluh di 77 Ya Diskanlaut
masyarakat dalam daerah pesisir
pengawasan dan
pengendalian sumberdaya
kelautan

Jumlah dan jenis penyuluhan Meningkat
di daerah pesisir

Program peningkatan Jumlah peserta sosialisasi 80264 Diskanlaut
kesadaran dan penegakan
hukum dalam
pendayagunaan
sumberdaya laut

tentang kesadaran dalam
pendayagunaan sumberdaya
faut
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PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA SKPDNO PEMBANGUNAN URUSAN/ PROGRAM TARGET

TAHUN 2014 PROGRAM (OUTCOME) PELAKSANA
Program peningkatan Jumlah penyuluhan budaya Meningkat Diskanlaut
kegiatan budaya kelautan kelautan dan wawasan
dan wawasan maritim maritim kepada masyarakat
kepada masyarakat

Program pengembangan Produksi perikanan budidaya 10025 Diskanlaut
budidaya perikanan
Program pengembangan Produksi perikanan budidaya Meningkat Diskanlaut
budidaya perikanan produksi ikan tangkap

Program Pengembangan Konsumsi ikan 47200 Diskanlaut
Perikanan Tangkap
Program pengembangan Cakupan bina kelompok 85X Diskanlaut
sistem Penyuluhan nelayan
perikanan
Program optimalisasi Produksi perikanan kelompok 85.02x Diskanlaut
pengelolaan dan nelayan
pemasaran produksi
perikanan
Program pengembangan Jumlah kawasan budidaya Meningkat Diskanlaut
kawasan budidaya laut, air | Isut, air payau dan air tawar
payau dan air tawar

Program Pengembangan Jumlah sumberdaya Meningkat Diskanlaut
dan Pengelolaan perikanan
Sumberdaya Perikanan

Program Identifikasi Ijin Jumlah ijin usaha perikanan Meningkat Diskanlaut
Usaha Perikanan Bidang
Usaha Tangkap, Budidaya,
dan Pengolahan Hasil
Perikanan
Program Pengelolaan Jumiah wilayah pesisir dan Meningkat Diskanlaut
Wilayah pesisir dan pulau- | pulau yang tertangani
pulau kecit

Perdagangan

Program Peningkatan Kontribusi sektor 8,44 Disperindag
Efisiensi Perdagangan Perdagangan terhadap
Dalam Negeri PDRB
Program Pengembangan Volume transaksi Disperindag
Industri Kecil dan perdagangan industri kecil
Menengah dan menengah

Industri

Program Pengembangan Kontribusi sektor IKM 5.966 Disperindag
Industri Kecil dan terhadap PDRB
Menengah

Pertumbuhan Industri kecil Minimal 1

dan menengah
Program Peningkatan Ekspor Bersih Perdagangan 7114992 Disperindag
Kemampuan Teknologi (ribu USD)
Industri
Program Perlindungan Penyuluhan terhadap Meningkat Disperindag
Konsumen dan konsumen
Pengamanan
Perdagangan

Diserninasi informasi produk
yang aman

Program Perencanaan Pemetaan kawasan industri Meningkat Disperindag
Pembangunan Daerah

Kebudayaan

Program Pengelolaan Jumlah benda, situs dan Meningket Disporpar
Kekayaan Budaya kawasan cagar budaya yang

dilestarikan
Peningkatan Budaya dan Kunjungan wisata budaya Meningkat Disporpar
Destinasi Daerah

Jumlah obyek wisata budaya Meningkat
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PRIORITAS

INDIKATOR KINERJA SKPDNO PEMBANGUNAN URUSAN/ PROGRAM TARGET
TAHUN 2014 PROGRAM (DUTCOME) PELAKSANA

Pelestarian dan Jumlah penyelenggaraan Meningkat Disporpar
Aktualisasi Adat Budaya festival seni dan budaya
Daerah
Evaluasi Pelaporan laporan evaluasi Meningkat Disporpar
Keanekaragaman Budaya | Keanekaragaman Budaya
Pengelolaan Data Penyelenggaraan festival seni 14 kali Disporpar
Kesenian dan Budaya dan budaya
Daerah

Sarana penyelenggaraan
seni dan budaya
Jumlah gedung Kesenian 3

Program Pengembangan Benda, Situs dan Kawasan TOL Disporpar
Kekayaan Cagar Budaya Cagar Budaya yang

dilestarikan
Membangun Kemitraan Jumlah kekayaan budaya TOOL Disporpar
Pengelolaan Kekayaan yang dikelola masyarakat
Budaya dengan
Masyarakat
Membangun Kemitraan kerjasama budaya antar Disporpar
Pengelolaan Kebudayaan daerah
Antar Daerah

Pemuda dan Olah Raga

Program peningkatan Jumlah organisasi pemuda Minimal Disporpar
peran serta kepemudaan Sesuai dg

Kondisi saat
ini

Jumlah kegiatan Minimal
kepemudaan Sesuai dg

Kondisi saat
ini

Program Pembinaan dan Lapangan olahraga Minimat Disporpar
Pemasyarakatan Sesuai dg
Olahraga Kondisi saat

ini
Program Pengembangan Jumlah gedung olahraga 3 Disporpar
dan Pembinaan
Organisasi Kepemudaan
Pemuda dan Olahraga
Pemantauan Kegiatan Jumlah kegiatan olahraga Minimal Disporpar
Olahraga Sesusi dg

Kondisi saat
ini

balai remaja per 1000 Minimal
penduduk remaja Sesuai dg

Kondisi saat
ini

Program Pembibitan Jumlah organisasi olahraga Minimal Disporpar
Olahraga Berbakat Sesuai dg

Kondisi saat
ini

8 Peningkatan
Kapasitas
pemerintahan
(capacity buildindj

Pendidikan

Program Pelayanan Indeks kepuasan layanan Meningkat Disdik
Administrasi Perkantoran masyarakat
Program Peningkatan Cakupan sarana dan Disdik
Sarana dan Prasarana prasarana aparatur yang Meningkat
Aparatur memadai
Program Peningkatan Jumlah Pendidikan dan Meningkat Disdik
Kapasitas Sumber Daya pelatihan bidang pendidikan
Aparatur

Program Peningkatan Laporan capaian kinerja dan Meningkat Disdik
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

keuangan

Rancangan RKPD Tahun 2015
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S8
PRIORITAS

INDIKATOR KINERJA SKPDNO
| PEMBANGUNAN | URUSAN/ PROGRAM PROGRAM (OUTCOME) TARGET PELAKSANA

Kesehatan

Program Pelayanan Indeks kepuasan layanan Meningkat Dinkes, RSUD
Administrasi Perkantoran masyarakat
Program Peningkatan Cakupan sarana dan Meningkat Dinkes, RSUD
Sarana dan Prasarana prasarana aparatur yang
Aparatur memadai
Program Peningkatan Tingkat kehadiran Meningkat Dinkes, RSUD
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Jumlah Pendidikan dan Meningkat Dinkes, RSUD
Kapasitas Sumber Daya pelatihan nakes
Aparatur
Program Peningkatan Laporan capaian kinerja dan Meningkat Dinkes, RSUD
Pengembangan Sistem keuangan
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Perhubungan

Program Pelayanan Cakupan sarana dan Meningkat Dishub
Administrasi Perkantoran | prasarana aparatur yang

memadai
Program peningkatan Jumlah sarana dan Meningkat Dishub
sarana dan prasarana prasarana aparatur
aparatur
Program peningkatan Jumlah Pendidikan dan Meningkat Dishub
kepasitas sumber daya pelatihan bidang
aparatur perhubungan
Program Peningkatan Laporan capaian kinerja dan Meningkat Dishub
Pengembangan Sistem keuangan
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Arsip
Program Pelayanan Indeks kepuasan layanan Meningkat Kantor arsip
Administrasi Perkantoran j masyarakat
Program Peningkatan Cakupan sarana dan Meningkat Kantor arsipSarana dan Prasarana prasarana aparatur yang
Aparatur memadai
Program Peningkatan Jumlah Pendidikan dan Meningkat Kantor arsip
Kapasitas Sumber Daya pelatihan bidang kearsipan
Aparetur
Program Peningkatan Laporan capaian kinerja dan Meningkat Kantor arsip
Pengembangan Sistem keuangan
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Program perbaikan Pengelolaan arsip secara Meningkat Kantor arsip
Sistem administrasi baku
kearsipan
Pemberdayaan
Perempuan
Program Pelayanan Indeks kepuasan layanan Meningkat BPPKB
Administrasi Perkantoran | masyarakat
Program Peningkatan Cakupan sarana dan Meningkat BPPKB
Sarana dan Prasarana prasarana aparatur yang
Aparatur memadai
Program Peningkatan Jumlah Pendidikan dan Meningkat BPPKB
Kapasitas Sumber Daya pelatihan bidang
Aparatur pemberdayaan perempuan
Program Peningkatan Laporan capaian kinerja dan Meningkat BPPKB
Pengembangan Sistem keuangan
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian
dan Persandian
Program Pelayanan Indeks kepuasan layanan Meningkat
Administrasi Perkantoran | masyarakat

Program peningkatan Cakupan sarana dan Meningkat
sarana dan prasarana
aparatur

prasarana aparatur yang
memadai

Rancangan RKPD Tahun 2015
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur



Bab IV Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA SKPDNO PEMBANGUNAN URUSAN/ PROGRAM TARGET

TAHUN 2014 PROGRAM (OUTCOME) PELAKSANA
Program peningkatan Tingkat kehadiran Meningkat
disiplin aparatur
Program Peningkatan Jumlah Pendidikan dan Meningkat
Kapasitas Sumber Daya pelatihan
Aparatur
Program Peningkatan Laporan capaian kinerja dan Meningkat
Pengembangan Sistem keuangan
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan indeks kepuasan masyarakat MeningkatKualitas Pelayanan Publik
Program Peningkatan Terselenggaranya sertifikasi Meningkat
Kapasitas Kelembagaan dan standarisasi mutu
Pemerintahan Daerah kelembagaan
Program peningkatan Jumlah pelatihan dan Meningkat
kapasitas lembaga kunjungan kerja
perwakilan rakyat daerah
Program peningkatan Jumlah Rakor Meningkat
pelayanan kedinasan
kepala dserah/ wakil
kepala daerah

Jumlah kunjungan kerja

Inspeksi Kepala Daerah

Program peningkatan dan | SPJ lengkap dan tepat waktu Meningkat
Pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
Program pembinaan dan Laporan capaian kinerja dan Meningkatfasilitasi pengelolaan keuangan entitas akuntansi
keuangan kabupaten/ dan pelaporan
kota
Program peningkatan Tindak lanjut temuan Menurun
Sistem pengawasan inspektorat
internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH
Program Peningkatan Sertifikasi pelatihan audit MeningkatProfesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan
Program Mengintensifkan | Jumlah aduan yang ditangani
penanganan pengaduan
masyarakat
Program Peningkatan
Kerjasarna Antar Jumlah MOU antar daerah MeningkatPemerintah Daerah
Program Penataan Jumlah Perda Meningkat
Peraturan Perundang-
undangan bidang
pemerintahan umum
Program Penataan Jumlah PAD Meningkat
Daerah Otonomi Baru

Serapan anggaran

Program Peningkatan Jumlah MOU dengan
Kerjasama dengan lembaga dalam negeri
Lembaga Dalam Negeri
Program Peningkatan Jumlah MOU dengan Meningkat
Kerjasama dengan lembaga dalam negeri
Lembaga Dalam Negeri

Program Peningkatan Jumlah MOU dengan Meningkat
Kerjasama dengan Lembaga dan atau
Lembaga dan atau Pemerintah Luar Negeri
Pemerintah Luar Negeri
Program Pembinaan dan Jumlah peserta diklat eselon Meningkat
Pengembangan Aparatur
Program Peningkatan Rasio pengajuan Meningkat
Kualitas Pelayanan perijinan/perijinan yang
Perijinan diterbitkan
Program Peningkatan Cakupan wilayah 10024
Kapasitas Kelembagaan program/kegiatan

Rancangan RKPD Tahun 2015
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 13
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PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA SKPDNO PEMBANGUNAN URUSAN/ PROGRAM TARGET

TAHUN 2014 PROGRAM (OUTCOME) PELAKSANA
Pemerintah Desa pemerintahan desa

Program Peningkatan Jumlah pelanggaran hukum Menurun
Kesadaran Hukum dan dan HAM
Hak Asasi Manusia

Program Peningkatan Cakupan wilayah Meningkat
Kepasitas Kelembagaan program/ kegiatan
Pemerintah Daerah pemerintahan daerah
Program Koordinasi, Peningkatan pertumbuhan Meningkat
Sinkronisasi, Fasilitasi dan | ekanomi
Evaluasi Bidang
Perekonomian

Peningkatan pendapatan per Meningkat
kapita

Program Pembinaan dan Diklat teknis dan tupoksi Meningkat
Pengembangan Aparatur

Tingkat kelulusan sertifikas: Meningkat
pengadaan barang dan jasa

Program Peningkatan Peserta Lomba MTG
Pelayanan Ritual/
Keagamaan
Program Pengembangan Jumlah Diklat
Kediklatan

Jumlah Widyaiswara
Jumlah kurikulum

Program Penelitian dan Jumlah riset Meningkat
Pengembangan

Jumlah peneliti

Penyusunan dan Adanya standarisasi harga
Pengumpulan satuan dasar
Data/ Informasi
Kebutuhan Penyusunan
Dokumen Perencanaan

Adanya standarisasi harga
Satuan pokok kegiatan

Sosial

Program Pelayanan Indeks kepuasan layanan Meningkat Dinsos
Administrasi Perkantoran | masyarakat
Program peningkatan Cakupan sarana dan Meningkat Dinsos
sarana dan prasarana prasarana aparatur yang
aparatur memadai
Program peningkatan Tingkat kehadiran Meningkat Dinsos
disiplin aparatur
Program Peningkatan Laporan capaian kinerja dan Meningkat Dinsos
Pengembangan Sistem keuangan
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Tenaga Kerja

Program Pelayanan Indeks kepuasan layanan Meningkat Disnakertrans
Administrasi Perkantoran masyarakat
Program peningkatan Cakupan sarana dan Meningkat Disnakertrans
sarana dan prasarana prasarana aparatur yang
aparatur memadai
Program peningkatan Jumlah Pendidikan dan Meningkat Disnakertrans
kapasitas sumber daya pelatihan bidang
aparatur ketenagakerjaan
Program Peningkatan Laporan capaian kinerja dan Meningkat Disnakertrans
Pengembangan Sistem keuangan
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Perdagangan, Industri

Program Pelayanan Indeks kepuasan layanan Meningkat Disperindag
Administrasi Perkantoran | masyarakat
Program Peningkatan Cakupan sarana dan Meningkat Disperindag
Sarana dan Prasarana prasarana aparatur yang
Aparatur memadai
Program Peningkatan Tingkat kehadiran Meningkat Disperindag
Disiplin Aparatur

Rancangan RKPD Tahun 2015
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
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PRIORITAS

INDIKATOR KINERJA SKPDNO PEMBANGUNAN URUSAN/ PROGRAM TARGETTAHUN 2014 PROGRAM (OUTCOME) PELAKSANA
Program Peningkatan Jumlah Pendidikan dan Meningkat DisperindagKapasitas Sumber Daya pelatihan bidang industri dan
Aparatur perdagangan
Program Peningkatan Pelayanan ijin usaha Meningket DisperindagKualitas Pelayanan Publik

Perikanan dan Kelautan

Program Pelayanan Indeks kepuasan layanan Meningkat Diskantaut
Administrasi Perkantoran masyarakat
Program peningkatan Cakupan sarana dan Meningkat Diskanlaut
Sarana dan prasarana prasarana aparatur yang
aparatur memadai
Program peningkatan Jumlah Pendidikan dan Meningkat Diskanlaut
kapasitas sumber daya pelatihan bidang perikanan
aparatur dan kelautan
Program Peningkatan Laporan capaian kinerja dan Meningkat Diskanlaut
Pengembangan Sistem keuangan
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan 10096 Diskanlaut
Kualitas Pelayanan Publik

Penanaman Modal

Program Pelayanan Indeks kepuasan layanan Meningkat BPMD
Administrasi Perkantoran | masyarakat
Program peningkatan Cakupan sarana dan Meningkat BPMD
sarana dan prasarana prasarana aparatur yang
aparatur memadai
Program peningkatan Tingkat kehadiran Meningkat BPMD
disiplin aparatur
Program peningkatan Jumlah Pendidikan dan Meningkat BPMD
kapasitas sumber daya pelatihan bidang penanaman
aparatur modal
Program Peningkatan Laporan capaian kinerja dan Meningkat BPMD
Pengembangan Sistem keuangan
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Koperasi dan UKM

Program Pelayanan Indeks kepuasan layanan Meningkat DiskopAdministrasi Perkantoran | masyarakat
Program peningkatan Cakupan sarana dan Meningkat Diskopsarana dan prasarana prasarana aparatur yang
aparatur memadai
Program peningkatan Jumlah Pendidikan dan Meningkat Diskop
kapasitas sumber daya pelatihan bidang koperasi
aparatur dan UKM
Program Peningkatan Laporan capaian kinerja dan Meningkat Diskop
Pengembangan Sistem keuangan
Pelaporan Capaian
Kinerja Meningkat dan
Keuangan
Pertanian
Program Pelayanan Indeks kepuasan layanan Meningkat Distan, Disbun
Administrasi Perkantoran masyarakat
Program peningkatan Cakupan sarana dan Meningkat Distan, Disbun
sarana dan prasarana prasarana aparatur yang
aparatur memadai
Program peningkatan Tingkat kehadiran Meningkat Distan, Disbun
disiplin aparatur
Program peningkatan Jumlah Pendidikan dan Meningkat Distan, Disbun
kapasitas sumber daya pelatihan bidang pertanian
aparatur
Program Peningkatan Laporan capaian kinerja dan Meningkat Distan, Disbun
Pengembangan Sistem keuangan
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Ketahanan Pangan

Program Pelayanan Indeks kepuasan layanan Meningkat BKPP
Administrasi Perkantoran masyarakat
Program Peningkatan Cakupan sarana dan Meningkat BKPP
Sarana dan Prasarana prasarana aparatur yang
Aparatur memadai

Rancangan RKPD Tahun 2015
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PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA SKPDNO PEMBANGUNAN URUSAN/ PROGRAM TARGET

TAHUN 2014 PROGRAM (DUTCOME) PELAKSANA
Program Peningkatan Jumlah Pendidikan dan Meningkat BKPP
Kapasitas Sumber Daya pelatihan bidang ketahanan
Aparatur pangan
Program Peningkatan Laporan capaian kinerja dan Meningkat BKPP
Pengembangan Sistem keuangan
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Pemberdayaan
Masyarakat
Program Pelayanan Indeks kepuasan layanan Meningkat Bapemas
Administrasi Perkantoran masyarakat
Program peningkatan Cakupan sarana dan Meningkat Bapemas
sarana dan prasarana prasarana aparatur yang
aparatur memadai
Program peningkatan Jumlah Pendidikan dan Meningkat Bapemas
kapasitas sumber daya pelatihan bidang
aparatur pemberdayaan masyarakat
Kesatuan Bangsa dan
Politik
Program Pelayanan Indeks kepuasan layanan Meningkat Bakesbang
Administrasi Perkantoran masyarakat
Program Peningkatan Cakupan sarana dan Meningkat Bakesbang
Sarana dan Prasarana prasarana aparatur yang
Aparatur memadai
Program peningkatan Tingkat kehadiran Meningkat Bakesbang
disiplin aparatur
Program peningkatan Jumlah Pendidikan dan Meningkat Bakesbang
kapasitas sumber daya pelatihan bidang kesbangpol
aparatur
Kependudukan dan
Catatan Sipil
Program Pelayanan Indeks kepuasan layanan Meningkat DiscapilAdministrasi Perkantoran masyarakat
Program Peningkatan Laporan capaian kinerja dan Meningkat Discapil
Pengembangan Sistem keuangan
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Pekerjaan Umum
Program Pelayanan Indeks kepuasan layanan Meningkat DPU
Administrasi Perkantoran | masyarakat
Program Peningkatan Jumiah Pendidikan dan Meningkat CPU
Kapasitas Sumber Daya pelatihan bidang pekerjaan
Aparatur umum
Program Peningkatan DPU
Kualitas Pelayanan Publik
Perencanaan
Pembangunan
Program Pelayanan Indeks kepuasan layanan Meningkat Bappeda
Administrasi Perkantoran | masyarakat
Progrem peningkatan Cakupan sarana dan Meningkat Bappeda
sarana dan prasarana prasarana aparatur yang
aparatur memadai
Program peningkatan Jumlah Pendidikan dan Meningkat Bappeda
kapasitas sumber daya pelatihan bidang
aparatur perencanaan pembangunan
Program Peningkatan Laporan capaian kinerja dan Meningkat Bappeda
Pengembangan Sistem keuangan
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Lingkungan Hidup

Program Pelayanan Indeks kepuasan layanan Meningkat BLH
Administrasi Perkantoran masyarakat
Program peningkatan Cakupan sarana dan Meningkat BLH
sarana dan prasarana prasarana aparatur yang
aparatur memadai
Program peningkatan Jumlah Pendidikan dan Meningkat BLH
kapasitas sumber daya pelatihan bidang LH
aparatur
Program Peningkatan Laporan capaian kinerja dan Meningkat BLH
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

keuangan

Rancangan RKPD Tahun 2015
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PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA SKPDNO PEMBANGUNAN URUSAN/ PROGRAM TARGET

TAHUN 2014 PROGRAM (OUTCOME) PELAKSANA
Pertanahan

Program Pelayanan Indeks kepuasan layanan Meningkat BPLTR
Administrasi Perkantoran | masyarakat
Program Peningkatan Cakupan sarana dan Meningkat BPLTR
Sarana dan Prasarana prasarana aparatur yang
Aparatur memadai
Program Peningkatan Jumlah Pendidikan dan Meningkat BPLTR
Kapasitas Sumber Daya pelatihan bidang pertanahan
Aparatur
Program Peningkatan Laporan capaian kinerja dan Meningkat BPLTR
Pengembangan Sistem keuangan
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Kehutanan

Program Pelayanan Indeks kepuasan layanan Dishut
Administrasi Perkantoran | masyarakat
Program peningkatan Jumlah Pendidikan dan Dishut
kapasitas sumber daya pelatihan bidang kehutanan
aparatur
Energi dan Sumberdaya
Mineral
Program Pelayanan Indeks kepuasan layanan Meningkat Distamben
Administrasi Perkantoran masyarakat
Program peningkatan Cakupan sarana dan Meningkat Distamben
sarana dan prasarana prasarana aparatur yang
aparatur memadai
Program peningkatan Jumlah Pendidikan dan Meningkat Distamben
kapasitas sumber daya pelatihan bidang ESDM
aparatur
Program Peningkatan Laporan capaian kinerja dan Meningkat Distamben
Pengembangan Sistem keuangan
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Kebudayaan, Pemuda
Olah Raga, Pariwisata
Program Pelayanan Indeks kepuasan layanan Disporpar
Administrasi Perkantoran | masyarakat
Program peningkatan Cakupan sarana dan Meningkat Disporpar
sarana dan prasarana prasarana aparatur yang
aparatur memadai
Program peningkatan Jumlah Pendidikan dan Meningkat Disporpar
kapasitas sumber daya pelatihan bidang kebudayaan,
aparatur pemuda dan olah raga,

pariwisata
Program Peningkatan Laporan capaian kinerja dan Meningkat Disporpar
Pengembangan Sistem keuangan
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri
Program Peningkatan Kegiatan pembinaan Minimal Bakesbang
Keamanan dan terhadap LSM, Ormas dan Sesuai dg
Kenyamanan Lingkungan OKP Kondisi

Eksisting
Program pemeliharaan Rasio jumlah Polisi Pamong Meningkat Bakesbang
kantrantibrmas dan Praja per 10.000 penduduk
pencegahan tindak
kriminal

Jumlah Linmas per Jumlah Meningkat
10.000 Penduduk

Program pengembangan Kegiatan pembinaan politik Minimal Bakesbang
wawasan kebangsaan daerah Sesuai dg

Kondisi
Eksisting

Program pemberdayaan Kegiatan pembinaan Minimal Bakesbang
masyarakat untuk terhadap LSM, Ormas dan Sesuai dg
menjaga ketertiban dan OKP Kondisi
keamanan Eksisting
Program Peningkatan Rasio Pos Siskamling per Bakesbang
Kewaspadaan Dini
Masyarakat Daerah

jumlah desa/kelurahan

Rancangan RKPD Tahun 2015
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PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA SKPDNO PEMBANGUNAN URUSAN/ PROGRAM TARGET

TAHUN 2014 PROGRAM (OUTCOME) PELAKSANA
Kependudukan dan
Catatan Sipil
Program Penataan Kepemilikan KTP Minimai 90 Discapi!
Administrasi Ya
Kependudukan

Kepemilikan akta kelahiran Minimal 75
per 10DO penduduk 4
Ketersediaan database Ada Lengkap
kependudukan skala
kabupaten
Penerapan KTP Nasional B5
berbasis NIK
Rasio penduduk ber KTP per Minimal 90
satuan penduduk Ya

e-KTP

'-) Peningkatan Pekerjaan Umum
infrastruktur
dasar kawasan
pemukiman

Program Pembangunan Panjang jalan yang memiliki Minimal DPU
Saluran trotoar dan rainase/ saluran 015
Drainase/Gorang-Gorong | pembuangan air (minimal

15m)
Program pengembangan Luas irigasi Kabupaten dalam 58.566 DPu
dan pengelolaan Jaringan | kondisi baik
Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairannya Lainya

Rasio Jaringan Irigasi 7086

Pembangunan turap di 30.945
wilayah jalan penghubung
dan aliran sungai rawan
longsor lingkup kewenangan
kota

Program Pengembangan, | Sempadan sungai yang 6846 DPU
Pengelolaan, dan dipakai bangunan liar
Konservasi Sungai, danau
dan Sumber Daya Air
Lainnya

konservasi air tanah
Program Pengembangan Kualitas mutu air baku DPu
Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah
Program Pengendalian terbangunnya embung CPU
Banjir
Program Pembangunan DPU
Infrastruktur Perdesaan
Pembangunan Sempah dan jalan yang 0.074 DPU
Infrastruktur Perkotaan dipakai pedagang kaki lima

atau bangunan rumah liar
Rasio rumah layak huni Minimal! 85

Yg
Rasio permukiman layak huni 58.8006
Rasio tempat pembuangan Minimal 8045
sampah (TPS) per satuan
penduduk

Program Pembangunan Cakupan layanan OPU
Sarana dan Prasarana
Pemerintahan
Program Pembangunan Rasio tempat ibadah per 3 DPU
Sarana dan Prasarana Satuan (seribu) penduduk
Umum

Rasio tempat pemakaman Sesuai
umum per satuan penduduk Standart

Program Pembangunan Proporsi panjang jaringan 654 DPU
Jalan jalan dalam kondisi baik

Rasio panjang jalan dilalui 0.0056
Roda 4

Program Pembangunan Jumlah jembatan yang Meningkat OPU
Jembatan dibangun
Program Pemeliharaan Panjang jalan yang diperbaiki Meningkat DPU
Jalan dan Jembatan

Rancangan RKPD Tahun 2015
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PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA SKPDNO PEMBANGUNAN URUSAN/ PROGRAM TARGET

TAHUN 2014 PROGRAM (OUTCOME) PELAKSANA
Jumlah jembatan yang Meningkat
diperbaiki

Pembuatan Sistem Masterplan pembangunan Meningkat DPU
Informasi dan
perencanaan
Pembangunan
Infrastruktur
Pembangunan Sarana Rumah tangga pengguna air 75.44 DPU
Dan Prasarana Air Bersih | bersih
Kecamatan
DAK Subbidang Sanitasi Persentase rumah tinggal 70.004 bPU
Kabupaten / Kota bersanitasi
DAK Subbidang Air Rumah tangga pengguna air Meningkat DPU
Minum Kabupaten / Kota | bersih

Perumahan
Program Peningkatan Jumlah mobil pemadam Meningkat DPu
Kesiagaan dan kebakaran
Pencegahan Bahaya
Kebakaran

Jumlah personil pemadam Meningkat
kebakaran
Sosialisasi pencegahan dan Meningkat
dampak kebakaran hutan
dan lahan

Penataan Ruang

Program Pemanfaatan Rasio Ruang Terbuka Hijau minimal 4026 BPLTR
Ruang per Satuan Luas Witayah ber

HPL/HGB
Program Pengendalian Rasio bangunan ber-IMB per | naik minimat BPLTR
Pemanfaatan Ruang Satuan bangunan 10x

Ruang publik yang berubah Ode
peruntukannya
Ketaatan terhadap RTRW 10026

Perencanaan
Pembangunan
Program Pengembangan Tersusunnya Simreda Ada Bappedadata/informasi
Program perencanaan Tersedianya Dokumen Ada Bappeda
pembangunan daerah Perencanaan : RKPD yg telah

ditetapkan dgn PERKADA
Tersedianya dokumen Ada
perencanaan RPJPD yg telah
ditetapkan dgn PERDA
Tersedianya Dokumen Ada
Perencanaan : RPJMD yg
telah ditetapkan dgn
PERDA/PERKADA
Penjabaran Program RPJMD Ada
kedalam RKPD

Program perencanaan Pertumbuhan PDRB Ada Bappeda
pembangunan ekonomi
Program perencanaan Tercapainya kinerja bidang 10086 Bappedasosial budaya sosial budaya
Program Perencanaan RTRW Ada BappedaTata Ruang

10 Pemantapan, Lingkungan Hidup
pemanfaatan,
penggunaan dan
pengelolaan
lahan serta
lingkungan hidup

Program Pengembangan Persentase penanganan 7046 BLH
Kinerja Pengelolaan sampah
Persampahan

Tempat pembuangan Minimal 45 X
sampah (TPS) per satuan
penduduk

Program Pengendalian Pengendalian potensi AA YA BLH
Pencemaran dan sumber pencemaran air
Perusakan Lingkungan
Hidup

Rancangan RKPD Tahun 2015
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Bab IV Pnoritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah 8
PRIORITAS INDIKATOR KINERJA SKPDNO PEMBANGUNAN URUSAN/ PROGRAM TARGET

TAHUN 2014 PROGRAM (OUTCOME) PELAKSANA

Penegakan hukum 10x
lingkungan

Sampling pemantauan
kualitas air sungai dan danau
secara berkala pada periode
musim hujan dan kemarau

Program Perlindungan Cakupan pengawasan Minimal 80 Y& BLH
dan Konservasi Sumber terhadap pelaksanaan arndal.
Daya Alam
Program Rehabilitasi dan | Lokasi eks tambang yang BLH
Pemulihan Cadangan telah direklamasi
Sumber daya Alam
Program Peningkatan Pelaksanaan penetapan Meningkat BLH
Kualitas dan Akses Status mutu air
Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan
Hidup

Persentase Penduduk Ada
berakses air minum
Persentase Rumah Tangga Meningkat
(RT) yang menggunakan air
bersih
Pengelolaan kualitas sir Ada
(penetapan kelas air)

Program pengembangan Tersedianya ekowisata Meningkat BLH
ekowisata dan jasa
lingkungan di kawasan-
kawasan konservasi laut
dan hutan

kerusakan kewasan Meningkat
konservasi yang terpulihkan

Program Pengelolaan prosentase RTH Meningkat BLH
ruang terbuka hijau (RTH)
Program Pengambangan | Cakupan pengawasan Minimal 80 96 BLH
Kapasitas Pengelolaan terhadap pelaksanaan amdal
Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Luasan kawasan konservasi Meningkat BLH
Lingkungan Alam
Program Pengelolaan Pengelolaan kawasan Meningkat BLH
Lingkungan Sosial konservasi yang dikelola

masyarakat
Pertanahan
Program Penataan Persentase luas lahan Naik Minimal BPLTR
Penguasaan, Pemilikan, bersertifikat 106
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Program Penyelesaian Penyelesaian kasus tanah 10096 BPLTR
Konflik-Konflik Pertanahan | Negara
Program Pertanahan Penyelesaian izin lokasi 1005 BPLTR

Kehutanan

Program Pemanfaatan Kontribusi sektor kehutanan 1 408 Dishut
Potensi Sumber Daya terhadap PDRB
Hutan
Program rehabilitasi Rehabilitasi hutan dan lahan AAA Dishut
hutan dan lahan kritis
Perlindungan dan Kerusakan Kawasan Hutan 22x Dishut
konservasi sumber daya
hutan
Pengembangan Kapasitas Meningkat Dishut
Pengelolaan Hutan
Program Pengembangan Meningkat Dishut
Gan Evaluasi Hutan
Energi dan Sumberdaya
Mineral
Program pembinaan dan persentase Pertambangan 096 Distamben
pengawasan bidang tanpa ijin
pertambangan

Kontribusi sektor 80.015
pertambangan terhadap
PDRB

Rancangan RKPD Tahun 2015
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PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA SKPDNO PEMBANGUNAN URUSAN/ PROGRAM TARGET

TAHUN 2014 PROGRAM (OLUTCOME) PELAKSANA
Program pembinaan dan penggunaan energi listrik Meningkat Distamben
pengembangan bidang alternatif
ketenagalistrikan
Program Pembinaan dan Jumlah peserta pelatihan Meningkat Distamben
Pengembangan Bidang
Migas

Pengembangan Geotogi Model pengelolaan geologi Meningkat Distamben
dan Sumberdaya Mineral dan sumber daya mineral
KKT
Sinkronisasi Pajak Air Pungutan pajak air bawah Distamben
Bawah Tanah dan Air tanah dan air permuakaan
Permukaan
Program Peningkatan Konversi bahan bakar Meningkat Distamben
Diversifikasi Bahan Bakar
Program Evaluasi Dokumen hasil evaluasi Meningkat Distamben
Cadangan Batubara cadangan Batubara
Kabupaten Kutai Timur
Program Penyusunan Tersusunnya perda Meningkat Distamben
Perda Pertambangan dan | pertambangan dan energi
Energi Kabupaten Kutai
Timur

11 Peningkatan dan | Komunikasi dan
pengembangan Informatika
pernanfaatan
teknologi
informasi

Program Pengembangan Terbentuknya komisi Meningkat Dishub
Komunikasi, Informasi dan | informasi publik
Media Massa
Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Meningkat Dishub
Pemanfaatan Teknoiogi informasi
Informasi

Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian
dan Persandian
Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Meningkat
Pemanfaatan Teknologi informasi
Informasi

1e Pengelolaan Otonomi Daerah,
kawasan Pemerintahan Umum,
perbatasan Administrasi Keuangan
(hinterland) Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian
dan Persandian
Penetapan Tapal Batas Adanya batas wilayah yang
Kabupaten jelas sesuai dengan

ketentuan hukum yang
berlaku

Lingkungan Hidup

Pengelolaan Sumber Daya | Pemanfaatan SDA oleh Meningkat
Alam daerah perbatasan masyarakat perbatasan
Pekerjaan Umum

Peningkatan akses pasar Terbangunnya pasar di Meningkat
di daerah perbatasan daerah perbatasan
Pembangunan Tersedianya sarana dan Meningkat
infrastruktur perbatasan prasarana memadai di

daerah perbatasan

Rancangan RKPD Tahun 2015
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Bab V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah @
BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang
menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan
maupun keluaran program (outcome), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target,
serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan
secara lengkap dalam matrik rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur beserta instansi vertikal lainnya
wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam

pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015.

Dalam rangka mencapai target RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-
2015, maka pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menetapkan
tema “Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pencapaian Millenium

Development Goals (MDG's) Melalui Gerbang Taman Makmur” (Gerakan
Pembangunan, Pemerataan dan Kemandirian Masyarakat Kutai Timur), dengan
menetapkan 12 (dua belas) prioritas pembangunan, yaitu :

1. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan

4. Peningkatan infrastruktur dasar kawasan pemukiman
. Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan
. Peningkatan pembangunan pedesaan

5

6

7. Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat
8. Peningkatan kapasitas pemerintahan (capacity buildingj
9. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan
1 O.Pemantapan, pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan lahan serta

lingkungan hidup

11 Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi

12.Pengelolaan kawasan perbatasan (hinterland)

Rancangan RKPD Tahun 2015
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Bab V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

Berdasarkan prioritas pembangunan yang menitikberatkan pembangunan

pada pembangunan sumberdaya manusia, agribisnis (pertanian dalam arti luas),
infrastruktur serta penunjang lainnya, maka dijabarkan pada 34 Urusan yang terdiri

atas :

a). 26 (dua puluh enam) Urusan Wajib, yaitu :

1) Pendidikan:

2) Kesehatan:

3) Pekerjaan Umum:

4) Perumahan:

5) Penataan Ruang.

6) Perencanaan Pembangunan:

7) Perhubungan:
8) Lingkungan Hidup:

9) Pertanahan:

10) Kependudukan dan Catatan Sipil
11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

12) KB dan Keluarga Sejahtera:

13) Sosial:

14) Ketenagakerjaan:
15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah:

16) Penanaman Modal Daerah:

17) Kebudayaan
18) Kepemudaan dan Keolahragaan:

19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri:

20) Pemerintahan Umum, otonomi Daerah, Administarsi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

21). Ketahanan Pangan

22). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

23). Statistik

24). Kearsipan:

25). Komunikasi dan Informatika

26). Perpustakaan

Rancangan RKPD Tahun 2015
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
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Bab V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

b). 8 (delapan) Urusan Pilihan, yaitu :

1) Pertanian,

2) Kehutanan:

3) Energi dan Sumberdaya Mineral:

4) Pariwisata:
5) Kelautan dan Perikanan:

6) Perdagangan,

7) Perindustrian:

8) Ketransmigrasian.

Selanjutnya urusan wajib dan pilihan dijabarkan dalam bentuk program,
kegiatan, sasaran program, instansi penanggung jawab serta pagu indikatif, seperti
Rencana Kerja dan Pendanaan menurut Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kutai Timur Tahun 2015, direncanakan anggaran Belanja Langsung adalah sebesar
Rp 1.829.162.995.163,00.

Berdasarkan alokasi tersebut diatas usulan program prioritas berdasarkan
Urusan Wajib dan Pilihan diuraikan sebagai sebagai berikut:

Tabel 5.1
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2015

Kode Urusan/Program SKPD
(1) (2) (3)

1.01 Pendidikan

1.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Disdik

101.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
DisdikAparatur

101.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya DisdikAparatur

1.041.086 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
DisdikPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Disdik

10118 Program Pendidikan Non Formal Disdik

101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga DisdikKependidikan

101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Disdik

101.23 Program Wajib Belajar 12 Tahun Pendidikan Dasar
Disdikdan Menengah

101.34
pagram

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah
Disdik

n

Rancangan RKPD Tahun 2015 $
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Bab V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

Kode Urusan/Program SKPD
(1) (2) (3)

101.41 Program Pendidikan Terhadap Anak Berkebutuhan
DisdikKhusus (inklusi)

1.02. Kesehatan

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinkes, RSUD

10202 rogram
Peningkatan Sarana dan Prasarana

Dinkes, RSUDparatur

102.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Dinkes, RSUD

102.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Dinkes, RSUDAparatur

10208 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Dinkes, RSUDPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.0215 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinkes

1.02.16 Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dinkes

102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan Dinkes

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan102.19
Masyarakat Dinkes, RSUD

1.02.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Dinkes, RSUD
1.02.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Dinkes

102.29 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DinkesMenular

102.24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin RSUD

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
102.25 Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Dinkes

Pembantu dan Jaringannya

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
1.02.26 Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah RSUD

Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
102.27 Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- RSUD

Paru/ Rumah Sakit Mata

10228 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan RSUDKesehatan

102.39 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan
Dinkesdan Anak

102.33 Program Upaya Kesehatan Perorangan Dinkes

102.34 Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Dinkes, RSUDKesehatan

ihR

RihR
R
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Bab V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah 8
Kode Urusan/Program SKPD
(1) (2) (3)

Program Peningkatan Sistem Jaminan102.35 Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
Dinkes

102.36 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia DinkesKesehatan

1.03. Pekerjaan Umum

1.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DPU

10305 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya DPU
Aparatur

1.03.09 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik DPU

10316 Program
Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong- DPU

orong

103.24 Program pengembangan dan pengelolaan Jaringan DPU
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairannya Lainya
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan

1.03.26 Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air DPU
Lainnya
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air103.27 Minum dan Air Limbah DPU

103.28 Program Pengendalian Banjir DPuU

103.30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan DPU

103.32 Pembangunan Infrastruktur Perkotaan DPU

103.33 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana DPUPemerintahan

10334 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana DPUUmum

103.35 Program Pembangunan Jalan DPU

1.03.36 Program Pembangunan Jembatan DPU

1.03.37 Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DPU

103.38 Pembuatan Sistem Informasi dan Perencanaan DPU
Pembangunan Infrastruktur

103.39 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih DPUKecamatan
1.03.40 DAK Subbidang Sanitasi Kabupaten / Kota DPU
1.03.41 DAK Subbidang Air Minum Kabupaten / Kota DPU
103.42 Swakelola Bidang Cipta Karya DPU
1.04. Perumahan

10419 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan DPU
Bahaya Kebakaran

G

Rancangan RKPD Tahun 2015
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Kode Urusan/Program SKPD
(1) (2) (3)

1.05. Penataan Ruang
1.05.16 Program Pemanfaatan Ruang BPLTR
1.057 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang BPLTR

1.06. Perencanaan Pembangunan

1.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Bappeda

106.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
Bappedaaparatur

1.06.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya
Bappedaaparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem105.06
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Bappeda

10615 Program Pengembangan data/informasi Bappeda
1.06.21 Program perencanaan pembangunan daerah Bappeda
1.06.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi Bappeda
1.06.23 Program perencanaan sosial budaya Bappeda
1.06.26 Program Perencanaan Tata Ruang Bappeda
1.07. Perhubungan

1.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dishub

1.07.02 Program peningkatan sarana dan prasarana Dishubaparatur
1.07.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya Dishubaparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem1.07.06
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dishub

1.075 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
DishubPerhubungan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana107.16 dan Fasilitas LLAJ Dishub

10717 Program peningkatan pelayanan angkutan Dishub

10718 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana DishubPerhubungan
10719 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Dishub

1.07.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian Dishubkendaraan bermotor

1.07.26 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan DishubMedia Massa

1.07.27 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi DishubInformasi

Rancangan RKPD Tahun 2015
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Kode Urusan/Program SKPD
(1) (2) (3)

1.08. Lingkungan Hidup

1.08.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BLH

108.02 Program peningkatan sarana dan prasarana BLHaparatur
108.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya BLHaparatur

108.086 Program Peningkatan Pengembangan Sistem BLHPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

10815 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan BLHPersampahan

10816 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan BLH
Lingkungan Hidup

10817 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber BLH
Daya Alam

108.18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan BLHSumber daya Alam

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi108.19 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
BLH

Program pengembangan ekowisata dan jasa
108.21 lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan BLH

hutan

1.08.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) BLH

Program Pengambangan Kapasitas Pengelolaan108.26 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
BLH

108.27 Program Pengelolaan Lingkungan Alam BLH

1.08.28 Program Pengelolaan Lingkungan Sosial BLH
1.09. Pertanahan

1.09.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BPLTR

109.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana BPLTRAparatur

109.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya BPLTRAparatur

109.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem BPLTRPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,109.16
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah BPLTR

109.17 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan BPLTR

10919 Program Pertanahan BPLTR
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Kode Urusan/Program SKPD
(1) (2) (3)

1.10. Kependudukan dan Catatan Sipil
110.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Discapil

110.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem DiscapilPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
110.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Discapil

110.16 Program Keluarga Berencana Discapil

1.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

111.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BPPKB

111.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana BPPKBAparatur

141.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya BPPKB
Aparatur

111.086 Program Peningkatan Pengembangan Sistem BPPKB
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Pelaksanaan Model-model Kegiatan111.07 Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

BPPKB

111.08 Program Peran Serta dalam Pelayanan KB, KS yang BPPKBMandiri

111.09 Program Promosi Kesehatan Ibu & Anak BPPKB

111.10 Program PIK - KRR BPPKB

Program Penguatan Kelembagaan11118
Pengarusutamaan Gender dan Anak BPPKB

111.20 Program Keluarga Berencana BPPKB

111.26 Program Penguatan KKB BPPKB

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok
11127 Bina Keluarga (IMP)/ Penyediaan dukungan BPPKB

operasional IMP

Program Pembinaan Kemitraan dan Permodalan11128
| Bagi Kelompok UPPKS

BPPKB

111.29 Program peningkatan Kualitas Hidup Perempuan BPPKB

112. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

11201 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BPPKB

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana BPPKB112.02
Aparatur

112.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
BPPKB

Rancangan RKPD Tahun 2015
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Bab V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah 8
Kode Urusan/Program SKPD
(1) (2) (3)

112.04 Program Fasilitasi Pindah/ Purna Tugas PNS
BPPKB

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya BPPKB112.05
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem BPPKB1.12.06
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

11215 | Program Keluarga Berencana BPPKB

112.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
BPPKB

11217 Program pelayanan kontrasepsi
BPPKB

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam BPPKB112.18 Ni

pelayanan KB/KR yang madiri

11219 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak BPPKB
on melalui kelompok kegiatan di masyarakat

11220 Program pengembangan pusat pelayanan informasi BPPKB
Na dan konseling KRR

11221 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, BPPKB— PMS Termasuk HIV/AIDS

11222 Program pengembangan bahan informasi tentang BPPKB
LT

pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok BPPKB112.23 bina keluarga

11224 Program pengembangan model operasional BKB- BPPKB
aa

Posyandu-PADU

112.25 Program peningkatan manajemen KB BPPKB

11226 | Program Kesehatan Ibu dan Anak BPPKB

113. Sosial

113.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinsos

11302 Program peningkatan sarana dan prasarana Dinsosaparatur
113.03 Program peningkatan disiplin aparatur Dinsos

113.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Dinsos
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas

113.15 Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Dinsos
Kesejahteraan Sosial (PIMKS) Lainnya

11316 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan DinsosSosial
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Kode Urusan/Program SKPD
(1) (2) (3)

11317 Program pembinaan anak terlantar Dinsos

11318 Program pembinaan para penyandang cacat dan Dinsostrauma

113.19 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Dinsos

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial
113.20 (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial Dinsos

lainnya)

Program Pemberdayaan Kelembagaan11321
Kesejahteraan Sosial Dinsos

113.29 Program Utama Bantuan dan Jaminan
DinsosKesejahteraan Sosial

11323 Program Kesiapasigaan dan Kewaspadaan DinsosPenanggulangan Bencana

1.14, Ketenagakerjaan
114.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Disnakertrans
11402 Program peningkatan sarana dan prasarana Disnakertransaparatur
11405 Program peningkatan kapasitas sumber daya Disnakertransaparatur
11406 Program Peningkatan Pengembangan Sistem DisnakertransPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
11415 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas DisnakertransTenaga Kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan11416
Pengembangan Informasi Ketenagakerjaan

Disnakertrans

11417 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga DisnakertransKetenagakerjaan
Program Pembinaan dan Pengawasan

114.21 Ketenagakerjaan dan Hubungan Industri dengan Disnakertrans
Serikat Pekerja
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas11423

| Tenaga Kerja (BLK Mandiri)
Disnakertrans

11424 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (BLKI DisnakertransMandiri)
115. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
115.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Diskop
115.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

Diskopaparatur
115.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya

Diskopaparatur

115.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
DiskopPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
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Kode Urusan/Program SKPD
1) (2) (3)

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha .1157
Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Diskop

11518 Program
Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Diskopoperasi
Program Peningkatan Sumber Daya Manusia UKM ,115.21
(Usaha Kecil Menengah) Diskop

115.229 Program Peningkatan Sumber Daya Manusia
DiskopPerkoperasian

Program Pengembangan Jaringan Infrastruktur .115.23 Usaha Kecil dan Menengah Diskop

Program Pengembangan Sumber Daya Usaha Kecil .115.24
Menengah (UKM) yang Mandiri Diskop

115.25
Program

Peningkatan Usaha dan Daya Saing Diskopoperasi
1.16. Penanaman Modal Daerah

116.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BPMD
Program peningkatan sarana dan prasarana116.62
aparatur

BPMD

116.03 Program peningkatan disiplin aparatur BPMD

118.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya BPMDaparatur

116.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem BPMDPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

11615 Program
Peningkatan Promosi dan Kerjasama BPMDnvestasi

11616 Program
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi BPMDnvestasi

11617 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana BPMDdan prasarana daerah
117. Kebudayaan
11716 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Disporpar
117.20 Peningkatan Budaya dan Destinasi Daerah Disporpar

117.21 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Disporpar
117.22 Evaluasi Pelaporan Keanekaragaman Budaya Disporpar

117.23 Pengelolaan Data Kesenian dan Budaya Daerah Disporpar
117.25 Program Pengembangan Kekayaan Cagar Budaya Disporpar

117.26 Membangun Kemitraan Pengelolaan Kekayaan DisporparBudaya dengan Masyarakat
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Kode Urusan/Program SKPD
1) (e) (3)

117.27 Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan DisporparAntar Daerah

118. Pemuda dan Olah Raga

118.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Disporpar

11802 Program peningkatan sarana dan prasarana Disporparaparatur
118.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya Disporparaparatur

118086 Program Peningkatan Pengembangan Sistem DisporparPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
118.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan Disporpar

118.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Disporpar

Program Pengembangan dan Pembinaan Organisasi .118.22
Kepemudaan Pemuda dan Olahraga Disporpar

118.24 Pemantauan Kegiatan Olahraga Disporpar

118.25 Program Pembibitan Olahraga Berbakat Disporpar

1.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
119.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Bakesbang

119.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
BakesbangAparatur

119.03 Program peningkatan disiplin aparatur Bakesbang

11905 Program peningkatan kapasitas sumber daya Bakesbangaparatur

11915 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan BakesbangLingkungan

11916 Program pemeliharaan kantrantibmas dan
Bakesbangpencegahan tindak kriminal

11917 Program pengembangan wawasan kebangsaan Bakesbang
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga11919 ketertiban dan keamanan Bakesbang

Program Peningkatan Kewaspadaan Dini11927
Masyarakat Daerah Bakesbang

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
1.20. Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

12002 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur

1.20.03 Program peningkatan disiplin aparatur
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Kode Urusan/Program SKPD
1) (2) (3)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya120.05
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem1.20.06
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

120.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan—
Pemerintahan Daerah

1.20.09 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
“| Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan12015

rakyat daerah

12016 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala
Kana

daerah/ wakil kepala daerah

Program peningkatan dan Pengembangan12017
pengelolaan keuangan daerah

12018 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan"
keuangan kabupaten/ kota

12020 Program peningkatan sistem pengawasan internal
Naa dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Program Peningkatan Profesionalism tenaga120.21
pemeriksa dan aparatur pengawasan

12023 ProgramOptimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan120.24
masyarakat
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah120.25 Daerah

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan1.20.26
bidang pemerintahan umum

120.27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Program Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga120.28 Dalam Negeri

12029 Program Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga"
dan atau Pemerintah Luar Negeri

120.30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
120.31 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan120.33 Pemerintah Desa

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak120.37 Asasi Manusia

120.38 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah
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Kode Urusan/Program SKPD
(1) (2) (3)

Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan120.39 5:

Evaluasi Bidang Perekonomian

120.47 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

12048 Program Peningkatan Pelayanan Ritual/
Keagamaan

120.49 Program Pengembangan Kediklatan

120.50 Program Penelitian dan Pengembangan

12051 Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi
Na Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

1.21. Ketahanan Pangan
121.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BKPP

12192 Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana BKpp

paratur

12105 Hrga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya BKPpp
paratur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem121.06
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

BKPP

12115 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani BKPP

12124 Program Pengembangan Metode dan Teknologi BKPPProduksi Pangan
121.30 Program Peningkatan Ketahanan Pangan BKPP

1.22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

122.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Bapemas

12209 Program peningkatan sarana dan prasarana Bapemasaparatur
12205 Program peningkatan kapasitas sumber daya Bapemasaparatur

12915 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat BapemasPedesaan

12947 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam Bapemasmembangun desa

129914 Program Penanggulangan Kemiskinan dan
Bapemaskerentanan

12295 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan BapemasPemerintah Desa
1.23. Statistik

1.23.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

12302 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

1.23.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

AI
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Kode Urusan/Program SKPD
(1) (2) (3)

1.23.04 Program Fasilitasi Pindah/ Purna Tugas PNS

12305 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem1.23.06
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program pengembangan data/ informasi/statistik123.15 daerah

1.24. Kearsipan

124.15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Kantor arsip

1.25. Komunikasi dan Informatika

125.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

125.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

1.25.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.25.04 Program Fasilitasi Pindah/ Purna Tugas PNS

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya1.25.05
Aparatur

125.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Kana

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.25.09 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dishub

Program pengkajian dan penelitian bidang Dishub125.16 komunikasi dan informasi

Program fasilitasi Peningkatan SOM bidang Dishub12517 komunikasi dan informasi

125.18 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Dishub

12519 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dishub

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Dishub125.26 Media Massa
1.26. Perpustakaan
126.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kantor arsip

126.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor arsipAparatur

126.05 Program
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kantor arsipparatur

126.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Kantor arsipPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

P

P

Rancangan RKPD Tahun 2015
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Ig



Bab V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah @
Kode Urusan/Program SKPD
(1) (2) (3)

126.07 Program Pengembangan Budaya Baca dan Kantor arsipPembinaan Perpustakaan

2. Urusan Pilihan

2.01. Pertanian

2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Distan, Disbun

201.02 Program peningkatan sarana dan prasarana Distan, Disbunaparatur
2.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur Distan, Disbun

20105 Program peningkatan kapasitas sumber daya Distan, Disbunaparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem . .2.01.06
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Distan, Disbun

204.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Distan, Disbun
pertanian/ perkebunan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi . ,201.17
Pertanian/ Perkebunan Distan, Disbun

201.18 Program peningkatan penerapan teknologi Distan, Disbun
pertanian/ perkebunan
Program peningkatan produksi .201.19
pertanian/perkebunan

Distan, Disbun

Program pemberdayaan penyuluh ,2.01.20
pertanian/ perkebunan lapangan

Distan, Disbun

291.21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Distan, Disbunternak

201.22 Program peningkatan produksi hasil peternakan Distan, Disbun

291.23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi Distan, Disbunpeternakan

20124 Program peningkatan penerapan teknologi Distan, Disbunpetemakan
201.28 Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan Distan, Disbun

2.01.31 Program Peningkatan Perlindungan Tanaman Distan, Disbun

201.32 Program Peningkatan Pemanfaatan Potensi Lahan Distan, Disbun
2.01.33 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Distan, Disbun

20134 Pengembangan Informasi Data Statistik dan Sister
Distan, DisbunPelaporan Perkebunan

2.02. Kehutanan
202.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dishut

P

n
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Kode Urusan/Program SKPD
(1)

| 2 (3)
29205 Program peningkatan kapasitas sumber daya Dishut

aparatur
202.15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Dishut

2.02.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan Dishut

20217 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Dishut

202.21 Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Hutan Dishut

202.20 Program Pengembangan dan Evaluasi Hutan Dishut

2.03. Energi dan Sumberdaya Mineral

203.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Distamben

20802 Program peningkatan sarana dan prasarana Distamben
aparatur

203.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya Distamben
aparatur

20306 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Distamben
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

20315 Program pembinaan dan pengawasan bidang Distamben
pertambangan

29317 Program pembinaan dan pengembangan bidang Distamben
ketenagalistrikan

20819 Mera
Pembinaan dan Pengembangan Bidang Distamben

293.20 Pengembangan
Geologi dan Sumberdaya Mineral Distamben

20321 Sinkronisasi Pajak Air Bawah Tanah dan Air Distamben
Permukaan

203.22 Program Peningkatan Diversifikasi Bahan Bakar Distamben

20823 Program Evaluasi Cadangan Batubara Kabupaten Distamben
Kutai Timur

Program Penyusunan Perda Pertambangan dan .20324 | rnergi Kabupaten Kutai Timur Distamben

2.04. Pariwisata
2.0415 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Disparpor
2.04.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Disparpor
20417 Program Pengembangan Kemitraan Disparpor

2.05. Kelautan dan Perikanan
205.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Diskanlaut

205.02 Program peningkatan sarana dan prasarana Diskanlaut
aparatur

205.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya Diskanlaut
aparatur
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Kode Urusan/Program SKPD
(1) (2) (3)

205.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Diskanlaut
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

205.07 Program Peningkatan Kerjasama Diskanlaut

205.08 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Diskanlaut

20515 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat Diskanlaut
pesisir

20516 Program pemberdayaan masyarakat dalam Diskaniaut
pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

20517 Program peningkatan kesadaran dan penegakan Diskanlaut
hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

20519 Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan Diskanlaut
wawasan maritim kepada masyarakat

2.05.20 Program pengembangan budidaya perikanan Diskanlaut
205.1 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Diskanlaut

2095.22 Program pengembangan sistem Penyuluhan Diskanlaut
perikanan

20523 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran Diskanlaut
produksi perikanan

205.24 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air Diskanlaut
payau dan air tawar

29525 Program Pengembangan dan Pengelolaan Diskanlaut
Sumberdaya Perikanan
Program Identifikasi Ijin Usaha Perikanan Bidang

20527 Usaha Tangkap, Budidaya, dan Pengolahan Hasil Diskanlaut
Perikanan

2 95.xx Program Pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau- Diskanlaut
pulau kecil

2.06. Perdagangan
2.06.09 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Disperindag

20618 Naa Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam
Disperindag

296.21 Program Pengembangan Industri Kecil dan
DisperindagMenengah

2.07. Industri
207.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Disperindag

297.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
DisperindagAparatur

0.07.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Disperindag

297.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya DisperindagAparatur

20716 Program Pengembangan Industri Kecil dan
DisperindagMenengah
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Kode Urusan/Program SKPD
(1) (2) (3)

20717 Program
Peningkatan Kemampuan Teknologi Disperindagndustri

297.23 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan DisperindagPerdagangan

207.28 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Disperindag

2.08, Ketransmigrasian

29818 Program Pembukaan, Pengembangan dan Disnakertrans
Pemberdayaan Wilayah Transmigrasi
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BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun

2015, merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 dan hasil analisis, pemantauan serta
evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2013. RKPD tahun 2015 merupakan upaya

memantapkan pembangunan secara menyuluruh melalui tahap pengembangan
program dan kegiatan prioritas guna mewujudkan jangka menengah Kabupaten
Kutai Timur. Dengan demikian, tingkat keberhasilan dari RKPD tahun 2015 ini akan

menentukan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan kinerja Kepala Daerah

berserta perangkat daerahnya pada tahun mendatang.

Selanjutnya dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD Tahun 2015 adalah sebagai
dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2015, memusatkan pada

pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahun

2015. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2015, mengacu pada isu-

isu strategis serta pendekatan kewilayahan, yang kemudian difokuskan pada

program dan kegiatan bagi pencapaian 12 (dua belas) prioritas pembangunan.
Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk

terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka

5

ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

6.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kutai Timur wajib melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian

target dan sasaran RKPD 2015 dengan melibatkan seluruh unsur lembaga

pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders) melalui rencana

kerja (Renja) SKPD Tahun 2015. Selanjutnya RKPD tahun 2015 merupakan

pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015. Selanjutnya berdasarkan KUA dan

PPAS yang telah disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten
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Kutai Timur, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015.
Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam

kerangka anggaran, mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar

kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar

program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan

tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kutai Timur serta masyarakat
termasuk dunia usaha agar melaksanakan program-program dalam Rencana

Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 dengan sebaik-

baiknya,

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kutai Timur, berkewajiban

untuk menyusun rencana kerja yang memuat antara lain:

a) gambaran pelayanan SKPD:

b) isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi:

Cc) visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, dan kebijakan,

d) Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan

pendanaan indikatif, dan

e) Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015:
3. Tercipta sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan program antara pemerintah

Kabupaten Kutai Timur dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015, Badan Perencanaan

Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkewajiban untuk

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun

kegiatan pembangunan tahun 2015.

6.2 Kaidah-kaidah Pendanaan Pembangunan

Aspek pendanaan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 ini tidak saja

mencakup yang bersumber dari dana pemerintah saja, tetapi juga masyarakat dan

partisipasi swasta melalui CSR (corporate social responsibility).
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Secara umum prinsip-prinsip aspek pendanaan pada RKPD Tahun 2015 ini antara

lain:

1. Peningkatan sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah baik melalui upaya

intensifikasi maupun ekstensifikasi berdasarkan peraturan perundangan-

undangan yang ada, maupun yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

2 Pembinaan untuk mewujudkan suatu iklim yang semakin kondusif bagi

peningkatan swadaya masyarakat dan investasi swasta.

3. Pembinaan untuk mewujudkan iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan

pembiayaan melalui skema/pola kemitraan, baik antara pemerintah daerah

dengan masyarakat, antara masyarakat dengan swasta atau ketiganya.

Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip di atas, maka diperlukan upaya

peningkatan kemampuan pendanaan daerah dan peningkatan pengelolaan sumber

keuangan daerah yang terus menerus dan berkesinambungan, antara lain:

1. Peningkatan Kemampuan Pendanaan Pembangunan Daerah, meliputi:

a. Peningkatan penggalian pendapatan daerah melalui intensifikasi dan

eksentifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

b. Optimalisasi dana perimbangan, serta sumber dana lain dari Pemerintah

Pusat.

c. Peningkatan kemampuan investasi publik melalui pola kemitraan dengan

masyarakat dan swasta.

d. Peningkatan investasi swasta melalui berbagai instrumen fiskal dan berbagai

insentif dalam penanaman modal.

2. Peningkatan kemampuan pengelolaan Keuangan Daerah

a. Prinsip-prinsip penyusunan APBD yang efisien, efektif, akuntabel dan

transparan.
b. Kemitraan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten

dengan masyarakat, dan dunia usaha.

Cc. Optimalisasi aset-aset Pemerintah Kabupaten.

d. Pengembangan berbagai kebijakan program pembangunan yang layak jual

5

terhadap investasi swasta, baik domestik maupun internasional.
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e. Penurunan kebocoran pengelolaan keuangan daerah.

f. Penetapan AnalisaStandar Belanja (ASB) dengan tepat.

BUPATI KUTAI TIMUR

——————
H. ISRAN NOOR
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